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DELGOSEA aims to create a network of cities and municipalities to implement
transnational local governance best practices replication across partner
countries: Cambodia, Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam. It supports
the role of Local Government Associations (LGAs) in providing and assisting
the transfer and sustainability of local governance best practices replication by
local governments. Most importantly, through the exchange of best practices
in the region, DELGOSEA intends to contribute to the improvement of living
conditions of disadvantaged groups in Southeast Asia by helping increase their
participation in local planning and decision-making.
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Tentang Publikasi Ini

Buku ini merupakan hasil sebuah kelompok kerja internasional yang
ditugaskan untuk mengembangkan kurikulum pelatihan, pedoman pengajaran
dan buku pelajaran tenta ng pemanfaatan fasilitator yang mendukung kota
percontohan yang dipilih selama proses replikasi. Kurikulum pelatihan serta
buku teks telah digunakan sebagai pedoman oleh 70 ahli yang berasal dari
Asosiasi Pemerintah Daerah, LSM atau kota percontohan yang memfasilitasi
replikasi Praktik -Praktik terbaik pemerintahan lokal di Asia Tenggara.
Selama 10 hari pelatihan ekstensif yang diadakan di Pattaya, Thailand, 2010,
materi pelatihan telah diuji, ditinjau dan diselesaikan.

Sebuah pengertian harus diberikan untuk istilah "fasilitator". Dalam

terminologi proyek DELGOSEA, fasilitator pada dasarnya memiliki tiga fungsi:

e Bertindak sebagai trainer dalam pelatihan pemangku kepentingan lokal
dalam replikasi Praktik-Praktik terbaik pemerintahan daerah;

e Bertindak sebagai pelatih dan ahli tematik selama proses replikasi;

e Bertindak sebagai ahli pengawasan.

DELGOSEA akan menerbitkan hasil dari proyek dalam dua edisi yang terpisah
- satu edisi berisi kurikulum pelatihan dan pedoman mengajar sebagai
pedoman bagi fasilitator dalam pelatihan, pembinaan dan pemantauan
replikasi Praktik-Praktik terbaik pemerintahan lokal di kota-kota percontohan.
Edisi kedua adalah buku teks yang merupakan isi dari publikasi ini. Buku
adalah alat sumber daya bagi semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan
local, yang secara khusus dikembangkan untuk fasilitator, ahli eksternal dan
pemangku kepentingan lokal yang ingin belajar lebih banyak tentang Praktik-
Praktik terbaik di empat bidang tematis 1. Partisipasi Rakyat, 2. Kelembagaan
Pemerintahan, 3. Inklusif Layanan Umum Perkotaan, dan 4. Manajemen Fiskal
Investasi dan Perencanaan.

Dua bab pertama memberikan informasi latar belakang proyek DELGOSEA dan
konsep pemerintahan lokal yang demokratis, struktur dan status
desentralisasi dalam proyek lima negara di Kamboja, Indonesia, Thailand,
Filipina dan Vietnam.

Bab III didesain untuk menyajikan secara rinci konsep yang berbeda dalam
empat bidang tematis dan penerapan terbaik terpilih. Hal ini berguna untuk
menganalisa berbagai peluang dan tantangan yang muncul dalam
pelaksanaan proyek berbeda dan menyediakan cara bagaimana Praktik-
Praktik Terbaik dipandang sebagai sebuah replikasi di bagian lain wilayah
tersebut. Dalam kasus versi yang lebih rinci dan presentasi Praktik terbaik,
mungkin akan berguna untuk membaca penjelasan rinci tentang praktik-
praktik terbaik yang diterbitkan dalam empat jilid, menyajikan semua praktik



terbaik yang dipilih per daerah tematik. Uraian rinci juga tersedia untuk di-
download dari www.delgosea.eu.

Bab IV difokuskan pada tindakan praktis replikasi praktik terbaik. Ini
memperkuat tujuan bahwa replikasi hanya bekerja jika Praktik terbaik yang
dipilih adalah "diterjemahkan" ke dalam konteks lokal. Dengan demikian, bab
ini menyebutkan dan membahas Praktik-Praktik yang diperlukan tentang
bagaimana cara untuk mengembangkan konsep yang dibuat khusus untuk
mentransfer setiap kota percontohan, memperhitungkan tujuan tertentu,
kerangka politik dan hukum dari setiap tempat. Bab IV juga memberikan ide
pada sistem pengaturan yang berfungsi untuk memonitor dan melaporkan
serta memastikan replikasi telah berhasil dan berkelanjutan.

Semua publikasi-buku teks, kurikulum pelatihan / pedoman pengajaran, serta
penjelasan rinci tentang 16 praktik-praktik terbaik - yang dipilih juga tersedia
untuk di-download di website www.delgosea.eu DELGOSEA. Hardcopy
tambahan dapat diminta di kantor Konrad Adenauer-Stiftung-di Filipina
(http://www.kas.de/philippinen/)
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Tentang DELGOSEA

Tentang DELGOSEA

Kemitraan Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Asia Tenggara /
Democratic Local Governance in Southeast Asia (DELGOSEA) diluncurkan
pada Maret 2010 dengan dana dari Uni Eropa dan Konrad Adenauer-Stiftung-
(KAS) Jerman melalui Kementerian Kerjasama Pembangunan Jerman.

DELGOSEA bertujuan menciptakan jaringan kota dan pemerintah kota untuk
mengimplementasikan replikasi  Praktik—-Praktik Terbaik pemerintahan
transnasional local di negara-negara mitra: Kamboja, Indonesia, Filipina,
Thailand dan Vietnam. Mendukung peran Asosiasi Pemerintah Daerah / Local
Government Associations (LGA) dalam menyediakan bantuan transfer dan
keberlanjutan Praktik replikasi Praktik -Praktik terbaik oleh pemerintah
daerah. Yang terpenting, melalui pertukaran Praktik terbaik di wilayah ini,
DELGOSEA bermaksud berkontribusi terhadap perbaikan kondisi kehidupan
kelompok yang kurang beruntung di Asia Tenggara dengan membantu
meningkatkan partisipasi mereka dalam perencanaan lokal dan pengambilan
keputusan.

Pada tahap pertama pelaksanaan proyek, penelitian intensif dilakukan untuk
menentukan Praktik -Praktik Terbaik (BP) pemerintahan lokal di setiap lima
negara peserta. Sebuah konsorsium internasional ahli pemerintahan lokal dan
perwakilan LGA membahasnya kembali dan dipilih 16 BP dari 27 BP yang
diajukan.

Proyek terkonsentrasi pada empat bidang tematik berikut serta memilih

contoh Praktik-Praktik Terbaik dari lima negara:

1. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan;

2. Tata kelola kelembagaan;

3. Termasuk pelayanan masyarakat perkotaan;

4. Manajemen fiskal dan perencanaan investasi.

Mulai bulan Januari 2011 sampai Agustus 2012, DELGOSEA berkolaborasi
dengan LGA dan pemerintah daerah dalam mengaktifkan replikasi praktik-
praktik terbaik. Pilot kota / pemerintah kota diundang untuk memodifikasi
atau meningkatkan praktik-praktik terbaik asli untuk konteks lokal mereka.



Para LGA dari lima negara berpartisipasi terus menerus berkonsultasi
dan membimbing pemerintah daerah percontohan yang dipilih saat penyaluran
dan pelaksanaan replikasi BP.



Pemangku Kepentingan Utama

Dalam membangun jaringan regional pertukaran model praktik-praktik terbaik
pemerintahan lokal, jelas bahwa asosiasi pemerintah daerah (LGA) harus
berada di antara pemangku kepentingan kunci (Asosiasi Pemerintah Daerah,
Organisasi Masyarakat Sipil, Akademik, Pengambil Keputusan Politik) dalam
konseptualisasi dan implementasi proyek. LGA, sesuai fungsi mereka, saling
berbagi pengalaman dan memberikan keahlian, pelatihan, dan pembinaan
untuk meningkatkan kapasitas anggota pemerintah daerah.

Asosiasi Pemerintah Daerah mendukung proyek DELGOSEA sebagaimana
pemangku kepentingan utama :

e ACVN - Asosiasi Kota Vietnam, Vietnam

e ADEKSI - Asosiasi Dewan Kota Indonesia, Indonesia

e ADKASI - Asosiasi Dewan Legislatif Kabupaten Indonesia, Indonesia

e APEKSI - Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia, Indonesia

e APKASI - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia, Indonesia

e LCP - Liga Kota, Filipina

e LMP - Liga Kota, Filipina

e LPP - Liga Provinsi, Filipina

e NLC/ S - Liga Komune Nasional / Sangkat Kerajaan Kamboja, Kamboja

e MLT - Liga Kota Thailand, Thailand



Tinjauan Praktik Terbaik & Pemerintah Daerah

Percontohan (Kota / Pemerintah Kota)

1.1.1. Praktik -Praktik Terbaik

Pada tahap pertama pelaksanaan proyek, sebuah penelitian intensif telah
terjadi untuk menentukan Praktik-Praktik terbaik pemerintahan lokal di setiap
lima Negara peserta. Praktik-Praktik Terbaik memilih empat bidang
pemerintahan lokal:

1. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan;
2. Tata kelola kelembagaan;

3. Lingkungan perkotaan;

4. Manajemen keuangan / strategi promosi investasi.

Dua criteria pemilihan Praktik-Praktik terbaik: (1) Hal ini dapat ditransfer dan
diadopsi di negara-negara dan pemerintah lokal dengan latar belakang politik
dan budaya berbeda, (2) Hal ini dapat menghasilkan dampak nyata untuk
memperbaiki kondisi kehidupan sehari-hari dan penduduk khususnya
masyarakat miskin dan yang kurang beruntung.

Secara khusus, Praktik-Praktik Terbaik harus:

e Inovatif dalam salah satu dari empat aspek atau bidang pemerintahan
lokal;

e Memiliki potensi transferabilitas tinggi, dengan mempertimbangkan
lingkungan administratif dan politik serta faktor sosial-budaya;

e Menjadi karakter yang berkelanjutan;

e Masuk akal dalam kelembagaan maupun aspek-aspek kelayakan
keuangan;

e Biaya yang efisien;

Menghormati Prinsip Good Governance Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dari 27 proposal, proyek yang dipilih adalah 16 contoh Praktik-Praktik Terbaik
untuk replikasi di tempat lain. Pemilihan dilakukan dalam lokakarya regional
dengan mitra dan semua pemangku kepentingan kunci.
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Perumahan Kebutuhan kembali Tradisi
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Vietnam) Indonesia) dan Pengatur

Ekonomi (Phuket
City, Thailand)
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dan
Pengambilan
Keputusan

People-Private-
Public
Partnership
(PPPP) untuk
meningkatkan

Tema 2:

Kelembagaan
Pemerintahan

Pemerintahan
Melalui
Kemitraan
Antara
Pemerintah Kota

Tema 3:

Lingkungan
Perkotaan

Proyek Marikina
Eco Savers
(Kota Marikina,
Philippines)

Tema 4:

Manajemen
LGUELTELNELY
Perencanaan
Investasi

Proyek Tubigon
Mariculture
(Tubigon,
Philippines)

infrastruktur dan Masyarakat

lokal ;

(Toul Sangke (Pemerintan

Sangkat/ Kota Prik,

Commune Thailand)

Cambodia)
Partisipasi Kota Olongapo,
Perencanaan Dewa'.j :
Kota Koordinasi

_ Bencana (Kota

(Guimaras, Olongapo,
Filipina) Philippines)

Lembaga Inovasi
Masyarakat
(Lang Son City,
Vietnam)




Tema 1:

Partisipasi
Masyarakat

dalam
Perencanaan
dan
Pengambilan
Keputusan

Tema 2:

Kelembagaan
Pemerintahan

Memperkuat
kekuatan
administrasi dari
dalam : tentang
keuntungan dan
anggaran,
transparansi dan
partisipasi
masyarakat
(Pemerintahan
Kota
Battambang,
Kamboja)

Tema 3:

Lingkungan
Perkotaan

Tema 4:

ELEEINER
LGUELTELRE]Y
Perencanaan
Investasi

Desentralisasi
dan Penyusunan
Kebijakan
Masyarakat
(Khonkaen City,
Thailand)

E-Government
sebagai
Terobosan untuk
Meningkatkan
Kinerja
Pemerintah dan
Layanan
(Yogyakarta,
Indonesia)

Membangun
Wetland untuk
Pengolahan Air
Limbah Kota
(Kota Udon
Thani,
Thailand)

Relokasi
Humanis dan
Pemberdayaan
Jalan Pedagang
(Solo,
Indonesia)
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Tema 1:

Partisipasi
Masyarakat

dalam
Perencanaan
dan
Pengambilan
Keputusan

Partisipasi
masyarakat
dalam
memperbaiki
daerah
perumahan lama
secara kolektif
(Vinh City,
Vietnam)

Tema 2:

Kelembagaan
R L ED]

Kerjasama
antara
pemerintah
daerah untuk
mengatasi
kebutuhan
bersama
(Kartamantul,
Indonesia)

Tema 3:

Lingkungan
Perkotaan

Kota Rendah
Karbon
(Muangklang
Kota, Thailand)

Tema 4:

Manajemen
[CUELIELRED)
Perencanaan
Investasi

Melestarikan
Arsitektur Kota
Tua dan
Menghidupkan
kembali Tradisi
sebagai objek
Wisata dan
Penggerak
Ekonomi (Phuket
City, Thailand)

People-Private-

Pemerintahan

Proyek Marikina

Proyek Budidaya

Public Melalui Program Eco Savers Laut Tubigon
Partnership Kemitraan (Marikina City, (Tubigon,
(PPPP) untuk Antara Kota dan Filipina) Filipina)
memperbaiki Masyarakat
infrastruktur (Prik Kota,
lokal Thailand)
(Toul Sangke
Sangkat/
Commune,
Cambodia)
Partisipatif Dewan
Perencanaan Koordinasi
Kota Bencana Kota
(Guimaras, Olongapo
Filipina) (Olongapo City,

Filipina)
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Tema 1:

Partisipasi
Masyarakat

dalam
Perencanaan
dan
Pengambilan
Keputusan

Tema 2:

Kelembagaan
Pemerintahan

Partisipasi Publik
dalam
Perencanaan
Kota

(Guimaras,
Filipina) Inovasi
Kelembagaan
(Lang Son City,
Vietnam)

Tema 3: Tema 4:

Lingkungan Manajemen
Perkotaan LGIELTELRE]Y
Perencanaan
Investasi

PenguatanAdmini
strasi Lokal
Mandiri-:
Pendapatan dan
Anggaran,
Transparansi dan
Partisipasi
Rakyat (Kota
Battambang,
Kamboja)
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1.1.2. Kota Percontohan

Kota percontohan - transfer dan badan pelaksana penerapan Praktik-
Praktik Terbaik

Proyek ini bekerja sama dengan 16 kota percontohan dari lima negara. Dalam
terminologi proyek kota percontohan pemerintah daerah atau kota yang ingin
meniru satu atau lebih praktik-praktik terbaik negara lain.

Kota-kota percontohan telah diusulkan oleh asosiasi pemerintah daerah dan
ditandai dengan kriteria sebagai berikut:

e Sejarah terkini dengan kinerja yang baik dan rekam jejak yang baik dalam
melaksanakan  fungsi pemerintah  daerah (prinsip-prinsip  good
governance).

e Sebuah potensi padat sumber daya manusia dan kualifikasi yang memadai
dan ketersediaan staf.

e kualitas kepemimpinan yang kuat dari walikota dan pejabat senior
pemerintah daerah, dan kesediaan mereka untuk meningkatkan
mekanisme yang ada dan prosedur partisipasi masyarakat.

e pengalaman yang cukup dan kompetensi di bidang tematik.

e Sebuah komitmen yang jelas oleh para pejabat lokal untuk menjadi kota
percontohan - termasuk komitmen untuk berkontribusi dalam hal
keuangan (misalnya diberikan dalam bentuk upaya kerja, waktu dan
lainnya, atau finansial), jika perlu.

Setelah kota percontohan dipilih, model praktik-praktik terbaik dari negara
yang "sukses" dinilai untuk melakukan "transfer konsep," yang mencerminkan
kebutuhan khusus dan keadaan masing-masing kota percontohan. Semua 16
kota percontohan akan menerima program pengembangan kapasitas untuk
memfasilitasi  pelaksanaan  praktik-praktik terbaik. Selama periode
pelaksanaan, fasilitator memantau status pelaksanaan dan selanjutnya
berkonsultasi dengan kota percontohan dalam proses replikasi. Dilaksanakan
kunjungan pertukaran tambahan dari tempat-tempat yang "sukses" dan
tempat percontohan ini. Proses transfer konsep pembangunan, pelatihan
pemangku kepentingan lokal serta pemantauan dan pelaporan dijelaskan di
bab 4 tulisan ini.

Pada akhir proyek, penghargaan atas upaya yang luar biasa dan hasil dalam
mempromosikan tata pemerintahan lokal yang demokratis diberikan untuk
setidaknya tiga kota percontohan yang berpartisipasi. Sebuah dokumentasi
proses transfer akan diterbitkan dalam bahasa Inggris dan lokal.



Kota-Kota Percontohan DELGOSEA

Indonesia Thailand Vietham Cambodia Philippines
e Pangkal Pinang| ¢ Chiang Rai e Tra Vinh e Choam Chao | ¢ Misamis Oriental
e Tarakan City City Sangkat (ManLuNa and
o Kupang e Songkla e Vinh City e Kampot BinKiSu)

o Wakatobi e Yala e Da Nang e Bacolod
o Pakkret e One Pangasinan
Alliance LGUs

Penjelasan lokasi percontohan, kondisi sosio-ekonomi mereka dan
kepemimpinan politik serta detail kontak dapat ditemukan di situs
DELOGOSEA: www.delgosea.eu.
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BAB 2

TATA KELOLA DEMOKRASI

LOKAL

Oleh Dr. Peter Képpinger




BAB II.TATA KELOLA DEMOKRASI LOKAL

DAFTAR ISI

2.1 Tata Kelola Demokrasi Lokal - pemahaman dasar ........cccueee XX
2.2 Empat bidang tematik yang dipilih untuk pertukaran kisah .. XX
sukses dan contoh praktik-praktik terbaik dalam proyek ini
2.3 struktur pemerintah lokal dan status desentralisasi di ........ XX

lima negara Asia Tenggara
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Tata Kelola Demokrasi Lokal - Pemahaman

Dasar

Bab ini menjelaskan pemahaman dasar pemerintahan lokal yang demokratis
seperti dalam masalah inti DELGOSEA. Ada berbagai teori dan konsep yang
berhubungan dengan masalah ini dan tidak akan disajikan dalam bab ini.
Memang, bab ini bermaksud untuk memperkenalkan pembaca khususnya
fasilitator yang dilatih selama program pengembangan kapasitas DELGOSEA
tentang beberapa elemen dasar pemerintahan lokal yang demokratis.

Tujuan: untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Praktik-
Praktik terbaik di lima negara Asia Tenggara.

Ini adalah proyek tentang "Tata pemerintahan Daerah Demokratis". Gagasan
tentang "good governance" yang relatif baru. Ada banyak definisi berbeda,
namun pemahaman utamanya adalah pelaksanaan pemerintahan dengan cara
yang efisien dan efektif untuk mengatur kepentingan warga. Beberapa
karakteristik untuk membentuk pemerintahan yang "baik" adalah:

e Legitimasi: penerimaan publik terhadap otoritas mereka yang berkuasa,
adanya seperangkat aturan, proses, dan prosedur.

o Akuntabilitas: terkait dengan legitimasi bahwa pemegang kekuasaan
dianggap sah jika mereka bertanggung jawab kepada publik. Akuntabilitas
dijamin oleh proses yang memilih pemegang kekuasaan dan oleh prosedur
proses pengambilan keputusan publik dan hasilnya diawasi serta ada
umpan balik dari masyarakat.

e Manajemen efektivitas: khususnya dimensi teknis, efektivitas menyangkut
kemampuan birokrasi publik untuk terampil dan efisien mengubah sumber
daya publik ke layanan dan infrastruktur yang sesuai dengan prioritas
publik yang ditentukan. Berorientasi terhadap kinerja dan prosedur
transparan merupakan hal kunci manajemen publik yang efektif.

o Ketersediaan informasi: arus informasi adalah hubungan antara masyarakat
sipil dan pemerintah. Ini memungkinkan masyarakat untuk menilai
efektivitas mereka yang berkuasa dan birokrasi mereka. Kemampuan
masyarakat untuk berpartisipasi dan menjaga mereka yang berkuasa
supaya dapat bertanggung jawab adalah sangat tergantung kepada
ketersediaan informasi tentang undang-undang, prosedur, dan hasil.
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Gagasan ini telah diperkenalkan ke dalam diskusi akademik dan politik
tentang pembangunan negara-negara

e Sebagian merupakan pelengkap konsep pemerintahan demokratis,

e Sebagian - yang digunakan oleh badan-badan dan lembaga dengan
pendekatan non-politik, teknokratik untuk menghindari resistensi rezim
otoriter - sebagai pengganti tujuan pengembangan struktur dan prosedur
demokrasi.

Pemerintahan yang demokratis termasuk tingkat kerumitan permasalahan
yang berkaitan dengan semua aspek tindakan publik terhadap teritorial,
ekonomi, sosial, lingkungan, isu-isu politik dan budaya. Ini juga termasuk isu-
isu keamanan. Ini berlaku dalam interaksi yang berkembang di daerah-
daerah, keragaman pemangku kepentingan dan tingkat pemerintahan.
Pemerintahan yang demokratis mengacu pada demokrasi yang ideal, yang
bertujuan mendukung proses demokrasi. Beberapa elemen kunci di sini
seperti pemilu, hak asasi manusia, media, legislatif, eksekutif, mekanisme
pengawasan sipil, manajemen sektor publik termasuk keuangan publik dan
konstitusi.

Dalam rangka proyek ini para mitra dan pemangku kepentingan yakin bahwa
pemerintahan yang baik sebagai sebuah realitas berkelanjutan tidak dapat
dicapai tanpa partisipasi demokrasi dan kontrol. Seperti dinyatakan
sebelumnya, dalam konsep "good governance" yang biasanya digunakan
dalam diskusi tentang situasi dan perkembangan negara. Dalam proyek ini
pemangku kepentingan utama adalah unit pemerintah daerah, perkumpulan
nasional mereka dan organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan tata
pemerintahan daerah. Oleh karena itu pertanyaannya adalah: apa artinya
demokrasi tata pemerintahan yang baik pada tingkat lokal, atau - pendek kata
- pemerintahan lokal yang demokratis?

Kita mengambil penjelasan yang sangat umum bahwa tata kelola
pemerintahan di setiap provinsi, kota atau kotamadya dilaksanakan dengan
efisien dan efektif untuk kepentingan warga yang tinggal di daerah masing-
masing atau setempat. Tapi - berbeda dengan diskusi tentang tata
pemerintahan yang baik di suatu negara dan di tingkat pemerintah nasional -
kita tidak dapat menganggap bahwa dalam Unit Pemerintah Daerah (lgu) yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan adalah bebas seperti
rekan-rekan mereka pada tingkat nasional untuk mengatur secara efisien dan
efektif kepentingan warga di wilayah mereka. Kapasitas mereka untuk
melakukannya tergantung pada jumlah kekuatan dan kompetensi yang
menjadi haknya untuk menjalankan secara independen perintah dan kontrol
dari tingkat negara yang lebih tinggi dan pada bagian mereka dari sumber
daya manusia dan keuangan untuk pengelolaan tugas dan pelayanan publik
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yang dipercayakan kepada mereka dalam kerangka konstitusional dan hukum
masing-masing negara.

Pertanyaannya, seberapa jauh ditetapkannya konstitusional dan hukum di
suatu negara mengikuti prinsip subsidiaritas dan menyediakan sebanyak
mungkin pengambilan keputusan kekuasaan dan tugas-tugas publik untuk
tingkat serendah mungkin, tingkat yang lebih dekat dengan warga, adalah
faktor yang menentukan pelaksanaan pemerintahan yang baik di tingkat lokal.
Perbedaan besar dari lima negara yang terlibat proyek ini adalah pertanyaan
tentang status desentralisasi struktur negara dan ruang pemerintahan lokal
itu sendiri. Oleh karena itu pembatasan yang serius untuk rentang
kemungkinan replikasi pengalaman demokrasi pemerintahan lokal dari suatu
tempat di suatu negara ke daerah di negara lain.



Keempat Bidang Tematik yang Dipilih untuk

1. Kisah Keberhasilan Pertukaran dan Contoh

Praktik - Praktik Terbaik Proyek Ini

Dalam proyek ini pertukaran Praktik-Praktik Terbaik tentang tata

pemerintahan daerah yang demokratis diwujudkan dengan empat bidang

tematis:

e partisipasi demokrasi

o tata kelola kelembagaan

e lingkungan pelayanan publik yang relevan dan

e manajemen fiskal dan promosi investasi sebagai elemen kunci kerangka
pembangunan ekonomi lokal.

Alasan pemilihan keempat daerah tematik adalah:

(1) Partisipasi Demokratis adalah masalah lintas sektor. Apapun bidang
kegiatan, jasa atau pekerjaan dari administrasi lokal yang bersangkutan,
keberadaan dan kualitas partisipasi demokratis di wilayah masing-masing
dapat menjadi salah satu faktor penentu "karakter pemerintahan yang
baik", layanan kegiatan atau tugas - terutama dengan memperhatikan
orientasi mereka tentang manfaatnya bagi semua warga negara,
termasuk kelompok yang kurang beruntung. Selanjutnya transfer
transnasional contoh Praktik-Praktik Terbaik dalam model dan bentuk
partisipasi demokrasi dapat dianggap sebagai potensi yang sangat
inovatif sebagai model dan bentuk seperti yang sering tumbuh dalam
kerangka budaya dan politik tertentu dan mungkin berbeda antat
negara serta lebih daripada hal teknis atau administratif elemen tata
pemerintahan daerah.

(2) Tata kelola Kelembagaan adalah isu lain lintas sektor. Ini mencakup
unsur-unsur yang berbeda seperti transparansi, akuntabilitas
kehandalan, dan efektivitas tindakan administratif lokal dan kinerja yang
jelas dan koheren dari struktur dan prosedur administrasi lokal. Secara
sederhana: misalnya, struktur administratif dan prosedur Unit
Pemerintah Daerah yang sangat rumit, dan luas, kompetensi akan tidak
jelas atau tumpang tindih, peraturan yang terlalu umum atau terlalu
spesifik, mungkin tidak banyak "good governance" dalam bidang
tertentu seperti pelayanan publik, proses administrasi, pengentasan
kemiskinan atau promosi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu
tampaknya diperlukan untuk menyertakan kisah sukses tata-kelola
kelembagaan proyek pertukaran praktik-praktik terbaik daerah ini .
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(3)

(4)

Lingkungan layanan publik yang tepat adalah sangat penting bagi
kesejahteraan warga saat pencemaran lingkungan alam telah mencapai
tingkat yang mengkhawatirkan dan membahayakan tidak hanya buah
dari kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi tetapi juga
kesehatan semua orang - terutama komponen penduduk miskin, yang
tidak dapat melindungi diri secara efektif - dan bahkan hal-hal dasar bagi
kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu telah dianggap sebagai
hal khusus bagi para desainer proyek ini untuk memasukkan bidang ini
ke dalam proyek dan berkontribusi untuk pengembangan dan perluasan
kesadaran, standar dan solusi keberhasilan di tingkat lokal bidang ini
yang semakin berkembang dan menjadi tanggung jawab bagi Satuan-
Satuan Pemerintah Daerah.

Manajemen Fiskal dan promosi investasi di Unit Pemerintah Daerah
merupakan elemen kunci kerangka kerja yang mendukung untuk
pembangunan sosial-ekonomi di tingkat lokal. Pengalaman tersebut
menunjukkan bahwa begitu banyak upaya untuk meningkatkan standar
hidup orang miskin - misalnya melalui peningkatan layanan yang terkait
dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perumahan kesehatan, -
pada akhirnya akan memiliki dampak terbatas atau bahkan tidak akan
berhasil sama sekali karena pengelolaan keuangan yang buruk dan
promosi investasi yang tidak profesional atau tidak-efektif. Melalui
penyertaan pertukaran Praktik-Praktik Terbaik di bidang ini dimaksudkan
untuk memperkuat pengaruh proyek berkenaan tujuan keseluruhan dari
pengentasan kemiskinan.



X Pemerintah Lokal dan Status Struktur

Desentralisasi di Lima Negara Asia Tenggara

Banyak negara berkembang termasuk Asia dalam dekade terakhir ini berusaha
untuk menggeser paradigma pembangunan dari paradigma sentralistik ke
yang lebih desentralis. Kecenderungan ini meluas terkait dengan konsep
pembangunan yang berkembang. Namun banyak penulis berpendapat,
desentralisasi adalah lebih dari sebuah keputusan politik yang diharapkan
dapat membawa perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Situasi ini
menantang negara-negara berkembang untuk menyediakan berbagai inisiatif
untuk keberhasilan desentralisasi. Dalam perdebatan internasional, sebagian
besar penulis mengajukan ide bahwa desentralisasi terlalu ketat untuk
negara-negara berkembang. Memang desentralisasi tidak hanya atribut, tetapi
juga sebuah proses. Untuk menilai desentralisasi di negara-negara
berkembang, perlu untuk mengamati persiapan yang dilakukan seperti
pelembagaan kebijakan dan pedoman dan penguatan masyarakat sipil dan
administrasi pemerintah daerah.

Desain dan implementasi desentralisasi bervariasi dari negara ke negara. Hal
ini dipengaruhi oleh latar belakang politik, ekonomi dan sosial-budaya yang
dipicu oleh pembagian kekuasaan dan jenis desentralisasi. Berikut adalah
deskripsi singkat desentralisasi dan struktur pemerintah daerah di lima
negara Timur Asia Selatan.

Kamboja

Kamboja, sebuah negara yang luasnya 181.035 kilometer persegi dengan
penduduk sekitar 14 juta orang pada tahun 2010, menjadi sebuah negara
yang terpusat setelah pembentukan kembali sistem multi-partai demokratis
dari Monarki Konstitusi tahun 1993. Pemerintahan provinsi dan kabupaten di
bawah pemerintah pusat melakukan perbaikan departemen dan unit di bawah
kementerian nasional dengan koordinasi Gubernur di atasnya, yang ditunjuk
pemerintah pusat, tetapi terdaftar di gaji staf Departemen Dalam Negeri.
Dalam kerangka desentralisasi dan de-konsentrasi strategi pada Februari
2002, sebagai Praktik pertama, Komune Dewan Pemilihan mengambil
perannya, yang mengarah ke pembentukan dewan 1621 yang dipilih secara
langsung melalui sistem perwakilan partai untuk 5 tahun dalam komune dan
Sangkat (kuartal kota) dalam negara. Sebagai tingkat terendah dari
pemerintah, komunitas / Administrasi Sangkat daya kompetensinya rendah
dan juga sumber daya keuangan serta tenaga kerja yang sangat terbatas
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(hanya satu komunitas / petugas Sangkat) yang bekerja untuk komunitas /
Sangkat, tetapi dibayar sebagai pegawai negeri sipil Departemen Dalam
Negeri. Seiring dengan pekerjaan yang banyak, saat ini Komune / dewan
Sangkat berwenang untuk mempekerjakan beberapa staf kontrak dan
membayar mereka dengan anggaran administrasi mereka.

Pada Praktik kedua, berupa pengalaman proyek-proyek percontohan di 2
kota-kota provinsi terbesar negara, Battambang dan Siem Reap - yang
diselenggarakan oleh Konrad Adenauer-Stiftung-bekerjasama dengan
Departemen Dalam Negeri Kamboja dan 2 Pemerintah Daerah Eropa , pada
tahun 2008 hukum organik yang diberikan pemerintahan secara terbatas
memiliki struktur dan kompetensi sebagai ibukota, dengan 23 provinsi, 26
kabupaten/kota (nama baru: kotamadya), 159 pedesaan dan 8 kecamatan di
ibukota Phnom Penh. Dewan dibentuk dan dipilih oleh komunitas / Sangkat.
Anggota dewan dipilih secara langsung di daerah masing-masing melalui
sistem perwakilan partai. Kantor layanan satu jendela, Ombudsman lokal dan
prosedur perencanaan partisipatif merupakan elemen kunci dalam struktur
lokal yang dibentuk dalam pemerintahan demokratis di beberapa kota
percontohan.

Namun, gubernur yang bersangkutan untuk Sub Administrasi Nasional (SNA),
berperan sebagai kepala pemerintahan yang terpadu dan diperkuat, ditunjuk
oleh pemerintah pusat, dan masih dalam tahap awal pengalihan kekuasaan
untuk fungsi, sumber daya manusia dan anggaran,termasuk kekuatan
menaikkan pajak daerah dan biaya sendiri.

Indonesia

Indonesia telah ditetapkan sebagai negara kesatuan yang merdeka pada
tahun 1945. Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki
sekitar 222 juta penduduk , tinggal di wilayah 1.919.440 kilometer persegi di
33 provinsi. Penduduk Indonesia tidak merata dengan konsentrasi tertinggi di
Pulau Jawa.

Sebagai suatu proses, desentralisasi di Indonesia dimulai tahun 1974, tapi
lebih terkosentrasi tentang kewenangan terbatas yang didelegasikan ke
tingkat yang lebih rendah. Ketidakseimbangan ekonomi, kegagalan untuk
mengadopsi pendekatan bawah ke atas, korupsi di birokrasi dan krisis
moneter tahun 1997 memicu pergeseran dari pemerintahan sentralistik
menjadi desentralisasi. "Desentralisasi yang benar" telah dimulai sejak tahun
1999 dengan diberlakukannya UU 32/1999 (UU otonomi daerah) dan
dilaksanakan pada tahun 2001. Undang-undang desentralisasi memberikan
kewenangan penuh kepada pemerintah kabupaten / kota untuk menjadi
daerah otonom. Pada tahun 2004 undang-undang ini direvisi (UU 32,2004)



yang meliputi pemilihan demokratis kepala kabupaten dan gubernur di
provinsi tersebut.

Ada 3 tingkat unit administrasi pemerintahan di Indonesia: pemerintah
nasional, Pemerintah Provinsi, kabupaten dan pemerintah kota. Pemerintah
provinsi didefinisikan sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, yang
berperan mengkoordinasikan pengembangan di bawah yurisdiksinya. Desa-
desa (desa) berada di bawah yurisdiksi kabupaten dan desa perkotaan
(kelurahan) di bawah pemerintah kota.

Kepala kabupaten, kota dan provinsi-provinsi dipilih langsung pada tahun
2004, seperti presiden dan wakil presiden negara setelah berakhirnya rezim
otoriter. Cadangan pemerintah nasional untuk bidang pertahanan, urusan luar
negeri, urusan agama, keadilan, moneter, fiskal dan makro-ekonomi untuk
dirinya sendiri dan seluruh fungsi pemerintah diberikan kepada pemerintah
regional dan lokal.

Meskipun sebagian besar fungsi pelayanan umum setempat telah
didelegasikan kepada pemerintah daerah dan juga kewenangan mengenai
pengeluaran, pemerintah daerah tidak menghasilkan pendapatan daerah
yang signifikan. Sebagian besar dari pengeluaran publik mereka berasal dari
anggaran nasional. Masih ada pengawasan yang ketat tentang pekerjaan
pemerintah kabupaten dan kota oleh pemerintah nasional - yaitu Departemen
Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk
menghindari disparitas regional di negara, UU 33/2004 tentang desentralisasi
fiskal memutuskan transfer dana anggaran nasional untuk daerah
menggunakan formula tertentu yang bertujuan untuk memberikan
kompensasi atas kesenjangan fiskal antar daerah yang berbeda.

Setelah 9 tahun pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah belum
sepenuhnya pada tempatnya. Banyak peraturan daerah gagal untuk menarik
investasi. Kebutuhan orang belum sepenuhnya tercermin dalam rencana
pembangunan. Supaya desentralisasi di Indonesia dapat berhasil, diperlukan
lebih banyak upaya yang harus dilakukan: kebijakan dilembagakan dan
dibentuk pedoman untuk pelaku yang berbeda dan tingkat administrasi dan
penguatan organisasi masyarakat sipil dan program pembangunan kapasitas
bagi semua pemangku kepentingan di semua tingkatan pemerintah.

Filipina
Filipina, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 7.000 pulau, memiliki
sekitar 96 juta penduduk tinggal di wilayah 298.170 kilometer persegi. Upaya

di desentralisasi politik dan otonomi daerah di negara ini dimulai sejak 1898 di
bawah Republik Filipina Pertama dan UUD Malolos. Namun, upaya itu
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ditujukan untuk dimensi struktural dan politik dari pemerintah lokal tentang
bentuk substantif pemerintahan dibandingkan pengalihan kekuasaan dan
otoritas. Selama periode darurat militer di bawah kediktatoran Presiden
Marcos, telah ada langkah-langkah desentralisasi yang meliputi: penciptaan
pemerintah daerah, kantor wilayah departemen pemerintah nasional, dewan
pembangunan daerah, serta penerapan pendekatan pembangunan kawasan
terpadu. Namun, tidak ada kemajuan dalam devolusi selama darurat militer
meski ada peningkatan partisipasi warga.

Dalam Konstitusi 1987, setelah Revolusi Kekuatan Rakyat melawan rezim
Marcos dan restorasi demokrasi, mulai disertakan pembangunan struktur
pemerintahan daerah dan struktur negara yang lebih terdesentralisasi. Pada
tahun 1991, banyak Undang-Undang Pemerintah Daerah (LGC) vyang
disetujui, yang memberikan provinsi kewenangan yang lebih luas untuk
pertanian, kesehatan, layanan kesejahteraan dan lingkungan. Para LGC
membahas masalah lama dalam dekade sistem terpusat untuk politik,
administratif di mana keputusan politik dan administrasi yang utama
terkonsentrasi di Manila. Berlakunya Undang-Undang ini akhirnya
memindahkan tanggung jawab penyediaan layanan dasar ke unit pemerintah
daerah, termasuk personil yang tepat, aset, peralatan, program, dan proyek.
Gubernur, walikota dan dewan dipilih setiap tiga tahun. Namun, di banyak
tempat, pemilihan didominasi oleh klan yang kuat dan keluarganya.

Hampir 20 tahun setelah diberlakukannya LGC, hanya sebagian kecil dari
provinsi lebih atau kurang 80 provinsi, 150 kota dan 1.500 kotamadya yang
telah menerapkan hukum ini secara luas. Ini termasuk kesempatan untuk
menaikkan pajak dan pendapatan mereka sendiri. Sejauh ini, persentase
terbesar dalam anggaran LGU masih berasal dari transfer dana umum atau
khusus dalam pemerintah nasional. Di sisi lain, pembagian dana dalam
anggaran nasional pada kenyataannya jauh lebih rendah dari beberapa angka
yang menunjukkan persentase sebenarnya, bagian terbesar dari pendapatan
nasional tidak termasuk dalam jumlah yang dibagikan, dan sering bagian
besar dari uang itu menghilang di jalan birokrasi nasional kepada pihak
berwenang setempat. Dalam hal ini, desentralisasi keuangan secara terus-
menerus berupaya untuk menciptakan lebih banyak tanggapan struktur
administrasi lokal. Alokasi Pendapatan Dalam Negeri (IRA) telah secara
signifikan meningkatkan sumber daya keuangan berbagai unit pemerintah
lokal dan mengurangi independensi keuangan pemerintah nasional.

Tingkat administratif terendah - lebih dari 40.000 "barangay" di bawah kota-
kota dan kotamadya - diperintah oleh para kapten dan dewan barangay
mereka, yang dipilih secara pribadi yang murni karena partai politik tidak
diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam
perencanaan pembangunan melalui sejumlah pertemuan dewan atau lembaga



pembangunan dan melalui partisipasi kelompok sipil di tingkat daerah
barangay sampai ke provinsi bertujuan untuk membentuk elemen demokrasi
lokal yang kuat dalam sistem. Meskipun demikian , (1) kurangnya dana untuk
pengembangan kendali LGU, (2) tidak adanya koneksi antara perencanaan
dan keputusan dewan pembangunan lokal dan rencana pembangunan nasional
terhadap anggaran mereka dan (3) adanya dana khusus untuk proyek-proyek
yang diajukan oleh anggota Kongres untuk konstitusi mereka (pork barrel)
telah menyebabkan melemahnya posisi LGU, misalnya dalam bidang
pembangunan infrastruktur untuk promosi pembangunan ekonomi.

Thailand

Sekitar 67 juta penduduk tinggal di kerajaan Thailand yang luasnya 514,000
kilometer persegi. Sampai pada tahun 1990, negara yang berbentuk Monarki
Konstitusional ini secara kuat tersentralisasi di 76 provinsi, dan sekitar 800
wilayah administrasi (tambon), 8000 wilayah administrasi kotamadya dan
daerah di bawahnya dan lebih dari 70.000 desa (mubaan) berada di bawah
kendali pusat yang ketat .

Proses desentralisasi di tahun 1990-an berbarengan dengan proses
demokratisasi dalam politik Thailand, yang dimulai dengan "Insiden Maei
Berdarah"pada tahun 1992 yang mengakibatkan penggulingan rezim militer
dan kembali ke politik partai. Desentralisasi merupakan isu utama dalam
pemilihan umum yang diadakan pada bulan September 1992. Akhirnya, UUD
1997 mendefinisikan desentralisasi sebagai kebijakan dasar nasional dan
direvisi pada tahun 1999. Reformasi ini bertujuan untuk mendorong otonomi
daerah dan partisipasi masyarakat.

Struktur administrasi negara Thailand terdiri atas tiga sistem: pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan otonomi lokal (di bawah UU Administrasi
Negara 1991). Sistem pemerintahan pusat terdiri dari kementerian dan
departemen. Sistem pemerintahan lokal terdiri dari provinsi dan kabupaten
dan sebuah agregasi kantor cabang kementerian pusat dan departemen.
Sistem otonomi daerah berbeda dari sistemm administrasi pusat dan
pemerintah daerah. Hal ini terdiri dari sekitar 8.000 otoritas lokal nasional,
yang diklasifikasikan ke dalam empat jenis: (1) Organisasi Administratif
Provinsi (PAO), (2) kotamadya atau tessaban (kota, kabupaten, dan
kecamatan kota), (3) Organisasi Administratif Tambon (Taos), dan (4) kota
khusus (Administrasi Metropolitan Bangkok dan Kota Pattaya). Ini yang oleh
pemerintah setempat ditempatkan di bawah kontrol dan pengawasan
gubernur provinsi dan petugas kabupaten, bersama dengan Menteri Dalam
Negeri, memiliki wewenang untuk menyetujui rencana anggaran tahunan dan
peraturan daerah, membubarkan dewan lokal, dan memberhentikan anggota
dewan lokal.
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Pemerintah Thailand memulai pengembangan Rencana Undang-undang
Desentralisasi dan Prosesnya pada tahun 1999. Desentralisasi harus
melibatkan transfer antar pemerintah bukan hanya pelayanan administrasi
tetapi juga sumber daya keuangan dan manusia yang terkait. Undang-Undang
Desentralisasi tahun 1999 mendefinisikan periode proses desentralisasi
adalah empat tahun sebagai masalah prinsip, tetapi memungkinkan jangka
waktu maksimum 10 tahun. Sebanyak 50 departemen pusat dan 245 layanan
akan dikenakan Rencana Desentralisasi, dan 180 fungsi telah dialihkan atau
sedang dalam proses ditransfer pada awal tahun 2007. Proporsi pendapatan
otoritas lokal untuk pendapatan total pemerintah adalah 24,1% pada tahun
2006, jauh dari 35%, yang merupakan target yang ditetapkan untuk dicapai
pada akhir tahun itu.

Desentralisasi di Thailand telah menempatkan tekanan yang tidak seimbang
dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Ini untuk menghindari
reorganisasi sistem administrasi lokal yang ada secara keseluruhan,
meninggalkan sistem utuh. Tiga tujuan desentralisasi Thailand: (i)
menetapkan dua tingkat struktur pemerintah lokal dan otoritas lokal
setempat; (ii) menerapkan "pemantauan bawah ke atas" dengan partisipasi
masyarakat, dan (iii) memperkenalkan pemilihan langsung kepala daerah,
termasuk proses pengambilan keputusan yang lebih jelas.

Vietnam

Republik Sosialis Vietnam terletak di tepi timur Semenanjung Indocina di Asia
Tenggara dalam zona hujan tropis. Negara memiliki panjang lebih dari 1.650
kilometer dan luasnya 330.000 kilometer persegi, dengan garis pantai 3.260
kilometer dan batas wilayah pedalaman 3.730 kilometer dengan penduduk
sekitar 86 juta orang.

Pada tahun 1986 dalam Kongres Partai ke 6, Partai Komunis Vietnam
meluncurkan program reformasi ekonomi ambisius yang dikenal sebagai doi
moi ('renovasi', membuka pintu untuk investasi asing dan pariwisata dan
pengaturan Vietnam yang kuat melalui reformasi pasar bebas, pada tahun
1995 hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dinormalkan dan Viet Nam
menjadi anggota penuh ASEAN. Vietnam diterima menjadi anggota Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2006.

Menurut UUD 1992, Pemerintah adalah 'organ administratif tertinggi dari
seluruh negeri dan organ eksekutif Majelis Nasional. Pada saat itu Pemerintah
dipimpin oleh seorang Perdana Menteri - Nguyen Tan Dung - dan lima Wakil
Perdana Menteri, yang diangkat oleh Majelis Nasional. Pemerintah
mengunakan kekuasaan eksekutif melalui jaringan 22 Kementerian dan 22
Kementerian lembaga yang berafiliasi.



Vietnam dibagi menjadi lima administratif kota besar: Ha Noi, Ho Chi Minh
(sebelumnya Sai Gon), Hai Phong, Da Nang dan Can Tho - dan 58 provinsi.
Lima kota besar dan 58 provinsi bertanggung jawab langsung kepada
pemerintah pusat, meskipun dalam Praktiknya masing-masing menikmati
tingkat otonomi tertentu. Provinsi terdiri dari wilayah pedesaan dan komune,
bersama-sama dengan kota-kota provinsi dan kota, sedangkan lima kota
besar dan sejumlah kota-kota provinsi terdiri dari kabupaten kota dengan
bangsal konstituen. Semua komune pedesaan dan perkotaan bangsal
menggabungkan konstituen desa dan dusun.

Transparansi dan rencana pembangunan partisipatif serta perencanaan
anggaran merupakan faktor penting untuk penyediaan layanan publik yang
efektif di Vietham. Pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam
perencanaan pembangunan ekonomi diakui oleh Pemerintah Vietnam. Hal ini
termasuk dalam Strategi SEDP-5 tahun untuk Pengembangan Sosial Ekonomi
(2001-2010), serta dalam Pengurangan Kemiskinan Komprehensif dan
Strategi Pertumbuhan pada tahun 2002. Ini adalah subyek dari sejumlah
kebijakan pemerintah, terutama Keputusan 29 (11 Mei 1998) dan kemudian
Keputusan 79 ( 7 Juli 2003) tentang pelaksanaan demokrasi akar rumput di
komune. Secara khusus, Keputusan 79, yang menggantikan Keputusan 29,
memberikan panduan yang lebih rinci tentang hak-hak rakyat untuk
berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.
Bersamaan dengan Keputusan No 79, tahun 2003, pemerintah
mengundangkan Keputusan No 88 / ND-CP pada organisasi dan manajemen
asosiasi, yang meletakkan dasar bagi perkembangan masyarakat sipil di
Vietham. Untuk lebih mempromosikan demokrasi, sejumlah diskusi tentang
peningkatan partisipasi masyarakat di tingkat komunitas telah terjadi. Pada
bulan Januari 2007, Majelis Nasional berdiri dan membahas kesepakatan
peraturan partisipasi masyarakat. Keputusan draft partisipasi masyarakat
dilaksanakan di komune, lingkungan dan kota yang diajukan publisitas
tentang perencanaan lahan, perumahan dan pemukiman kembali;
mendefinisikan tanggung jawab dan fungsi staf individu di tingkat komunitas
dan peran masyarakat dalam pelaksanaan proyek dan pemantauan kegiatan
pembangunan, kepercayaan dan mekanisme umpan balik. Keputusan tentang
ordonansi partisipasi masyarakat untuk Demokrasi Akar Rumput disetujui dan
diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2007.
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Partisipasi Masyarakat

2.1.1. Partisipasi Masyarakat : Konsep Utama
1.1.1.1. Latar Belakang Sejarah

Konsep partisipasi masyarakat bukanlah paradigma baru. Ide yang ada sejak
zaman Yunani kuno. Konsep pemerintahan rakyat atau Demokratos
ditempatkan di jantung sistem Athena setelah Cleisthenes, seorang
negarawan Athena, memimpin pemberontakan yang menggulingkan kaum
oligarki dan mendirikan sistem Demokrasi di Athena. Namun, kegagalan dari
sistem politik Athena selama Perang Peloponnesia mengakibatkan
marginalisasi ribuan tahun konsep pemerintahan yang demokratis.

Konsep ini, diperkuat tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles yang keduanya
menentang kebijaksanaan memberikan orang kekuatan untuk memerintah.
Kebijaksanaan ini akhirnya berubah menjadi pemahaman bersama tentang
masalah-masalah pemerintahan yang demokratis.

Kritik pada konsep ini telah diutarakan kembali bahkan oleh beberapa pemikir
abad dua puluh satu. Fareed Zakaria, misalnya, berpendapat bahwa masalah
tata pemerintahan demokratis modern berasal dari adanya kontradiksi - daya
tarik antara menempatkan bisnis pemerintah untuk ahli (demokrasi
didelegasikan) dan konsultasi pemilih dalam keputusan pemerintah
(demokrasi langsung). Zakaria lebih lanjut berpendapat bahwa ada masalah
dengan "demokrasi langsung berlebihan".

Untuk memberikan perhatian pada titik ini, ia menyebutkan masalah yang
dihadapi oleh Negara bagian California, AS ketika itu tidak dapat melewati
setiap penilaian pajak baru tanpa persetujuan dari pemilih. Ini menciptakan
situasi di mana keuangan negara dan kebijakan dalam kekuasaan dari pemilih
yang kemudian dipengaruhi oleh kelompok lobi berduit yang memanipulasi
opini publik untuk dan terhadap proposisi apapun. Pada ujung spektrum,
Zakaria mencontohkan kasus pengangkatan komisaris dari Komisi Eropa (EC),
departemen eksekutif dari 27 Negara Anggota Uni Eropa. Meskipun keputusan
mereka mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat Eropa, komisaris EC
tidak dipilih tetapi ditunjuk oleh negara-negara anggota Eurozone.

Kedua kasus di mana masyarakat memiliki peranan yang berbeda dalam
pengambilan keputusan, maka pemerintah adalah ujung yang berlawanan dari



spektrum politik yang demokratis. Pada salah satu ujungnya orang bebas
dapat mengusulkan, disengaja, menyetujui atau menolak kebijakan
pemerintah tertentu; di ujung yang lain, sekelompok ahli teknis menikmati
kekebalan dari pengaruh politik partisan yang telah diberikan kekuasaan
pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pada catatan positif, ada partisipasi yang ada di kedua situasi, meskipun
perbedaan dalam cara dan luasnya. Pertimbangan yang lebih penting adalah
adanya beberapa bentuk legitimasi demokratis dalam sistem di mana
keputusan dibuat. Jika tidak, dalam ketiadaan Ilegitimasi demokratis,
keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini menjadi terhambat.

Sejak permulaan Gelombang Demokratisasi Ketiga, @ pembangunan
pemerintahan yang demokratis di Asia Tenggara (SEA) telah terjadi. Berbagai
bentuk reformasi demokrasi yang telah diadopsi di wilayah ini. Negara-negara
seperti Filipina, Indonesia, Thailand, Kamboja dan Vietnam telah
melembagakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan aparat
pemerintah. Di negara yang disebutkan, kasus Filipina adalah yang paling
mendidik sejak pemulihan pemerintahan yang demokratis yang diikuti oleh
reformasi terpusat negara kesatuan Filipina. Meskipun tidak mengadopsi
struktur federalis, bagian yang dihasilkan dari Hukum Pemerintah Daerah
1991 memberikan jalan bagi devolusi tanggung jawab nasional dalam
berbagai tingkat pemerintah lokal. Desentralisasi yang dihasilkan pemerintah
memberikan mandat baru kepada unit-unit pemerintah daerah (LGU) yang
sebelumnya bergantung pada perintah "Imperial Manila". Promosi
desentralisasi member kesempatan kepada eksekutif LGU untuk
mengembangkan usaha di daerah mereka dengan gangguan minimum dari
otoritas pemerintah nasional. Selain itu, Kode Etik Pemerintah Daerah 1991
telah menetapkan partisipasi yang luas dari orang-orang dalam penyusunan
kebijakan lokal, partisipasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan
organisasi rakyat dalam proses perencanaan yang telah diperkuat.

Di Indonesia, negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, reformasi yang
serupa telah terjadi tepat setelah krisis keuangan Asia yang memicu
runtuhnya rezim Soeharto. Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat
Indonesia atau MPR mengesahkan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
(UU Otsus), yang diimplementasikan pada tahun 2001. Tindakan ini
memberikan penekanan khusus pada desentralisasi, di mana kekuasaan
pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten (kota).
Tindakan ini dianggap sebagai salah satu tindakan desentralisasi terbesar di
dunia dengan 2 juta pegawai negeri sipil dialihkan dari pemerintah pusat ke
kabupaten (kabupaten) dan kota (kota).
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Tindakan desentralisasi sangat luar biasa untuk sebuah negara yang telah
lama memantapkan dirinya sebagai sebuah negara dan telah dipandang
provinsi sebagai komponen belaka dan bukan bagian otonom dari negara
pembangunan dan terpadu. Reformasi 1999 adalah promosi otonomi yang
luas dan katalis untuk pembangunan. Hukum ini memang diberdayakan
pemerintah daerah di Indonesia, akan tetapi lebih dari 80% dari anggaran
pemerintah daerah masih tergantung pada bantuan pemerintah nasional.
Undang-undang otonomi direvisi pada tahun 2004, dan salah satu perubahan
signifikan adalah bahwa Bupati dan Walikota sejak itu dipilih oleh warga
secara langsung.

Di sisi lain, desentralisasi Kerajaan Kerajaan Thailand telah berjalan dalam
kecepatan yang berbeda dibandingkan dengan kasus-kasus Filipina dan
Indonesia. Secara tradisional, pemerintah daerah Thailand telah dianggap
sebagai lengan pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah sudah
populer dalam peran ini, pemerintah daerah memiliki sedikit aspirasi untuk
otonomi lokal. Meskipun dalam hal ini, inisiatif desentralisasi telah berjalan
dengan menggunakan pendekatan dari bawah dimana upaya desentralisasi
dipimpin oleh Departemen Dalam Negeri. Tetapi mirip dengan kasus negara-
negara Asia lainnya, pemerintahan terpusat tetap unggul dalam banyak
bidang pemerintahan. Keuntungannya adalah legislasi perencanaan kota dan
peraturan lingkungan, telah memungkinkan pemerintah daerah lebih longgar
dalam melaksanakan rencana pembangunan. Pendekatan ini kemudian
dilembagakan di bawah konstitusi 1997 "meningkatkan berbagi pendapatan
dan pengeluaran pemerintah daerah, menetapkan sumber pendapatan lebih
untuk pemerintah daerah, mempromosikan otonomi fiskal lokal, dan merevisi
sistem transfer antar pemerintah untuk memberikan hibah secara lebih
transparan dan cara yang dapat diprediksi. Menurut Rencana Desentralisasi
dan Prosedur Undang-Undang Tahun 1999, pemerintah daerah harus
menempatkan minimal 20% dari anggaran pemerintah nasional untuk tahun
fiskal 2001 (Oktober 2000-September 2001) pada akhir Rencana
Pembangunan Nasional Sosial Ekonomi Kedelapan, dan setidaknya 35% pada
tahun fiskal 2006 (Oktober 2005 - September 2006) pada akhir
Pembangunan Sosial Ekonomi Nasional Kesembilan".

Dalam kasus Kamboja, inisiatif desentralisasi baru dimulai pada tahun 2002
ketika tuan rumah kepemimpinan bergilir organisasi ASEAN yang bertepatan
dengan pemilihan komune mereka Februari 2002. Ini pemilihan pejabat
komune yang berdasarkan demokratisasi pada semua tingkat pemerintahan
lokal di Kamboja. Hal ini memungkinkan para pejabat terpilih untuk
menjalankan akuntabilitas ke daerah mereka dan kemungkinan menciptakan
rencana pembangunan di luar kontrol partai politik yang dominan di pusat
pemerintahan nasional. Akuntabilitas pejabat lokal dipersampailuas ke
Sangkat / Komune, yang merupakan tingkat terendah pemerintahan.



Sangkat/Komune di seluruh Kamboja adalah tingkat yang paling langsung dari
pemerintah yang dapat diakses kepada rakyat. Inisiatif untuk memperluas
otonomi adalah jauh dari sifat yang terlalu terpusat dari pemerintah Kamboja
sebelum pemilu 2002 ketika eksekutif dari unit-unit pemerintah daerah
ditunjuk oleh pejabat pemerintah pusat yang kemudian biasanya menunjuk
sekutu partai politik di provinsi-provinsi.

Terakhir, kasus Vietnam dimulai dengan disahkannya UUD 1992 vyang
memprakarsai reformasi administrasi pemerintahan lokal yang digunakan
untuk mengatasi sifat yang sangat sentralistik negara Vietham, di mana arah
semua lembaga negara diawasi oleh organ partai pusat Dewan Rakyat.
Konstitusi 1992 mengacu kepada pemerintah daerah sebagai unit
administratif. Pemerintah daerah di Vietnam memiliki dewan yang dipilih
secara populer, "Dewan Rakyat, yang didefinisikan sebagai organ kekuasaan
negara lokal: yang bertanggung jawab tidak hanya kepada masyarakat lokal
tetapi juga ke organ negara yang superior. Organ eksekutif, Komite Rakyat, di
sisi lain, didefinisikan sebagai organ lokal administrasi negara, yang
bertanggung jawab melaksanakan dokumen normatif yang dikeluarkan oleh
organ-organ negara tingkat yang lebih tinggi serta resolusi Dewan Rakyat "..

Reformasi dimulai di pemerintah daerah yang terjadi bersamaan dengan
transisi ekonomi Vietham sebagai negara terpusat ke perekonomian yang
lebih berbasis pasar. Reformasi ini tentang infrastruktur negara lokal yang
terjadi dalam konteks perubahan sosial yang cepat yang merupakan hasil
pembangunan dan pertumbuhan. Hal ini memungkinkan pengembangan
inisiatif lokal untuk mencapai kesejahteraan konteks pengawasan negara
terpusat.

1.1.1.2. Pemberdayaan (Mengapa dan Bagaimana)

Lembaga yang dibangun atas partisipasi masyarakat di wilayah tersebut
adalah kasus penting karena negara-negara Asia Tenggara berbagi
pengalaman sejarah hampir sama memiliki salah satu Negara yang terlalu
terpusat di pusat atau Monarki terpusat. Setelah kehancuran negara kolonial
monarchial di negara-negara baik oleh revolusi seperti dalam kasus Viethnam
dan Indonesia atau dengan suksesi seperti dalam kasus Filipina, Kamboja, dan
Thailand, pemerintah pengganti mengadopsi pendekatan pemerintahan yang
terpusat; masyarakat agak diperlakukan seperti stempel karet yang di atasnya
hanya untuk mengesankan keputusan pemerintah. Tidak seperti di negara
demokrasi yang lebih maju, konsep kehidupan asosiasi diamati oleh Alexis de
Tocqueville di Amerika abad kedelapanbelas tidak hadir atau diabaikan oleh
Negara. Kesulitan dalam mengadopsi semangat asosiasi berhubungan dengan

1 UCLG country report on the Socialist Republic of Vietnam 2010
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kecenderungan sentralisasi kekuasaan di bagian utama dari sejarah negara-
negara Asia Tenggara.

Berbeda dengan pengalaman Prancis pada abad ke-18, ketika negara
mengambil sifat revolusioner dan secara efisien mereorganisasi sumber daya
negara untuk berperang melawan tetangganya Eropa, pengalaman sentralisasi
negara-negara Asia Tenggara tidak menghasilkan efisiensi. Sebaliknya,
sentralisasi birokrasi Negara di lima negara-negara SEA menciptakan apa yang
oleh Joel Migdal disebut "pulau-pulau pemerintahan" - sebuah situasi di mana
mayoritas kekuasaan negara itu ditangkap oleh kekuatan-kekuatan sosial dan
meninggalkan tata kelola daerah yang efisien dalam menjalankan tujuannya.
Di Filipina, contoh yang sempurna menjadi Bangko Sentral Pilipinas (Bank
Sentral Filipina) yang tetap efisien selama periode pasca EDSA sementara
area yang besar masih ditangkap pemerintah melalui berbagai pemimpin
politik lokal dan nasional.

Situasi tidak hanya menunjukkan kurangnya mekanisme kelembagaan untuk
partisipasi masyarakat tetapi juga penguatan budaya ketergantungan pemilih
pada pemimpin lokal mereka. Akibatnya, para pemimpin lokal menjadi
tergantung pada pemberian negara dari para pemimpin nasional yang
menciptakan pola klasik hubungan Pelindung-Klien. Ini adalah yang terbaik
diamati Pasca Perang Filipina ketika pemimpin nasional melobi untuk
dukungan politik dari para pemimpin politik lokal; para pemimpin nasional
dalam tindakan mengabaikan gilirannya terhadap kekuasaan politik di daerah
setempat. Dinasti politik yang memiliki kekuasaan absolut juga turut hadir.
Kasus terburuk akan dikutip pada hal ini adalah kasus klan Ampatuan yang
berkuasa di Maguindanao selama 40 tahun terakhir ini. Klan hanya dihilangkan
dari kekuasaan setelah pembunuhan massal di mana kelompok, yang diduga
dipimpin oleh Walikota Datu Unsay Ampatuan, membantai lebih dari 50
wartawan dan warga sipil. Hal ini telah menjadi kekerasan politik terburuk
yang dilakukan di Filipina sejak pemulihan demokrasi.

Sebagai hasil contoh sentralisasi kekuasaan, potensi orang untuk membuat
kontribusi yang berarti bagi pemerintahan adalah terbatas pada hak suara dan
memberikan persetujuan atas kebijakan yang diberlakukan atas mereka oleh
negara. Kebijakan-kebijakan ini, bagaimanapun, biasanya mengabaikan
kondisi lokal dalam membuat pengalaman tata kelola asing dan seringkali
bahkan ada gangguan dari masyarakat setempat. Dengan tidak adanya
masukan yang berarti dari para pemangku kepentingan lokal, masyarakat
lokal jarang memahami makna dari suatu kebijakan tertentu. Sehingga, tidak
ada rasa terhadap kepemilikan sumber daya kebijakan yang diamati.

Pengalaman Indonesia dalam pemberdayaan terjadi dalam konteks tradisi
lama pengarahan pembangunan negara. Seluruh konsep demokrasi (lima



prinsip) Pancasila didasarkan pada keyakinan negara pembangunan. Ketika
rezim Soeharto runtuh dalam menghadapi beberapa masalah eksternal (krisis
keuangan Asia, krisis Timor Timur) dan ketegangan internal (resesi ekonomi,
kerusuhan sipil besar, dan ancaman separatis) masalah reformasi negara tidak
lagi tabu. Namun, menghentikan federalisme dengan singkat, merupakan tabu
bagi elit politik; Undang-Undang Desentralisasi tahun 1999 adalah luar biasa
karena mengakui tuntutan asli untuk otonomi lokal. Meskipun dalam dekade
pemerintahan terpusat, permintaan untuk otonomi lokal mencapai puncaknya
selama pembukaan perdebatan di tahun-tahun terakhir rezim Soeharto. Ada
juga ketakutan dalam memberikan kekuasaan untuk provinsi berupa
kekhawatiran bahwa hal itu bisa memecah belah bangsa. Perkembangan
paling mencolok adalah partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui peran
kepala eksekutif lokal yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Namun dalam versi hukum sebelumnya Pemerintah Daerah pada tahun 1999
menjelaskan bahwa tidak ada hubungan hirarkis antara pemerintah provinsi
dan daerah karena pemerintah lokal adalah otonom. Undang-undang direvisi
pada tahun 2004 mengembalikan beberapa mantan pejabat kembali ke
pemerintah provinsi. Secara konseptual, pemerintah provinsi bekerja sebagai
koordinator dalam kasus kerjasama intra-provinsi, pengembangan skala
provinsi maupun koordinasi antar-provinsi. Hukum menetapkan bahwa ini
akan mencakup: pengembangan perencanaan dan pengendalian, perencanaan
dan penggunaan bentang alam, pembangunan infrastruktur, kesehatan,
pendidikan, masalah sosial, tenaga kerja, lingkungan, pemukiman dan
perumahan, pelayanan sipil, investasi, dan tugas lain yang tidak dapat dicapai
oleh kota pemerintah.

Di Thailand, permintaan untuk reformasi dilakukan dengan menghadapi
perlawanan yang kuat dari pemerintah pusat. Melalui kesempatan
berpartisipasi di bidang perencanaan perkotaan dan pengelolaan lingkungan,
para pemangku kepentingan lokal mampu menjalankan kinerja mereka dalam
rencana pembangunan nasional, yang biasanya dilakukan pemerintah atas
atau pusat. Meskipun sifat sentralis yang kuat, Negara Thailand telah mencoba
serangkaian usaha untuk meningkatkan peran pemerintahan lokal. Semua
konstitusi diumumkan sejak tahun 1975 dan terdapat hal otonomi daerah.
Ketentuan ini, berisi seruan pemerintah daerah harus didasarkan pada
kehendak penduduk lokal dan mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola diri
melalui pemilihan umum bagi kepala pemerintah daerah, dan pemilihan
langsung anggota dewan.

Konstitusi tahun 1997 memiliki bahasa yang lebih spesifik tentang otonomi
daerah, memerlukan pembentukan Komite Nasional Desentralisasi (NDC) dan
merevisi tindakan-tindakan yang berhubungan dengan isu-isu otonomi
daerah. Rencana Desentralisasi dan Prosedur Undang-Undang tahun 1999
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merinci mekanisme untuk meningkatkan otonomi daerah dan dilengkapi
dengan UU Personil Otoritas Lokal tahun 1999. Komisi Manajemen Personalia
Kota Departemen Interior menentukan gaji, upah, dan promosi personil kota.
Pasal 78 (282-290) tahun 1997 Konstitusi memerlukan promosi desentralisasi
sebagai kebijakan dasar pemerintah, definisi rencana dan prosedur untuk
desentralisasi dalam undang-undang yang terpisah, dan pembentukan komite
desentralisasi. Rencana Desentralisasi dan Prosedur Undang-Undang Tahun
1999 pemerintah daerah memungkinkan untuk menerima hibah dari instansi
pemerintah lainnya dan kementerian, yang dimulai pada tahun fiskal 2001.

Sementara itu, pemilu pemimpin Sangkat Kamboja 2002 di seluruh negeri
telah melemahkan control partai politik nasional dan demokratisasi
pemerintahan di Sangkat / Komune. Desentralisasi telah memberikan
kontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas anggota dewan komune dan
keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan lokal. Setiap komune telah
menerapkan sejumlah proyek. Sebagian besar berhubungan dengan
infrastruktur pedesaan, dan sebagian besar menciptakan lebih banyak
kesempatan di berbagai sektor, seperti pertanian. Hal ini juga dirasakan
bahwa warga setempat telah memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar,
rumah sakit dan layanan lainnya, serta transportasi barang dan pelayanan
yang lebih nyaman. Ada beberapa contoh yang tersedia tentang kontribusi
infrastruktur pedesaan dan pelayanan administrasi, misalnya pencatatan sipil.

Pada Januari 2001, dibentuk dua hukum utama reformasi politik. Yang
pertama adalah Undang-Undang tentang Pemilihan Dewan Komune dan yang
kedua adalah UU Administrasi dan Manajemen Komune / Sangkat. Hukum ini
memberikan warga dan mereka yang dipilih untuk mewakili mereka (anggota
dewan komune dlIl) dengan lebih banyak kekuatan dalam pengambilan
keputusan publik.

Pada tahun 2002, pemilihan dewan komune pertama terjadi. Pembentukannya
mendukung struktur peraturan dan mekanisme yang terjadi, termasuk Komite
Nasional untuk Dukungan Komune (NCSC) dan Sekretariat, Departemen
Administrasi Lokal (DoLA) di Kementerian Dalam Negeri (Mol); Komune /
dana Sangkat (CSF) (untuk pengembangan administrasi dan lokal), dan
Departemen Keuangan daerah (Dolf) di lingkungan Departemen Ekonomi dan
Keuangan (MEF). Sesuai dengan fungsi yang didelegasikan dan mandat dari
lembaga nasional, struktur komite pembangunan provinsi pedesaan (PRDC)
yang didirikan di semua provinsi.

Di Vietnam, meskipun struktur politik terpusat tentang konstitusi tahun 1992,
pemerintah mengakui pentingnya inisiatif lokal. Hal ini menyebabkan
rasionalisasi struktur pemerintah daerah dan mengizinkan mekanisme yang
lebih responsif untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang diawasi oleh



pemerintah nasional. Dewan Rakyat di semua tingkatan dipilih melalui hak
pilih universal dan sama dalam pemungutan suara yang langsung dan
rahasia. Usia pemilih adalah 18 tahun. Pemilihan deputi Dewan Rakyat
berlangsung sekali setiap lima tahun. UU tentang Pemilihan Deputi Dewan
Rakyat menentukan jumlah kursi untuk setiap daerah terutama berdasarkan
ukuran populasi. Pemilih didistribusikan ke konstituen pemilihan, masing-
masing tidak boleh memilih lebih dari lima deputi (UU Pemilu 2003). Setiap
pemilih  memilih kandidat sebanyak jumlah wakil yang dipilih pada unit
pemilu. Kandidat yang berhasil adalah mereka yang meraih suara lebih
banyak, dan mereka juga harus mendapatkan lebih dari setengah suara sah.

Sebagai bentuk partisipasi langsung oleh orang-orang dalam urusan
pemerintah daerah, partai dan pemerintah telah ~mempromosikan
diberlakukannya dan implementasi peraturan demokrasi akar rumput di setiap
daerah di tingkat komune. Sebuah keputusan pemerintah yang menyediakan
kerangka kerja kebijakan dalam menetapkan daerah-daerah tempat
masyarakat dapat menggunakan hak demokratis mereka dengan cara yang
berbeda, sesuai dengan slogan "masyarakat yang tahu, masyarakat yang
mendiskusikan, masyarakat melaksanakan, masyarakat memantau ."

Sementara komune adalah tingkat terendah dari pemerintah, komune
pedesaan umumnya terdiri dari sekelompok desa alami, dan komune
perkotaan (bangsal) yang dibagi menjadi beberapa kelompok penduduk. Desa
dan kelompok penduduk semi formal, lembaga yang mengatur diri sendiri,
yang juga melakukan berbagai tugas administratif di  bawah
komune/lingkungan berwenang. Desa / warga memilih pemimpin mereka
melalui pemilu, di mana tidak ada kontrol pejabat yang menjadi nominasi.
Desa / kelompok penduduk diijinkan untuk memiliki aturan lokal mereka
sendiri untuk mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, yang harus
disetujui oleh Ketua Komite Rakyat kabupaten.

1.1.1.3. Kelembagaan Partisipasi Rakyat

Dominasi konsep yang didelegasikan tentang pembuatan keputusan dianggap
sebagai salah satu praktik-praktik terbaik tentang pemerintahan. Untungnya,
perkembangan terakhir telah mengubah kebijaksanaan konvensional.
Mendorong reformasi tata kelola lima negara-negara Asia Tenggara, sejak
awal tahun sembilan puluhan yang menyediakan kerangka kerja bagi orang
untuk berpartisipasi dalam wurusan pemerintahan. Di Filipina, setelah
berlalunya Hukum Pemerintah Daerah tahun 1991, rakyat dapat langsung
berpartisipasi dalam perumusan, proses perencanaan dan pelaksanaan inisiatif
pemerintah daerah melalui mekanisme konsultasi publik, petisi dan
representasi sektoral di dewan kota. Thailand juga melakukan reformasi
pemerintahan lokal sebagaimana diatur dalam bagian-bagian tertentu
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Konstitusi 1997 dan bagian dari Undang-Undang Desentralisasi di Thailand
tahun 1999. Kamboja menawarkan reformasi serupa di bawah Hukum
Komune tahun 2001. Pada tahun 2003, Vietnam mengeluarkan Peraturan
Demokratik Lokalitas, yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan lokal. Konteks sosial di mana inisiatif desentralisasi adalah
sangat mirip karena pengalaman sejarah umum dari pemerintahan terpusat.

Pemimpin nasional negara ini menyadari bahwa partisipasi rakyat harus
digabungkan dengan kerangka kelembagaan untuk  memperkuat
pemerintahan lokal untuk memperkuat tujuan pembangunan pemerintah
nasional. Dengan menyediakan mekanisme konsultasi publik di mana
masyarakat secara teratur berkonsultasi memberikan masukan tentang
berbagai isu-isu kebijakan, pemerintah daerah memberdayakan warga
negara; menyampaikan pesan bahwa rakyat merupakan bagian penting dari
proses pengambilan keputusan. Dengan menciptakan sebuah tempat untuk
dialog dan pertukaran ide dan pendapat, negara sebenarnya menciptakan dan
memperkuat kehidupan asosiasi atau pikiran warga sipil. Dari situ, orang tidak
direduksi menjadi sekedar roda penggerak dalam mesin negara impersonal.

Bab berikut akan membahas bagaimana partisipasi masyarakat itu
dilembagakan di bidang perencanaan daerah. Setiap kasus merupakan aplikasi
praktis dari konsep partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik yang
berbeda. Kasus Vietnam terjadi dalam batasan yang dipaksakan oleh negara
dalam partai yang terpusat. Kamboja di sisi lain menggambarkan penerapan
partisipasi masyarakat dalam kerangka pembangunan perdamaian. Sementara
Thailand merupakan contoh dari partisipasi masyarakat dalam tindakan di
negara demokratis tradisional yang belum terpusat. Meskipun setiap negara
yang dibahas dalam bab di bawah ini memiliki sistem politik dan sosial
ekonomi yang berbeda. Mereka masing-masing berbagi keinginan bersama
untuk meningkatkan pemerintahan yang demokratis dengan mentransfer
kekuatan politik di luar bidang otoritas politik tradisional ke lingkup organisasi
sukarela informal yang bekerja bersama dengan lembaga politik formal.
Dengan demikian pemerintahan yang demokratis, akhirnya memasuki
komunitas otonom lokal yang telah berkembang di wilayah tersebut bahkan
sebelum penciptaan lembaga-lembaga politik terpusat di negara. Sama
seperti pengalaman negara-negara maju di belahan bumi barat, mobilisasi
partisipasi sukarela untuk mencapai kebaikan publik adalah arti sebenarnya
dari pemerintahan yang demokratis. Dengan menempatkan orang di pusat
pemerintahan, suasana politik yang lebih transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan telah berhasil diciptakan. Peran masyarakat yang
melembaga dalam institusi-institusi politik negara telah dipelajari dalam bab
ini.



1.1.2. Praktik-praktik terbaik partisipasi masyarakat di negara-
negara Asia Tenggara (studi kasus)

Demokrasi terdiri atas teori dan Praktik. Bab sebelumnya membahas
bagaimana dinamika di Asia Tenggara membantu melaksanakan reformasi
demokratis melalui berbagai tingkat inisiatif desentralisasi. Bab ini akan
menilai bagaimana teori dan kerangka hukum desentralisasi demokratis
dilakukan dengan fokus khusus pada bagaimana orang benar-benar
berpartisipasi dalam proses demokrasi di bawah sistem desentralisasi. Ini
akan terlihat dalam 3 kasus negara tertentu dan menilai bagaimana kasus ini
berhasil melaksanakan pemerintahan yang demokratis.

Bab ini juga akan menganalisis berbagai peluang dan tantangan yang muncul
dari setiap kasus dan menyimpulkan bagaimana Praktik-Praktik Terbaik yang
disebutkan dapat direplikasi di bagian lain dari wilayah tersebut. Setiap kasus
dimulai dengan diskusi konteks politik dan historis yang spesifik dari masing-
masing inisiatif demokratisasi negara, yang harus diikuti oleh diskusi
kerangka hukum desentralisasi dan akhirnya penilaian terhadap tantangan
dan peluang yang ditemukan dalam model Praktik-Praktik Terbaik.

1.1.1.1. Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Daerah
Perumahan Kolektif Lama di Vinh City, Vietnam

Konteks politik dan hukum

Sifat sistem politik Vietham yang diwujudkan dalam prinsip "Sentralisme
Demokrasi". Ini berarti sifat yang sangat terpusat dari negara kolonial paska
Vietnam. Doktrin sentralis merupakan prinsip utama dalam memahami
konteks pengalaman Vietham dengan desentralisasi. Menurut Truong dan
Panganiban, "melibatkan prinsip sentralisme Demokrat, desentralisasi di
negara itu memberikan kekuasaan lebih untuk administrasi tingkat lokal,
sementara pada saat yang sama mempertahankan kekuasaan negara atas
kebijakan dan perhatian nasional. Dengan demikian, Negara menerapkan
administrasi terpadu dan pengelolaan seluruh wilayah berdasarkan hukum,
keputusan dan peraturan, dalam menciptakan kerangka hukum dan
merumuskan kebijakan makro untuk pemerintah lokal untuk melaksanakan;
menyetujui rencana lokal, menciptakan lingkungan yang baik untuk tingkat
lokal, untuk melaksanakan tujuan mereka dan mengkoordinasikan pekerjaan
dan kegiatan di tingkat lokal?.

Sifat terpusat dari Vietnam adalah hasil fungsionalis prinsip sentralis yang
didirikan pada dominasi dewan Rakyat Nasional sebagai agen utama legitimasi

2 (Truong, Nguyen Xuan and Panganiban, Elena M , page 118, , 2008)
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demokratis. Saat ini, Vietham memiliki sistem kesatuan pemerintahan:
"pemerintah pusat adalah tingkat tertinggi dari pemerintah yang kemudian
didahului oleh administrasi lokal yang terdiri dari kabupaten, provinsi dan
tingkat komunal. Unit-unit lokal yang terdiri dari 61 unit provinsi, 604
kabupaten dan unit, 10.387 komunal ".3.

Undang-undang desentralisasi utama ditemukan dalam beberapa dokumen
namun prinsip desentralisasi dapat dikutip dari konstitusi tahun 1992 yang
memberi kekuasaan khusus untuk satuan-satuan pemerintahan daerah.
Prinsip desentralisasi dijelaskan lebih rinci seiring dengan perjalanan UU
organisasi Pemerintah, Undang-undang tentang organisasi masyarakat dan
dewan komite Rakyat di semua tingkat, Ordonansi tugas dan wewenang
dewan rakyat, undang-undang tentang anggaran, investasi, dan berbagai
keputusan pemerintah.

Peraturan perundang-undangan vyang disebutkan di atas telah secara
signifikan menginvestasikan kekuasaan pemerintah yang nyata untuk
pemerintah daerah. Tapi mungkin yang paling signifikan adalah ketentuan
dalam pasal 118 yang ditemukan atas konstitusi tahun 1992 vyang
menetapkan pemilihan langsung dewan lokal rakyat yang membuat mereka
bertanggung jawab kepada konstituen mereka dan organ-organ negara
nasional. Pemilihan langsung anggota dewan masyarakat lokal memungkinkan
masyarakat untuk membuat para pemimpin mereka bertanggung jawab
kepada mereka dan juga menciptakan kemungkinan untuk benar-benar
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah. Selain hukum yang disebutkan di atas undang-undang
lain yang penting adalah Undang-Undang

Tahun 2003 tentang Hukum tanah yang dikenal sebagai Peraturan Demokrasi
Daerah. Ini menyatakan bahwa orang-orang memiliki hak untuk berpartisipasi
dan memantau proses perencanaan.

A. Keterangan dan Pemikiran Praktik-Praktik Terbaik

Kasus Kota Vinh yang melibatkan 142 kasus penduduk miskin yang tinggal di
unit perumahan kolektif yang dikelola oleh dewan masyarakat lokal di kota.
Misi pemerintah kota adalah untuk memobilisasi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam perbaikan kondisi hidup penduduk miskin. Rencana itu
segera dilakukan menggunakan pendekatan bawah ke atas. Dewan lokal
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan lokal
untuk mengatasi keterbatasan proses perencanaan yang lama. Dewan lokal
menyadari bahwa metode lama perencanaan dari bawah atas tidak cukup

3 (Ibid, page 116, )



dalam menyelesaikan masalah karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan
pembukaan ekonomi Vietham terhadap kekuatan pasar.

Pendekatan lama juga tidak memenuhi persyaratan masyarakat dan harapan
tinggi dari para pemangku kepentingan dalam memecahkan masalah. Tujuan
model adalah sebagai berikut; mempromosikan tanggung jawab masyarakat,
memperkuat kepercayaan masyarakat dan bantuan, memobilisasi sumber
daya secara efisien dan yang paling penting meningkatkan kehidupan rakyat
dan menciptakan proses pembangunan berkelanjutan di perkotaan. Proses
membantu penduduk miskin Kota Vinh dimulai dengan penciptaan sebuah
komite yang mengarahkan Komite Rakyat Kota Vinh. Perwakilan masyarakat
terpilih ditugaskan untuk mengumpulkan uang untuk Proyek yang akan
melengkapi dana yang diberikan oleh Koalisi Asia untuk Hak Perumahan.
Proyek yang berpusat pada partisipasi masyarakat dimulai dengan konsultasi
reguler antara Dewan Rakyat Kota dan Komite Pengarah.

Dalam setiap pertemuan, diberikan laporan dan anggota berpartisipasi dalam
diskusi proyek. Sebuah persyaratan minimum untuk konstruksi banyak
diterapkan sebagaimana ditentukan oleh provinsi kota Nghe An Vinh . Proyek
ini menargetkan 110 rumah tangga vyang tinggal di rumah kumuh.
Penduduknya sebagian besar pekerja konstruksi dengan pendapatan rendah.
Namun, masyarakat yang terlibat terlalu kecil untuk menjadi wilayah tujuan
pembangunan sesuai dengan peraturan provinsi Nghe An.

Melalui konsultasi dengan lingkungan masyarakat, keluarga korban setuju
untuk direlokasi dan pada saat yang sama berinvestasi dalam membangun
infrastruktur mereka sendiri dan perumahan dengan dinding dan pondasi
terpisah. Keberhasilan pelaksanaan proyek ini adalah hasil dari koordinasi
antara organisasi, pemerintah masyarakat sipil dan partisipasi aktif dari
masyarakat. Menggunakan pendekatan bawah ke atas, anggota masyarakat
mampu memantau, melaksanakan dan bahkan secara pribadi memberikan
kontribusi bagi keberhasilan proyek. Melalui fasilitas yang diberikan oleh
Dewan Kota Rakyat Vinh dilegalkan untuk membentuk komite pengarah,
Proyek itu berhasil dilakukan sejak Dewan Rakyat mengakui pentingnya
partisipasi masyarakat. Pengakuan ini semakin memberi ruang Komite
Pengarah yang memadai untuk melaksanakan rencana koordinasi dengan para
pemangku kepentingan lainnya dalam Proyek.

Vinh City memiliki populasi 295.000 penduduk yang tinggal dalam wilayah
104,96 km2. Terletak sekitar 300 km jauhnya dari ibukota Hanoi ke arah
utara dan 1400km dari Ho Chi Minh dari selatan. Secara administratif, kota
Vinh telah disertifikasi sebagai kota kelas 1, di bawah provinsi Nghe An. Vinh
City adalah pusat politik, administratif, ekonomi dan budaya dari provinsi
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Nghe An, dan terletak di bagian utara Vietnam. Area kota meliputi 16 bangsal
dan 9 komune.

B. Peluang dan Tantangan

Sejumlah pelajaran penting dapat diambil dari model praktik-praktik terbaik.
Pelajaran pertama adalah pentingnya kepemilikan rencana pembangunan
lokal. Dewan Rakyat Vinh Kota ini memiliki mandat legal untuk bertindak
sendiri untuk memecahkan masalah perumahan, tapi mereka tetap
memutuskan untuk melaksanakan suatu mekanisme koordinasi yang
melibatkan para pemangku kepentingan yang terkena dampak rencana
pembangunan. Menyadari batas-batas pendekatan atas ke bawah dalam
proses perencanaan, dewan kota melakukan Praktik-Praktik berikut:

1. Para anggota dewan membentuk sebuah komite paralel yang tugasnya
adalah untuk berkonsultasi dan mengumpulkan sumber daya untuk
melaksanakan rencana tersebut.

2. Komite paralel memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan
untuk berkonsultasi dan mengambil keputusan. Ini merubah  proyek
dengan inisiatif terpusat tentang rencana pembangunan komunitas lokal.

3. Komite meminta anggotanya untuk secara finansial berkontribusi dalam
proyek.

4. Panitia berhasil mendapatkan dana yang besar melalui kontribusi
sukarela atau melalui penyesuaian ukuran untuk setiap rumah.

5. Rencana pembangunan menjadi proyek nyata komunitas. Pada saat yang
sama proyek ini mampu menyerap semangat komunitarian yang ada di
komune. Rasa membantu diri sendiri adalah salah satu karakteristik yang
dipelihara di Negara Vietnam.

6. Ikatan yang kuat masyarakat di bangsal komunal dimanfaatkan oleh
panitia meskipun sifatnya terlalu terpusat dalam sistem politik, pengertian
rasa memiliki tetap tertanam dalam kehidupan komunitas warga terlepas
dari tantangan modernitas.

Proyek ini juga mampu menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat
demokratis benar-benar bisa bekerja selaras dengan orang yang dipilih dewan
itu. Jika dilakukan dengan benar, masyarakat dapat berperan sebagai agen
pembangunan ketika diberi kemampuan untuk memutuskan apa yang baik
bagi masyarakat dalam konteks mekanisme institusional yang didefinisikan



dengan baik. Penerapan pendekatan bawah ke atas yang berhasil dicapai
adalah:

1. Menciptakan sebuah mekanisme konsultasi yang permanen yang
memungkinkan masyarakat tidak hanya berkoordinasi dengan lebih baik
tetapi juga membuat proyek transparan sejak dari awal mereka memiliki
kemampuan untuk melihat praktik-praktik pelaksanaan proyek.

2. Karena upaya dewan tersebut, mereka mampu bernegosiasi dengan
perusahaan konstruksi untuk penurunan biaya proyek.

3. Kontribusi relawan termasuk para pekerja dan yang paling penting arsitek
proyek.

4. Proyek ini mampu menghemat sebagian besar pengeluaran anggota
masyarakat.

5. Kontribusi tersebut tidak hanya tenaga kerja, keuangan dan relawan.
Keuntungan utama dari proyek perumahan adalah tidak bertentangan
dengan penyesuaian ukuran perumahan yang diberikan karena mereka
memahami kebutuhan untuk bekerja sama sesuai dengan persyaratan
proyek. Hal ini dimungkinkan oleh upaya dewan tersebut untuk membuat
pendekatan bawah ke atas dalam menerapkan rencana pembangunan.

6. Hal ini juga memperdalam kepercayaan di antara anggota masyarakat dan
anggota masyarakat yang dipilih rakyat yang memungkinkan untuk
memperoleh lebih banyak kesempatan untuk proyek-proyek masa depan
yang akan lebih meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan dewan
Rakyat sehingga melembagakan partisipasi masyarakat di Kota Vinh.

Salah satu kesulitan dalam mereplikasi proyek serupa adalah kesediaan
masyarakat dan pelaku berbagai lembaga negara untuk bekerja sama. Di Vinh
City sejak pengalaman Kkerjasama vyang baru dan kapasitas untuk
pengembangan masih terus berkembang, tingkat kepercayaan antara
masyarakat pelaku dan negara adalah tinggi. Demikian juga, pengalaman
pemilihan langsung antara aktor politik lokal yang baru sehingga dalam hal
koordinasi tidak ada motif yang dirasakan sebagai keuntungan politik atas
proyek tersebut.

Masyarakat juga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi yang ditunjukkan

oleh kesediaan mereka untuk berpartisipasi dan secara sukarela meluangkan
waktu dan sumber daya untuk keberhasilan penyelesaian proyek.
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Juga tidak adanya kekuatan politik tradisional yang mengakar di masyarakat
yang bisa menghambat pelaksanaan proyek. Salah satu kritik yang dapat
ditujukan terhadap replikasi proyek adalah sebagai berikut:

1.

Skala proyek yang hanya melibatkan 114 rumah tangga bisa menjadi
salah satu alasan mengapa hal itu juga berhasil. Karena jumlah keluarga
yang terkena hanya kecil yang meyakinkan mereka untuk pindah melalui
konsultasi adalah relatif lebih mudah dibandingkan dengan kelompok yang
lebih besar di daerah yang jauh lebih padat penduduknya.

Daerah tersebut sudah merupakan perumahan untuk penduduk. Oleh
karena itu masyarakat sendiri sudah memiliki kepemilikan atas tanah yang
ditetapkan sebagai tempat tinggal resmi mereka. Hal ini tidak mungkin
terjadi di negara-negara lain di mana kepemilikan tanah terbatas dan
memiliki persyaratan modal yang tinggi.

Bidang lain yang dapat dianggap sebagai tantangan dan kesempatan yang
relatif mudah dibandingkan prosedur pelaksanaan proyek. Birokrasi yang
umum di wilayah di mana prosedur pemerintahan terpusat adalah norma
yang dapat menghambat proyek-proyek di samping kemungkinan
kurangnya transparansi yang mengarah ke korupsi. Namun sebagaimana
telah disebutkan dalam masalah ini, yang penting adalah proyek itu
dilaksanakan dengan sukses meskipun tradisi lama berdiri secara terpusat
di Vietnham. Proyek ini menunjukkan adanya dukungan yang cukup dari
pemerintah pusat dan daerah dan berkoordinasi dengan para pemangku
kepentingan lokal sejak dari awal proyek, dengan orang-orang dalam
pusat rencana pembangunan terpusat itu sebenarnya dapat menjadikan
proyek ini sebuah model di kawasan itu tentang partisipasi masyarakat
dalam pemerintahan.

Namun selain tantangan yang bisa terjadi dalam replikasi proyek, masalah ini
bukan tidak dapat diatasi. Dengan hati-hati menganalisa dinamika proyek ini,
kita bisa langsung melihat tiga faktor penting yang diperlukan untuk
keberhasilan aplikasi .

1.

Ini termasuk kehadiran pejabat publik yang bermotivasi tinggi yang
bersedia untuk melakukan pandangan reformis dalam melaksanakan
pembangunan.

Undang-undang yang tepat untuk memberikan kekuatan hukum bagi
setiap program yang dilakukan oleh dewan local.

Kehadiran organisasi masyarakat sipil yang bermotivasi tinggi dan tokoh
masyarakat yang aktif.



4. Setidaknya sumber daya keuangan untuk memfasilitasi selama pertemuan
dan pelatihan pemangku kepentingan utama. Persyaratan keuangan ini
dapat dilengkapi dengan dukungan keuangan langsung dari hibah yang
diberikan oleh pemerintah pusat dan menekan dana pembangunan dari
berbagai LSM internasional dan nasional. Penyusunan proposal proyek
teknis untuk meminta bantuan keuangan dari badan-badan ini dapat
dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah nasional.

1.1.1.1 People-Private-Public Partnership (PPPP) di Toul Sangke,
Kamboja

Konteks Politik dan Hukum

Desentralisasi demokrasi Kamboja dimulai pada tahun 2002 dengan pemilihan
langsung anggota dewan untuk Komune Sangkat di seluruh negeri. Yang
muncul dari perang sipil dahsyat di tahun 1990an yang pengaruhnya masih
terasa dan terlihat di seluruh pedesaan. Kamboja masih menderita setelah
ribuan ranjau darat dan yang tersisa dari perang sipil masih berdampak pada
kehidupan sehari-hari rakyat. Karena keadaan ini keberadaan PBB sangat
diperlukan , bahkan itu harus dilaporkan sebagai salah satu misi PBB terbesar
di seluruh dunia. Kondisi ini membuat situasi yang luar biasa karena Kamboja
adalah negara yang muncul dari situasi konflik dan masih dalam proses
pembangunan pasca konflik.

Kondisi tersebut ditambah dengan kurangnya kapasitas dan sumber daya
yang terbatas mengakibatkan lemahnya institusi negara. Meskipun ada
tantangan ini Kamboja terus bergerak maju dalam membangun kembali
lembaga-lembaga politik. Segera setelah penandatanganan perjanjian damai
1991 yang mengakhiri Perang sipil, Kamboja mengalami institusionalisasi yang
pesat terhadap struktur pemerintah dengan bantuan PBB dan berbagai
negara-negara donor. Pada tahun 2002 ada reformasi besar lain yaitu
pemilihan untuk pemerintahan tingkat lokal.

Menurut Oberndof dalam sebuah makalah yang diterbitkan untuk Institut
Pengembangan Sumber Daya Kamboja, prakarsa desentralisasi tumbuh dari
proses desentralisasi di Kamboja saat ini. Proses ini muncul sebagai hasil
"CARERE / Seila yang dimulai dikembangkan pada tahun 1996, serta dari
penetapan agenda awal pemerintah pada tahun 1999, dengan langkah
pertama menetapkan kerangka hukum pada tempatnya untuk pemerintahan
yang terdesentralisasi. Dengan berlakunya UU Pemilihan Dewan Komune (14
Februari 2001) dan UU Administrasi dan Manajemen Komune (19 Maret
2001), pemerintah secara resmi menetapkan proses desentralisasi dalam
setiap langkahnya. Potongan-potongan penting dari undang-undang adalah
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untuk melaksanakan pemilihan komune yang diadakan pada bulan Februari
2002, ketika 1.621 dewan komune terpilih. Pemilihan anggota dewan komune
dianggap sukses dan sebagian besar juga dilihat mewakili sebuah praktik
yang signifikan menuju tujuan tercapainya reformasi.

Sejak pemilu, banyak pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk
mendukung proses desentralisasi yang berlangsung ". Pemilihan anggota
dewan pada tahun 2002 tidak hanya mendemokrasikan pemerintahan lokal,
namun juga desentralisasi politik juga. Hasil pemilu menunjukkan bahwa
mayoritas kursi lebih banyak untuk CPP, ia harus berbagi kekuasaan dengan
partai Sam Rainsy dan partai royalis FUNCIPEC. Dalam pengalaman
desentralisasi, fokus utama Kamboja adalah tingkat terendah administrasi
lokal yang merupakan Sangkat atau pemerintah Komune. Di tingkat Sangkat
kemungkinan inisiatif pemerintah daerah melalui mekanisme inisiatif
pengembangan partisipasi masyarakat diperbolehkan diterapkan. Meskipun
administrasi pemerintah lokal masih di bawah pengawasan langsung
Departemen Dalam Negeri, desentralisasi pemerintah Sangkat telah
memberikan ruang bagi munculnya pemerintahan yang berbasis masyarakat.
Contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengalaman Komune
Sangke Toul.

A. Keterangan dan Dasar Pemikiran dari Praktik-Praktik Terbaik

Keunikan dari pengalaman Sangke Toul adalah peran dewan terpilih. Sebelum
penciptaan proyek, dewan perencanaan lokal benar-benar tergantung pada
dana yang berasal dari Departemen Dalam Negeri. Dana ini sangat tidak
memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, karena sifat
yang sangat dipolitisir dari proses perencanaan dan pelaksanaan, distribusi
dana adalah lebih terfokus untuk mendapatkan dukungan pada pemilu
berikutnya, bukan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat.

Dewan melakukan rencana pembangunan lima tahun melalui kerja sama
partai-partai politik yang berbeda dalam Dewan. Mereka melakukan proyek
yang diyakini menjadi prioritas masyarakat. Karakteristik lain yang unik dari
proyek ini adalah bahwa hal itu dilembagakan dalam jaringan relawan swasta
dalam semua tahapan siklus proyek. Dimulai dengan konseptualisasi dan
sampai pelaksanaan dan pemeliharaan proyek-proyek, kemitraan swasta
dipertahankan sehingga kasus ini merupakan contoh yang benar-benar luar
biasa dari partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal.

Toul Sangke adalah salah satu dari 76 Sangkat di Phnom Penh, tingkat
keempat dan terendah dari pemerintah di Kamboja, terletak di daerah yang
baru dikembangkan. Sekitar 10 tahun lalu, masih ada banyak Sangkat
terbuka, namun sebagian besar adalah daerah banjir . Sekarang, ada



bangunan besar dan kecil, perumahan, apartemen dan rumah-rumah serta
jalan, pembuangan sampah , listrik dan jaringan pipa air. Sangkat ini terletak
di bagian utara Phnom Penh dan memiliki total 49.636 penduduk yang
terdaftar di Sangkat tersebut (atau sekitar 100.000 populasi di siang hari
akibat banyaknya pabrik garmen). Ukuran total daerah ini 635,31 ha dan
dibagi menjadi tiga desa. Hal ini diatur oleh sebelas anggota dewan yang
dipilih secara langsung yang didukung oleh salah satu Petugas Kementerian
Negeri yang ditunjuk (dan 20 polisi) dan sebelas personil sukarela (2
perempuan). 11-anggota dewan terdiri dari enam dari Partai Rakyat Kamboja
(CPP-2 perempuan) dan lima dari Partai Sam Rainsy (SRP), partai oposisi
utama negara itu.

B. Peluang dan Tantangan

Sebagaimana dinyatakan di atas, kunci keberhasilan proyek ini terutama
sebagai contoh dari sebuah proyek partisipasi masyarakat yang berpusat
kepada keberhasilan kesempatan yang ditawarkan oleh "Peristiwa besar
pemilu" tahun 2002. Meskipun CPP mendominasi keanggotaan dewan
Sangkat, kehadiran partai-partai politik lainnya yaitu Rainsy Sam dan
FUNCIPEC dengan segera menciptakan sebuah lingkungan politik pluralis.
Sebuah kesempatan kedua yang menyertai pemilihan anggota dewan adalah
penciptaan langsung dari rasa akuntabilitas dalam pemerintahan Sangkat
tersebut. Karena anggota dewan yang terpilih sekarang menyadari bahwa
mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk aparat pemerintah pusat tetapi
lebih penting untuk konstituen mereka. Dalam konteks ini lingkungan politik
pluralis Dewan Majelis Sangkat melakukan Praktik -Praktik berikut:

1. Dewan kota menciptakan PBC (perencanaan dan anggaran komite);

2. PBC menjadi agen utama dalam pelaksanaan proyek;

3. Ini bertugas untuk merumuskan, merencanakan dan melaksanakan dan
memantau proyek;

4. Ini juga bertugas untuk menghasilkan sumber tambahan dana untuk
melengkapi CS / F atau Komune Sangkat Dana;

5. Para Dewan Toul Sangke memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam
mengidentifikasi kebutuhan Komune;

6. Dewan mengidentifikasi dan mendorong kontribusi sukarela terutama di
kalangan segmen yang lebih kaya dari masyarakat. Tapi itu juga
menyambut gembira semua bentuk dan jumlah kontribusi yang
sepatutnya dicatat dan diberikan di seluruh masyarakat.

Dana CS / F atau Komune Sangkat adalah pengalaman pertama dalam
manajemen keuangan untuk Dewan Komune dari Toul Sangke. Meskipun
keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu memberikan
masyarakat dan Dewan pengalaman tentang bagaimana memanfaatkan dana
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untuk mengembangkan diri. Setelah menyadari keterbatasan dana, dewan
kemudian melakukan proyek perluasan mandat perencanaan lokal dengan
memasukkan individu dan kelompok-kelompok OMS dalam siklus proyek di
seluruh rencana pembangunan. Upaya dewan komune menghasilkan hal
berikut:

Proyek ini mampu memfasilitasi kesukarelaan yang berasal dari individu-
individu swasta yang memberikan kontribusi baik waktu dan sumber daya
keuangan untuk rencana pembangunan;

Mekanisme berperan melalui Panitia Anggaran Perencanaan dan
memungkinkan transparansi dan akuntabilitas keuangan proyek dan
menjamin bahwa uang itu digunakan secara bijaksana dan tidak ada yang
dipergunakan untuk transaksi yang diragukan;

Pembentukan rasa kepemilikan atas proyek ini dibentuk dari awal ketika
dewan Sangkat mampu mengundang dan mendorong partisipasi sektor
swasta dan OMS di seluruh komune yang memberikan rencana
pengembangan rasa kepemilikan berbagai pemangku kepentingan;

Dewan Toul Sangke dan stafnya mampu mempertahankan catatan yang
jelas dari setiap proyek dan laporan pencapaian konsolidasi tahunan sejak
tahun 2002 (mandat pertama). Kombinasi dari CS / Dana dan kontribusi
sukarela memperbaiki infrastruktur fisik utama dari 2005-2009 di bawah
inisiatif ini termasuk jalan beton dan bumi; tempat pembuangan sampah ,
gorong-gorong dan saluran, dan pemeliharaan rutin jaringan jalan,
pembuangan sampah dan kanal.

Pada sisi lain pelajaran dari proyek tersebut juga berisi tantangan yang
mungkin untuk hal lainnya yang sejenis . Hal ini termasuk:

1.

Pelajaran yang paling penting mungkin dan yang paling menantang adalah
kehadiran aktor-aktor politik yang bersedia untuk memulai proses
menciptakan rasa kepemilikan atas rencana pengembangan. Biasanya di
kawasan ASEAN, rencana pembangunan adalah hubungan atas ke bawah
di mana terletak elit politik baik di ibukota nasional atau bahkan pusat-
pusat kekuasaan kota. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam
penciptaan rencana pembangunan. Ini bahkan akan lebih sulit untuk
dicapai jika ada kelompok-kelompok politik yang berbeda yang
dikendalikan dari dewan lokal.

Kualitas luar biasa dari pengalaman Sangke Toul adalah bahwa meskipun
sifat permusuhan antar politik partai di Kamboja dimana partai-partai
politik benar-benar mewakili fraksi yang berperang selama perang sipil



adalah kemampuan mereka untuk bekerja sama meskipun berada di tahun
konflik yang pahit. Mencari kemungkinan untuk bekerja bersama-sama
antar kelompok politik yang berbeda adalah sulit di bawah kondisi ini.
Tetapi sebagaimana pengalaman Komune Sangke Toul telah
menunjukkan, jika mantan pihak yang bertikai dapat bekerja sama untuk
pembangunan, dimungkinkan untuk menempa koalisi yang mungkin
terbentuk dalam dewan lokal yang memiliki sifat politik yang berbeda-
beda.

3. Tantangan lain yang mungkin mempengaruhi replikasi dari proyek ini
adalah adanya situasi politik yang sangat unik di Kamboja. Kehadiran
sejumlah besar badan-badan pembangunan termasuk PBB, menjadikan
lembaga asing ini masuk secara permanen sebagai agen pemantauan
eksternal. Kehadiran dari sejumlah besar lembaga pengembangan
memberikan insentif yang kuat untuk kinerja di dewan lokal.

4. Dengan kelemahan lembaga-lembaga politik lokal itu masih harus dilihat
apakah ada kapasitas lokal yang cukup kuat untuk menjaga akuntabilitas
antara pejabat publik lokal dan konstituen mereka.

5. Kesulitan kerjasama antar elit politik dapat disebabkan juga oleh
kurangnya kepercayaan warga biasa terhadap pemerintah mereka yang
terpilih terutama pemerintah daerah. Jika elit politik tidak dapat
menciptakan rasa percaya terhadap konstituen mereka, itu jauh lebih
menantang untuk mengajak warga untuk menjadi bagian dari proses
perencanaan. Hal ini terutama terjadi, ketika konstituen diminta untuk
secara sukarela berkontribusi dalam menjalankan rencana pembangunan
yang dipandang oleh banyak orang sebagai mandat pemerintah.

Namun terlepas dari tantangan yang disebutkan di atas, Komune Toul Sangke
mampu memasuki kapasitas konstituen mereka untuk membuat kontribusi
yang berarti dalam menemukan solusi yang tepat terhadap masalah-masalah
masyarakat. Pembentukan lembaga akan secara resmi menyalurkan
kebutuhan masyarakat yang merupakan salah satu kelebihan dalam sistem
ini. Daripada hanya mengandalkan pada solusi ad hoc untuk konsultasi, kantor
dibuat sebuah kehadiran permanen dalam kotamadya. Membuatnya menjadi
bagian dari aparat resmi pemerintah, proses konsultasi menjadi bagian resmi
dari sistem.
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1.1.1.2 Pembuatan kebijakan dan pemimpin komunitas yang
terpusat di Khon kaen, Thailand

Konteks Politis dan Sejarah

Sejak masa pemerintahan monarki absolut, Thailand telah memerintah secara
terpusat. Pola ini terjadi di masa "rezim administratif kolonial Inggris, dimana
negara pusat yang kuat dirancang untuk mengamankan kontrol atas daerah
pedesaan terpencil. Tingkat sentralisasi yang tinggi di Thailand selamat dari
jatuhnya monarki absolut pada tahun 1932, invasi Jepang, pemberontakan
komunis, dan negara komunis agresif. "Namun dengan pemulihan
pemerintahan demokratis pada tahun 1997, tingkat desentralisasi yang baru
telah dilakukan. Meskipun desentralisasi pemerintah daerah telah melekat
dalam semua konstitusi Thailand sebelumnya, tahun 1997 konstitusi memiliki
tugas yang lebih luas dan difokuskan pada arti penting pemerintah daerah
dalam pembangunan. Menurut konstitusi 1997 lebih banyak sumber daya
keuangan dan kekuatan hukum diberikan kepada unit pemerintah daerah.

Perbaikan ini dilakukan lebih mendalam seiring dengan perjalanan UU
Desentralisasi 1999. Meskipun adanya tarikan yang kuat dari Departemen
Dalam Negeri tentang sentralisasi, pertumbuhan berkelanjutan untuk unit
pemerintah daerah yang mampu melaksanakan kreativitas dalam menyusun
dan melaksanakan rencana pembangunan terus membuktikan efek positif
dari pemberdayaan unit-unit pemerintah daerah di Thailand. Kasus di bawah
ini  menganalisis Praktik terbaik dalam partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan mengembangkan rencana pembangunan kembali dalam
konteks pemerintahan kota di Kotamadya Khonkaen.

Kotamadya Khonkaen terletak di Kabupaten Muang, Khon Kaen Provinsi.
Khonkaen City adalah kota utama di bawah rencana pembangunan ekonomi
nasional bersama-sama dengan Chiang Mai, Songkhla, Nakhon Ratchasima,
dan Chonburi. Saat ini, Khonkaen adalah pusat regional untuk pendidikan,
kemakmuran ekonomi, instansi pemerintah, dan transportasi. Selain
penduduk aslinya, Khon Kaen memiliki banyak penduduk Thailand-Cina.
Mereka tinggal di sebuah komunitas besar dan memainkan peran penting
dalam pembangunan ekonomi seperti Thailand-Vietnam dan orang asing yang
duduk di Provinsi Khonkaen. Saat ini, kecenderungan penduduk di kotamadya
Khonkaen telah menurun terutama di tahun 2003-2006. Hal ini disebabkan
oleh perluasan daerah perumahan menyerupai bentuk perumahan. Hari ini,
Kota Khonkaen memiliki populasi total sekitar 450.000 orang.



A. Uraian dan Dasar Pemikiran dari Praktik-Praktik Terbaik

Praktik terbaik dari Khonkaen berkisar sekitar Praktik perencanaan yang
dilaksanakan oleh eksekutif pemerintah daerah. Metodologi perencanaan
Dewan Kota Khon Kaen melibatkan Praktik-Praktik berikut:

1. Dewan Kota menciptakan sebuah forum dengar pendapat publik tentang
ulasan dan pendapat untuk membantu pengambilan keputusan eksekutif
kota;

2. Pemerintah Kota Kecil di Kota Besar di sisi lain adalah bentuk partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dimana anggota
masyarakat bersama-sama merumuskan rencana pembangunan mereka
sendiri berdasarkan kebutuhan mereka;

3. Dewan kota membentuk berbagai forum dan seminar dimana anggota
masyarakat secara aktif berpartisipasi;

4. Dewan Kota menciptakan lembaga permanen di dewan Kota untuk
bertindak sebagai agen utama Dewan Kota serta koordinasi Masyarakat,
menciptakan Departemen Desentralisasi Partisipasi dan Desentralisasi
Kekuatan;

5. Walikota secara langsung mengelola tim ahli dalam dewan kota untuk
secara langsung melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku
kepentingan setempat, termasuk akademisi, pemimpin Organisasi
Masyarakat Sipil (OMS), dan anggota masyarakat;

6. Staf dewan kota secara aktif berpartisipasi dalam berbagai tahapan
proyek;

7. Universitas Khon Kaen menjadi sumber bagi para ahli dan tempat di mana
ide-ide bersama yang dibentuk oleh masyarakat dan dewan kota dibahas.

8. Radio komunitas juga menjadi sumber penting bagi ide-ide informasi,
pertukaran dan penyebarluasan ide.

B. Peluang dan Tantangan

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan berbasis masyarakat
menyebabkan beberapa perbaikan, termasuk:
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1. Penciptaan sebuah kuil kota, gerbang kota, dan daerah hijau untuk
meningkatkan rekreasi dan memecahkan masalah lalu lintas pada waktu
yang sama;

2. Selain melihat kontribusi sebagai salah satu hal penting dari Praktik
terbaik, terdapat juga mekanisme yang dibentuk di mana orang-orang dan
berbagai kelompok OMS mampu berpartisipasi secara teratur;

3. Studi kasus pertama melibatkan pendekatan bawah ke atas untuk
mengetahui kebutuhan rakyat. Kasus partisipasi masyarakat di Kota Khon
Kaen melibatkan penciptaan forum publik di mana orang dapat
mengekspresikan pilihan mereka, pendapat dan ulasan sehubungan
dengan berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah kota;

4. Mengubah proses pengambilan keputusan di kotamadya menjadi sebuah
mekanisme yang benar-benar partisipatif dimana pemerintah, rakyat
menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dari awal dari ide-ide
tentang berbagai proyek sampai proyek tersebut benar-benar
dilaksanakan;

5. Kasus kedua melibatkan penciptaan Departemen Partisipasi dan promosi
Kekuatan Desentralisasi di Kotamadya Khon Kaen. Departemen ini
merupakan bagian dari sistem formal pemerintahan.

Keberhasilan dari Praktik terbaik tergantung pada adanya empat faktor
penting:

Kepemimpinan aktif dari Kepala Eksekutif Lokal,

Kapasitas dukungan staf di kantor kotamadya,

Kerjasama dari masyarakat setempat,

Kemampuan lembaga akademik lokal University. Khon Kaen.

B W=

Memobilisasi dukungan masyarakat dalam partisipasi perumusan sampai ke
tahap pelaksanaan proyek ini adalah salah satu aspek yang lebih sulit dalam
BP. Tugas memobilisasi dukungan masyarakat biasanya tergantung pada
kepemimpinan aktif dewan lokal. Praktik terbaik yang dibahas di atas adalah
kombinasi kepemimpinan aktif ditambah dengan pelembagaan partisipasi
Rakyat melalui Departemen Partisipasi dan Partisipasi Kekuasaan. Penciptaan
Dewan dari lembaga ini dalam kota menciptakan sebuah forum permanen bagi
masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Mungkin akan sulit untuk mereplikasi mekanisme yang sama dalam konteks
yang berbeda ketika tidak ada permintaan untuk partisipasi masyarakat dan
ketahanan terhadap gangguan yang datang dari pemerintah kota. Selain



menemukan kepemimpinan aktif dari pejabat publik terpilih, kepada para
anggota birokrasi lokal dan faktor kerja sama organisasi masyarakat sipil yang
harus dipertimbangkan dalam mereplikasi praktik terbaik. Mengingat
kombinasi yang tepat dari kepemimpinan, inisiatif dan bersemangat publik ini
Praktik Terbaik dapat direplikasi dalam menciptakan mekanisme yang tepat
untuk partisipasi masyarakat.

1.1.3. Persyaratan untuk replikasi Praktik-Praktik Terbaik (BP)

¢ Pegawai

Kehadiran staf terlatih untuk memfasilitasi pertemuan serta koordinasi
dengan kelompok adalah penting untuk keberhasilan program BP. Dalam
kasus Komune Sangke Toul, kepemimpinan dari tiga partai politik besar di
dewan Komune sangat penting dalam memberikan keterampilan
kepemimpinan yang diperlukan dalam proyek menuju penyelesaiannya.
Kapasitas OMS dan kehadiran relawan yang ada di masyarakat juga
penting karena koordinasi antara dewan, CSO dan para sukarelawan dalam
membentuk hakikat BP.

¢ Penerimaan Sosial Budaya

Dalam masyarakat, ada tingkat kepercayaan yang tinggi karena mereka
semua berbicara homogen dan secara budaya berbagi latar belakang
budaya yang sama karena mereka semua milik kelompok budaya yang
sama. Hal ini terlepas dari adanya lingkungan yang sangat dipolitisir di
mana masyarakat terbagi diantara tiga faksi-faksi politik utama. Sebelum
desentralisasi setiap partai politik pendukungnya dilindungi dengan proyek-
proyek. Ini lingkungan persaingan politik antara berbagai kelompok yang
tidak menjadi halangan tetapi sebenarnya menjadi alat untuk kerja sama
politik antara para pemimpin Dewan.

e Persyaratan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
Para OMS berpartisipasi dalam jenis BP harus mampu bekerja dengan
kelompok-kelompok politik yang berbeda. Para OMS harus memiliki
perspektif yang berpikiran terbuka untuk setiap ide dan pendapat
mengenai partisipasi pada proyek tersebut. Ini harus fleksibel dalam
menyesuaikan diri dengan pergeseran dalam perilaku dan rencana yang
diusulkan oleh otoritas dewan.

e Persyaratan Logistik
Harus ada tempat permanen untuk pertemuan dan lokakarya pelatihan.
Dewan lokal dapat menyediakan dana minimal untuk mendukung biaya
bahan pelatihan. Dewan juga harus menyisihkan dana untuk menyediakan
biaya bahan informasi yang akan dibutuhkan untuk memfasilitasi
penyebarluasan ide penting pembaruan proyek.
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Persyaratan Hukum dan Administratif

Sebuah nota kesepahaman harus ditandatangani antara semua peserta
proyek setelah selesainya lokakarya pelatihan yang diperlukan. Isi
memorandum tersebut harus menguraikan tanggung jawab masing-masing
pihak terhadap proyek. Dewan juga harus memberikan rancangan resolusi
lokal yang mendukung proyek ini dalam rangka untuk memberikan bobot
hukum untuk peran setiap pemangku kepentingan proyek. Resolusi dan
memorandum harus sesuai dengan undang-undang nasional tentang
prosedur administratif pemerintahan lokal.

Replikasi model BP untuk partisipasi Rakyat

Usaha mencoba untuk meniru model BP yang dibahas dalam bab ini
memiliki beberapa pedoman penting yang harus dipertimbangkan. Pertama
adalah lingkungan hukum lokal ,yang kedua situasi sosial-ekonomi kota
dan penduduk dan akhirnya kualitas dan kapasitas para pemangku
kepentingan dalam masyarakat. Ini termasuk keterampilan kepemimpinan
dari Kepala Eksekutif dan kapasitas birokrasi lokal, kapasitas aktor-aktor
diluar daerah tersebut dan yang paling penting kapasitas masyarakat
untuk aktif dan bermakna partisipasi dalam proses pembangunan.
Kotamadya akan mencoba untuk meniru proses ini setelah terlebih dahulu
melakukan audit situasi internal kapasitas dan kelemahan. Setelah itu
Praktik -Praktik berikut dapat digunakan untuk membantu dalam
mereplikasi program penggalangan partisipasi rakyat  tentang
pembangunan:

1. Pertama, para eksekutif Kota bersama dengan stafnya, pemimpin CSO
dan anggota masyarakat harus melakukan review terhadap kapasitas
masing-masing sektor dalam rangka untuk mengetahui kekuatan dan
kelemahan. Tujuan dari Praktik ini adalah untuk membiasakan anggota
masyarakat bersama-sama dengan para pemimpin pemerintah lokal
satu sama lain. Ini memfasilitasi hubungan dan kepercayaan kerja sama
satu sama lain dalam setiap usaha di masa depan.

2. Praktik penting kedua adalah bersama-sama meningkatkan kapasitas
masing-masing sektor yang meliputi pemerintah setempat, CSO dan
anggota masyarakat. Dana untuk pelatihan pengembangan tersebut
dapat berasal baik dari pemerintah nasional yang memberikan pelatihan
reguler bagi staf lokal, lembaga pembangunan dan juga dari pemerintah
daerah sendiri yang bisa dilaksanakan dalam seminar pelatihan inhouse
dengan ahli yang terlatih dapat disewa dari lembaga lokal (universitas
lokal, pengusaha sosial, dll). Semua pemangku kepentingan bersama-
sama harus berpartisipasi dalam seminar pelatihan untuk lebih
memperdalam tingkat kerjasama.
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. Seminar-seminar pelatihan sudah harus menghasilkan penilaian

kebutuhan pemerintah kota. Makalah tentang penilaian harus diproduksi
bersama oleh pemerintah dan pelaku lokal diluar pemerintah yang
meliputi OMS dan anggota masyarakat. Seperti tiga kasus yang dikutip
di atas, keberhasilan mereka tergantung pada identifikasi masalah-
masalah komunitas mereka. Setelah mengidentifikasi permasalahan,
mereka harus dapat menyusun antara masalah yang paling penting dan
paling layak untuk diselesaikan.

. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah bersama, bahwa tugas

merumuskan rencana pengembangan untuk memecahkan masalah
harus dipatuhi oleh masyarakat. Dana yang diperlukan untuk mendanai
studi kelayakan yang akan memberikan perkiraan biaya proyek dapat
berasal dari beberapa sumber. Berdasarkan pengalaman kasus BP
partisipasi Rakyat, dana dapat berasal dari keuangan Negara (seperti
yang ditunjukkan oleh BP dari Vietnam, Kamboja, dan Thailand),
ditambah dengan kontribusi relawan '(Vietnam dan Kamboja) dan dari
sumber-sumber keuangan lokal kotamadya.

. Tahap pelaksanaan proyek harus bertanggung jawab dan transparan

dari awal. Adalah penting bahwa semua biaya dan sumber daya yang
digunakan dalam tahapan proyek harus terbuka untuk publik. Selama
undang-undang lokal / nasional memungkinkan harus ada akuntansi
keuangan publik dalam proyek. Rincian tentang bagaimana anggaran
nasional dan lokal digunakan bersama dengan jumlah yang berasal dari
kontribusi sukarela (seperti kasus Vinh City dan Toul Sangke) harus
dipublikasikan.

. Peran kepemimpinan aktif adalah penting untuk melakukan apapun.

Sebuah  komunitas harus mampu mengidentifikasi kapasitas
kepemimpinan kepala eksekutif lokal. Kurangnya aktivitas dalam
kepemimpinan dapat dilengkapi dengan mencari dukungan dari anggota
lain pemerintah daerah. Kasus Khon Kaen City adalah contoh, dimana
kepemimpinan walikota dilengkapi oleh kapasitas kantor perencanaan
kota setempat. Pemimpin OMS yang dari masyarakat itu sendiri selalu
dapat membantu dalam melaksanakan pembangunan berbasis
masyarakat.

. Politik lokal juga merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan

demokratis untuk tingkat masyarakat lokal. Mereka harus mampu
memanfaatkan ruang publik seperti kapan ini tersedia untuk
mengekspresikan keprihatinan mereka mengenai masalah-masalah
masyarakat. Dengan menciptakan kesadaran publik yang terus
menerus tentang masalah tertentu dalam masyarakat, kepala eksekutif



lokal mungkin berani untuk bertindak sesuai dengan memasuki naluri
pemilihan pejabat publik. Namun tindakan publik untuk memobilisasi
dukungan untuk program tertentu harus mengambil tanggung jawab
dari batas hukum dalam melaksanakan kampanye seperti itu untuk
menghindari kekerasan dan intimidasi dari lawan reformasi dan bahkan
badan-badan keamanan lokal.
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1. Kelembagaan Pemerintahan

1.1.4.2.1.4. Elemen Kunci Tata Kelola Kelembagaan

Tata kelola kelembagaan dalam buku teks mengacu pada fungsi yang tepat dan
efektif dari lembaga kota dalam menyediakan layanan untuk memenuhi tuntutan
pertumbuhan warganya. Dalam konteks ini, pemerintahan institusional
memerlukan cara penyampaian yang berkualitas, efisien dan tepat waktu untuk
pelayanan publik pemerintah kota melalui cara-cara demokratis.

1.1.1.1. Kunci Kerangka Tata Kelola Kelembagaan di Tingkat Provinsi
dan Kota di Lima Negara

Meskipun setiap lima negara tersebut secara geografis dan budaya adalah
berbeda dan ditandai oleh unit administrasi mereka pada berbagai tingkat
pemerintah sub-nasional yang berbeda, dan tetapi mereka pada berbagai tahap
implementasi program desentralisasi reformasi, desentralisasi dan reformasi
pemerintahan lokal tampaknya memiliki pemikiran yang sama:

"Mengurangi ketidakpuasan rakyat terhadap sistem pemerintah terpusat dan
untuk membawa suara rakyat dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk
mempromosikan respon dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah dan
pejabat dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka".

Dalam hal ini, tujuan umum dari reformasi adalah untuk:

e Menciptakan budaya demokrasi partisipatif lokal, bertanggung jawab kepada
warga;

e Meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur;

¢ Membawa tentang pembangunan sosial dan ekonomi;

e Berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Ini adalah tujuan ambisius yang tidak dapat dicapai tanpa administrasi yang
tepat pada tempatnya. Struktur administrasi tertentu umumnya tergantung
pada ukuran geografis dan demografis pemilihnya. Untuk lima negara ASEAN
dalam proyek ini, selain yang dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh
dewan, pemerintah kota biasanya mencakup yang secara langsung atau tidak
langsung terpilih sebagai walikota serta dewan yang ditunjuk atau walikota /



gubernur dan staf karyawan yang umumnya publik / karir dan / atau dikontrak.
Sebagai warga 'tuntutan yang terus meningkat, manajemen yang sangat
terampil dan profesional dan staf yang harus dikerahkan di lingkup pemerintah
dalam rangka untuk melakukan pekerjaan pelayanan publik sebagai kebutuhan
warga, namun sesuai dengan kebijakan lokal, resolusi dan arahan. Dalam hal
ini, adalah penting bahwa kita memahami kerangka struktur administrasi sub-
nasional yang dijalankan di kelima negara ini.
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Dewan Komune / Sangkat (untuk tingkat pemerintahan terendah) - secara
langsung dipilih melalui sistem proporsional partai - yang menerima dana
mereka melalui transfer tahunan dana pemerintah (disebut Komune /
Sangkat Fund) dan mempekerjakan staf yang sangat sedikit (termasuk
satu pegawai inti ). Seperti yang sekarang, dewan-dewan yang dipilih
secara langsung memiliki peran yang sangat terbatas, fungsi, tanggung
jawab, wewenang dan sumber daya.

Tingkat untuk kabupaten / kota dan provinsi / - dewan untuk ibu kota , di
23 provinsi, 159 kabupaten, 26 kota dan 8 Khan (distrik perkotaan di
Ibukota Phnom Penh) - yang terpilih pada Mei 2009. Pemilihan dewan ini
dilakukan dengan cara yang berbeda untuk pemilihan komune dan hanya
anggota dewan (11353) komune / Sangkat adalah pemilih yang berhak
untuk memilih mereka yang lebih tinggi di tingkat dewan. Bersama dengan
dewan pemerintah yang ditunjuk gubernur, mereka mewakili pemerintah di
tingkat ini.

Sebelum pembentukan sub-administrasi di atas, layanan pengiriman (SD)
pemerintah telah disediakan terutama oleh kementerian nasional dan staf
teknis mereka yang berbasis di tingkat provinsi dan kabupaten (tidak di
tingkat komune). Sekarang, pemerintah pada tahap meninjau fungsi
layanan pengiriman ini dan sedang mempertimbangkan bertahap
mentransfer mereka ke provinsi /ibu kota dan kabupaten / kota
administrasi.

INDONESIA

Indonesia adalah negara republik kesatuan oleh konstitusi dan secara
administratif dibagi menjadi 33 provinsi (termasuk tiga provinsi khusus dan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Provinsi dibagi lagi menjadi distrik (349)
dan kota (91). Desa-desa (desa) berada di bawah yurisdiksi kabupaten,
dan desa perkotaan (kelurahan) di bawah vyurisdiksi pemerintah
kotamadya. Kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
langsung - mirip dengan presiden dan wakil presiden negara itu. Mayoritas



PNS publik dikelola oleh kabupaten dan pemerintah kota melalui badan-
badan teknis pemerintah.

FILIPINA

Konstitusi Negara 1987 memberikan desentralisasi dan otonomi daerah
yang luas yang lebih besar. Hal ini juga membentuk dasar untuk
Government Code 1991 Lokal yang memberikan unit pemerintah daerah
tanggung jawab memberikan pelayanan publik di daerah dan dasar dan
meningkatkan pendapatan lokal atau sumber sendiri untuk membiayai
pengeluaran tugas mereka. Desentralisasi dan devolusi kekuasaan dan
kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melepaskan
peluang luar biasa untuk pengembangan diri di tingkat lokal tidak seperti
periode sebelum ditetapkannya undang-undang desentralisasi saat
pemerintah pusat atau nasional diberikan kontrol atas hampir semua aspek
lokal administrasi dan pemerintahan.

THAILAND

Ada tiga jenis pemerintahan kotamadya: tingkat kabupaten, tingkat kota
dan tingkat kecamatan. Dalam setiap kabupaten / kota, ada majelis kota
dan walikota, dipilih langsung oleh warga lokal mereka untuk 4-tahun.
Pada hari ini, ada 1.229 kota (tingkat kabupaten: 20;tingkat kota 84, sub-
tingkat distrik: 1025).

Secara historis, sebelum reformasi desentralisasi pada tahun 1990-an,
otoritas local di Thailand tidak memainkan peran penting dalam
penyediaan pelayanan publik dibandingkan dengan pemerintah pusat dan
kantor cabang sub-nasional. Dalam hal ini, reformasi desentralisasi di
Thailand adalah sebuah upaya untuk mentransfer pelayanan administrasi
dan sumber daya keuangan dan manusia untuk otoritas lokal dan
kemudian mengembangkan kapasitas mereka dalam penyediaan pelayanan
publik.

VIETNAM

Secara administratif, Vietham memiliki tiga tingkatan sub-nasional yang
terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten dan komune. Tingkat pertama
dari tingkat sub-nasional adalah provinsi dan kota. Pada 2005, ada 64
provinsi, termasuk 59 provinsi dan lima kota. Tingkat kedua adalah 662
kabupaten yang meliputi 25 kota provinsi, 42 kabupaten kota, 59 kota,
dan 536 distrik pedesaan. Tingkat ketiga adalah komune. Ada 10.776
komune yang meliputi 1.181 bangsal, kabupaten 583 kota, dan 9.012
komune.



Setiap tingkatan di atas memiliki organ yang disebut dewan perwakilan
Rakyat. Dewan Rakyat di ketiga tingkatan secara langsung dipilih oleh
semua pemilih yang berhak di konstituensi mereka melalui sistem
Plurality-Majority/FPTP. Pemilu lokal dapat digelar pada waktu yang
berbeda. Sesuai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Dewan
Rakyat setiap tingkat harus memilih, mengangkat dan memberhentikan
presiden, wakil presiden dan anggota lain dari Komite Rakyat dalam hal ini
(secara harafiah, dewan gubernur) dan kepala dan anggota lain dari
komite khusus yang termasuk Juri Pengadilan Rakyat. Komite Rakyat
adalah organ eksekutif yang berkoordinasi dengan seluruh kantor teknis
dalam penyediaan pelayanan publik.

1.1.1.2. Kunci Mencapai Efektivitas Kelembagaan untuk Pemerintah
Daerah dan Demokrasi (oleh Dr Gaudioso C. Sosmena, Jr)

Lembaga didirikan untuk melakukan fungsi tertentu dan tujuan. Karena lembaga
untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan, manajemen yang baik adalah
prasyarat penting untuk mencapai efektivitas kelembagaan. Lingkungan yang
terus berubah lembaga juga membutuhkan fleksibilitas organisasi.

Lembaga lokal dan lembaga-lembaga publik berkaitan dengan pengelolaan
pemerintah daerah dan Praktik demokrasi harus memiliki fleksibilitas organisasi
serta kapasitas antisipasi atau prediksi untuk melihat peluang di muka dan
untuk mengembangkan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu
dan spesifik. Pedoman dasar tentang bagaimana sebuah institusi secara optimal
dapat melakukan untuk menyelesaikan mandatnya dirumuskan sebagai alat
manajemen pemerintah daerah yang mungkin menjalani pemeriksaan dan
evaluasi.

Demikian juga, pedoman berikut untuk efektivitas kelembagaan yang dirancang
khusus untuk lembaga-lembaga demokrasi lokal yang meliputi kota / kota
administrasi, unit pemerintah daerah lainnya dan asosiasi pemerintah lokal
yang terlibat dalam perumusan strategi pengelolaan lokal untuk pemerintahan
lokal yang efektif:

e Tinjauan Ulang Mandat Hukum Institusi
Tujuan: Untuk membentuk sebuah patokan yang akurat untuk apa yang
diharapkan dari keberadaan institusi. Contohnya adalah pemerintah daerah
dan lembaga-lembaga publik lokal yang dibuat baik oleh ketentuan konstitusi
dan / atau tindakan hukum / undang-undang.
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Hal ini penting tidak hanya untuk proses perencanaan program tetapi juga
untuk staf setiap institusi lokal untuk mengetahui kerangka hukum tugas
anggota staf individu.

Lembaga seperti pemerintah daerah harus ada dan bertindak sesuai dengan
hukum publik atau konstitusi negara. Untuk lima negara yang dibahas di sini,
mandat hukum dari kota / kota administrasi secara rinci ada dalam undang-
undang organik masing-masing negara itu, desentralisasi atau tindakan
pemerintah daerah dan peraturan.

Mengamati Prinsip Kardinal dalam Manajemen Organisasi yang
Mengikuti Fungsi Struktur

Tujuan: Untuk mengingatkan kepala pemerintah daerah dan analis
manajemen bahwa mandat hukum harus dipahami terlebih dahulu sebelum
keputusan dibuat tentang bagaimana lembaga lokal harus diorganisir. Isinya
juga menentukan divisi dan unit organisasi. Salah satu tujuan penting dalam
penciptaan divisi-divisi dan unit adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan
warga diidentifikasi secara benar dan bahwa administrasi disusun dalam cara
terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kota-kota percontohan, divisi dan unit yang dibahas adalah mereka yang
memberikan kualitas dan layanan tepat waktu kepada warga dengan akses
mudah, transparansi serta biaya terjangkau dan rendah. Dalam hal ini, kota-
kota 'manajemen harus menciptakan struktur sesuai dengan fungsi yang
didesentralisasikan dan / atau didelegasikan, ruang lingkup warga'
permintaan / kebutuhan dan sumber daya..

Mengatur Kebijakan, Tujuan dan Program Organisasi

Tujuan: Untuk memberikan arah kebijakan dan tujuan organisasi, termasuk
apa kegiatan proyek dan tanggung jawab staf untuk menyelesaikan dan
mencapainya.

Perumusan kebijakan dan program organisasi merupakan Praktik penting
yang memungkinkan pemerintah daerah atau organisasi lokal lainnya
melakukan tugas mereka jauh lebih efektif dan efisien. Kota di lima negara
telah melalui proses pengembangan jangka panjang mereka, jangka
menengah dan rencana tahunan serta anggaran mereka. Oleh karena itu,
penting untuk mengingatkan percontohan kami tentang proses partisipatif
kota dan demokratisketika merumuskan dan meninjau rencana mereka.



Merancang Program Pembangunan Kompetensi untuk Staf
Pemerintah Daerah dan Lembaga Lokal Lainnya

Tujuan: Untuk menjaga efektivitas yang optimal dan produktivitas yang
efisien dari pemerintah daerah dan institusi lokal lainnya serta
mengembangkan budaya unggul dalam administrasi pemerintah daerah dan
dalam kepemimpinan politik.

Program pengembangan kompetensi sebaiknya terdiri dari campur tangan
pelatihan sektoral. Pertama upaya, membangun kompetensi yang berbasis
pengetahuan. Ini adalah apa yang sebut pendidik kognitif atau latihan
intelektual. Hal ini dapat mencapai pengetahuan tertentu yang tergantung
pada persyaratan dari suatu posisi tertentu. Untuk administrator pemerintah
daerah itu akan menjadi hal kepemimpinan lokal dan politik yang
konstruktif. Untuk anggota dewan pemerintah daerah pada prinsipnya
memiliki ideologi politik yang berbeda, pertimbangan politik konstruktif
kebijakan lokal, rencana dan anggaran akan menjadi tema penting.
Musyawarah ini harus mencakup partisipasi masyarakat, keterlibatan
masyarakat serta perhatian khusus pada kelompok-kelompok kepentingan
terpinggirkan, rentan dan orang yang berbeda.

Kedua adalah pengembangan keterampilan atau auto motorik sebagaimana
yang dilakukan pendidik . Dimensi kedua ini harus dilakukan dengan
mengembangkan keterampilan teknis tertentu baik dalam pekerjaan mental
dan manual dan atau persyaratan posisi tertentu. Contohnya adalah
keterampilan komputer dan / atau keterampilan pengambilan keputusan yang
efektif. Pengembangan keterampilan mendukung pelatihan berbasis
pengetahuan.

Dimensi pelatihan ketiga berfokus pada aspek sikap atau perilaku. Ini
memiliki sesuatu untuk dilakukan dalam mengembangkan sikap positif untuk
posisi tertentu. Pada waktunya, perubahan perilaku diperlukan bagi seseorang
untuk menjadi lebih produktif dalam pekerjaan . Dalam keadaan lain, personil
pemerintah daerah harus sesekali menjangkau masyarakat untuk memahami
kesulitan dan kebutuhan mereka daripada menunggu warga untuk selalu
datang untuk menuntut layanan jasa.

Ada lima (5) persyaratan minimum bagi seseorang untuk dapat bekerja
secara produktif dan memuaskan terutama jika seseorang berhadapan
dengan publik. Ini adalah:

a) Cakrawala intelektual yang tinggi atau luas;

b) Memiliki daya analisis;

C) Harus tegas;

d) Harus memiliki rasa keadilan;
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e) Harus memiliki akal sehat, yang tidak selalu mudah, terutama ketika
seseorang terjebak dalam budaya legalisme.

Tugas Staf individu dalam Pemerintah Lokal dengan Tanggung
Jawab Tertentu

Tujuan: Untuk memungkinkan anggota staf individu untuk mengetahui dan
memahami peran mereka dalam mencapai mandat dari pemerintah lokal dan
institusi lokal lainnya.

Gambaran tugas dan konten pekerjaan staf individu harus didefinisikan
dengan baik. Ketika setiap anggota staf benar-benar tahu pekerjaannya,
maka dilakukan pengawasan minimum, sehingga memungkinkan pengawas
untuk menjadi jauh lebih kreatif dan lebih peduli dengan kebijakan ketika
membuat atau melakukan konsultasi konstituen dengan pemerintah lokal.
Beberapa organisasi membutuhkan staf untuk menandatangani deskripsi
pekerjaan mereka untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya
mepahaminya.

Menentukan Piranti Manajemen yang Diperlukan untuk Organisasi
Pemerintah Daerah.

Tujuan: Untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan orientasi
kompetensi teknis dan geografis sistem informasi dari pemerintah daerah.

Peralatan digital seperti komputer dan gadget Sistem Posisi Global (GPS)
sangat penting untuk memodernisasi lembaga-lembaga pemerintah daerah.
Dalam studi kota-kota di lima negara, komputerisasi telah didorong oleh
manajemen kota. Semua staf di kota Yogyakarta, misalnya, ini harus paham
tentang komputer.

Fungsi Desentralisasi yang tepat dan Wewenang Pemerintah Daerah
dalam Pengoperasian Unit Organisasi yang tepat.

Tujuan: Untuk mengembangkan hierarki tingkatan pengambilan keputusan
yang merupakan bagian dari prinsip manajemen yang baik.

Sebuah lembaga atau pemerintah lokal yang fungsi dan wewenang yang
terpusat dalam menjamin kelancaran operasional dan melanjutkan
organisasi, bahkan jika kepala kantor atau pemimpin pemerintah daerah
sedang melakukan perjalanan atau tidak mampu.

Sebelum keputusan dibuat, ada tiga pertanyaan yang umumnya diminta
sebagai panduan untuk membuat keputusan yang baik.



- Apakah keputusan hukum itu sesuai dengan hukum publik?
- Apakah keputusannya sesuai dengan manajemen publik yang baik?
- Sama pentingnya: apakah keputusan secara politik layak?

Menentukan Persyaratan Sistem Manajemen Informasi Lembaga
Pemerintah Daerah

Tujuan: Untuk membuat database yang akan membentuk bagian dari sistem
informasi manajemen. Sebuah sistem informasi dari setiap organisasi adalah
penting untuk membuat keputusan berkualitas. Pemerintah daerah perlu
mengembangkan kekuatan informasi berbasis lembaga atau organisasi yang
dapat membuat pemerintah lokal yang berbeda dan nyata.

Sebuah Sistem Informasi Manajemen yang efektif (MIS) meningkatkan citra
pemerintah daerah dan membuat organisasi yang berbeda dari lembaga
lain. Pemerintahan kota 'di negara yang sama biasanya pada tahap
perkembangan yang berbeda dan / atau penggunaan MIS. Oleh karena itu,
ada lebih banyak kesempatan untuk sebuah kota belajar dari rekan-rekan
mereka.

Mengelola Anggaran Pemerintah Daerah secara efisien
Tujuan: Untuk mengelola sumber daya pemerintah lokal yang terbatas untuk
hasil yang optimal.

Anggaran pemerintah daerah adalah darah kehidupan dari administrasi lokal
atau dari setiap institusi atau organisasi. Menentukan anggaran per kapita
untuk mendukung kinerja staf individu adalah hal penting untuk setiap
lembaga dalam anggaran mereka dan analisis pengeluaran.

Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja Lembaga Pemerintah
Daerah atau Organisasi Lokal.

Tujuan: Untuk dapat mengetahui apakah pemerintah lokal melakukan atau
tidak melakukan sama sekali.

Beberapa kriteria kinerja yang dapat digunakan dalam hal ini adalah:
- Kecukupan

- Responsif

- Ekuitas

- Ketepatan waktu

- Efisiensi

- Efektivitas

Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem internal
penghargaan dan sanksi. Tujuannya adalah untuk memberikan imbalan



finansial atau psikologis untuk karyawan yang berkinerja tinggi. Hal ini juga
dapat memberikan sanksi kepada karyawan yang telah tersesat jauh dari
konsep tanggung jawab pekerjaan dan akuntabilitas.

¢ Mengembangkan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
Tujuan: Untuk mengukur kinerja kelembagaan dan untuk merumuskan
tonggak implementasi, yaitu indikator-indikator keberhasilan. Keluaran dari
sebuah sistemm monitoring dan evaluasi adalah penting untuk perencanaan
ulang siklus program.

Pemerintah daerah harus membuat prioritas supaya terhadap kinerja
kelembagaan. Mengetahui biaya operasi merupakan masalah anggaran yang
sah. Sebuah sistem pemantauan dan evaluasi juga memungkinkan lembaga
untuk menghargai peluang biaya dan apa implikasi yang dimaksud oleh
pemerintah daerah sebagai institusi publik.

3.2.1.3 Melakukan Audit Manajemen

Tujuan: Untuk mengevaluasi sistem internal organisasi dan menentukan apakah
tugasnya telah secara substansial dicapai selama periode waktu tertentu.

Audit manajemen melihat ke dalam sistem dan prosedur dari pemerintah lokal
atau lembaga-lembaga demokrasi lokal seperti liga pemerintah daerah. Standar
kinerja karyawan dievaluasi, sebuah analisis biaya-manfaat dilakukan untuk
memberikan papan skor tentang bagaimana badan menjalankan dalam
totalitasnya. Proses ini menjaga pemerintah daerah sebagai organisasi supaya
selalu pada jalurnya.

Dengan bekerja bersama di bawah satu sistem dan prosedur, lembaga yang
berbeda dapat menawarkan layanan murah dan tepat waktu dengan prosedur
yang transparan dan sederhana. Pada saat yang sama, orang / penerima
layanan dapat secara drastis mengurangi waktu dan sumber daya dalam
mencari atau kadang-kadang belajar dari birokrasi pemerintah yang lain.

3.2.1.4 Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Prinsip-Prinsip Kunci
untuk Tata Kelola Kelembagaan

Transparansi dalam tata kelola kelembagaan mensyaratkan bahwa semua
keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan sesuai dengan
kerangka hukum, dan informasi yang berhubungan dengan proses pengambilan
keputusan yang sederhana dan akurat, terbuka disebarluaskan dan dapat
diakses oleh publik, terutama mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan
tersebut dan penegakannya.



Secara Internasional, "akuntabilitas" memiliki berbagai definisi. Akuntabilitas
dalam dokumentasi Praktik terbaik, bagaimanapun, mengacu pada penggunaan
tanggung jawab seseorang dan wewenang untuk melaksanakan fungsi, dan
konsekuensi yang mengikuti fungsi kinerja. Ini berarti bahwa lembaga-lembaga
sebuah kota melaksanakan fungsi mereka dengan kewenangan desentralisasi /
diberikan dan bertanggung jawab penuh atas peran mereka dengan pelaporan
dan menjelaskan alasan keputusannya. Mereka juga menanggung konsekuensi
penuh untuk atas pekerjaan mereka. Mereka harus bertanggung jawab kepada
warga negara / penerima layanan untuk apa yang mereka lakukan dan dampak
dari tindakan mereka.

Transparansi dan akuntabilitas telah dipromosikan dalam berbagai bentuk di
lima negara, status pelaksanaannya sangat berbeda . Dengan memberikan
pelayanan publik, hukum dan peraturan di lima negara di atas untuk
membangun fondasi dan juga memberikan insentif kepada pemerintah kota
untuk menyebarkan informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, konsultasi
serta pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga publik. Oleh karena itu,
pemerintah kota harus mempertimbangkan alat yang tepat dalam
mempromosikan transparansi dan akuntabilitas untuk penyediaan pelayanan
publik mereka. Ini termasuk alat untuk mempromosikan:

e Penyebarluasan draf kota sebelum keputusan;

e Penyebarluasan dokumen / laporan;

¢ Hak Rakyat mengakses informasi dan menampilkan keputusan kota
(termasuk tarif layanan dan biaya);

e Audiensi / konsultasi / proses konsultasi;

e partisipatif pengambilan keputusan;

e Informasi kinerja;

e Diskusi publik tentang kinerja tahunan kantor publik;

e Pengawasan / umpan balik eksternal.

“Panduan Praktik Partisipasi Pemerintah Lokal Dewan Tata Kota Kanada
(FCM)” menjelaskan rincian dari 15 alat-alat praktis untuk meningkatkan tingkat
kesadaran masyarakat terhadap isu-isu perencanaan kota dan keputusannya,
untuk menyediakan pemimpin pemerintahan lokal dengan penghargaan yang
lebih besar untuk prioritas publik, dan untuk mempromosikan keterlibatan publik
yang lebih besar dalam urusan pemerintah daerah. Ini termasuk rincian tentang
bagaimana mempersiapkan dan mengatur:

Publikasi Informasi

e Pusat Sumber Daya

e Penjangkauan Masyarakat
e Papan Buletin Elektronik
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¢ Rapat Umum

e Audiensi Publik

e Open House

e Lokakarya

e Desain Charrette

e Kelompok Fokus

e Survei

e Partisipatif Televisi
e Sesi Mediasi

e Kelompok Penasehat [0 Warga
e referendum

Alat ini penting untuk administrasi sebuah kota untuk mempertimbangkan dalam
mempromosikan transparansi dan akuntabilitas publik kantor mereka . Untuk
lima negara ASEAN, beberapa alat yang lebih tepat daripada yang lain; maka
berfokus pada konkretisasi dari beberapa alat-alat kerja yang dianjurkan. Selain
itu, contoh nyata dari beberapa alat penting akan dibahas di bawah Praktik
terbaik negara di bawah ini.

Untuk menanamkan akuntabilitas ke bawah dan meningkatkan layanan,
beberapa negara telah diperkenalkan dan dimasukkan ke dalam tempat yang
berbeda dalam alat sistem pengaduan / mekanisme umpan balik yang termasuk
kotak umpan balik, hotline telepon, faks, SMS, portal email dan Ombudsman
atau kantor Ombudsman. Menurut definisi, Ombudsman berarti orang yang
mandiri atau kantor yang disediakan oleh konstitusi negara, melakukan
tindakan legislatif yang dikeluarkan oleh pemerintah negara atau pusat.
Ombudsman dapat ditunjuk oleh sebuah dewan legislatif atau dipilih oleh
berbagai kelompok kepentingan (termasuk dewan kota, wakil LSM dan bisnis)
untuk bertanggung jawab dalam menerima pengaduan dari orang yang
dirugikan terhadap instansi pemerintah kota, pejabat dan karyawan. Dalam
beberapa kasus, Ombudsman memiliki kekuasaan untuk memeriksa semua
dokumen yang diperlukan, merekomendasikan tindakan korektif, mengeluarkan
laporan independen untuk dewan kota dan / atau organisasi kota-tua (seperti
Departemen Dalam Negeri / Negeri), dan / atau bernegosiasi dengan
administrasi kota.

Interpretasi definisi di atas, orang bisa menyimpulkan bahwa penjaga
Ombudsman dan pembuat administrasi kota yang bersih dari korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, pembentukan Ombudsman berfungsi
membantu pemerintah kota dalam upaya untuk mempromosikan pengiriman
kualitas, efisiensi dan tepat waktu pelayanan publik dalam yurisdiksi mereka,
sehingga mengurangi ketidakpuasan rakyat dengan pemerintah kota.



1.1.5. Praktik-praktik terbaik tata kelola kelembagaan di lima negara
Asia Tenggara-(studi kasus)

Seperti dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, lima negara ASEAN berada pada
tahap yang berbeda dari desentralisasi karena sejarah mereka, konteks
komitmen / viabilitas, administratif dan fiskal politik dan kapasitas kelembagaan.
Memakai perbedaan-perbedaan ini sebagai pertimbangan, buku ini membahas
dan merangkum beberapa praktik terbaik tentang upaya kota mereka dalam
mencoba untuk mempromosikan efektivitas kelembagaan mereka dari kelima
negara. Contoh-contoh Praktik terbaik yang tidak sebanding dengan satu sama
lain (yang memiliki sifat adat tergantung pada konteks reformasi politik dan
desentralisasi di negara itu), tapi menawarkan solusi yang mungkin diambil dan
inisiatif untuk ikut serta di kota dan organisasi dengan lingkungan politik yang
berbeda dan kapasitas dalam mencoba untuk meningkatkan efektivitas tata
kelola kelembagaan.

1.1.1.1. Indonesia: E-goverment sebagai sebuah terobosan untuk
meningkatkan kinerja dan layanan pemerintah

Secara definisi, E-Government berarti menciptakan interaksi yang nyaman,
transparan, dan murah antara pemerintah dan warga negara, perusahaan
pemerintah dan bisnis dan hubungan antara lembaga pemerintah. Sejalan
dengan definisi universal, buku ini merangkum inovatif dan pemanfaatan E
Goverment Kota Yogyakarta dari makalah yang diproduksi di bawah Proyek-Uni
Eropa yang disebut "Kemitraan untuk Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis
di Asia Tenggara".

Kota Yogyakarta

Yogyakarta adalah ibukota dan terletak di pusat Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Sisanya terbagi dalam empat kabupaten di provinsi Yogyakarta
yaitu Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kulonprogo. Kota Yogyakarta terletak
114 m di atas permukaan laut. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah 32,5 km 2
atau 1,025% dari total luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, penduduk Kota Yogyakarta adalah
sekitar 388.088 orang atau 11,2 persen dari Penduduk Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sebesar 3.452.390 (1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan).
Perekonomian Kota Yogyakarta adalah tergantung pada non minyak dan
komoditas non gas. ekspor Non minyak Yogyakarta dan gas USD 29,952,837.07
pada tahun 2008.
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A. Deskripsi dan Dasar Pemikiran Best Practice

Pelaksanaan E-Government Kota Yogyakarta adalah salah satu yang pertama di
Indonesia dalam banyak aspek: desain website, fasilitas, update, isi,
transparansi dan respon masyarakat untuk program. website resmi adalah salah
satu antarmuka yang dapat diandalkan pemerintah kota dengan masyarakat dan
menjadi andalan E-Government Kota Yogyakarta .

Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan tujuan-tujuan berikut ketika
merancang dan menerapkan E-Government Best Practices:

e Memanfaatkan teknologi untuk mengatasi transparansi administrasi
pemerintahan

e Meningkatkan partisipasi masyarakat di seluruh semua tahapan kegiatan
pembangunan pemerintah, dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi

e Meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan
publik

B. Inovasi

1. E-Government Sebagai Salah Sistem Layanan Administrasi Tunggal
Terpusat
Sistem Layanan Administrasi Tunggal Terpusat pertama kali diperkenalkan
oleh kepolisian dalam pengelolaan dokumen kendaraan bermotor. Dengan
cara ini, setiap individu bisa menyelesaikan urusan administratif dengan
informasi yang lebih jelas, biaya dan waktunya. Kota Yogyakarta memiliki
sistem ini kemudian diadopsi ke dalam satu e-government mereka, untuk
layanan bagi masyarakat.

a. E-Pajak dan Retribusi
Dengan sistem online, penduduk Yogyakarta sekarang dapat
menemukan informasi tentang peraturan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta,
dan mempelajari berbagai macam retribusi di Kota Yogyakarta.

b. E-Permit
Pada tahun 2006, pemerintah memutuskan Yogyakarta untuk mengatur
semua izin-layanan terkait di bawah satu lembaga yaitu Kantor Izin,
yang akan memanfaatkan teknologi berbasis sistem informasi.
Sebelumnya, unit yang sama didirikan sebagai payung untuk
memfasilitasi perwakilan dari kantor pemerintah-namun, belum terbukti
meningkatkan efektifitas dan menunjukkan kurangnya koordinasi dalam
memberikan pelayanan izin untuk publik. Dengan demikian, pemerintah



telah memutuskan untuk mengatur semua ijin terkait layanan online dan
di bawah manajemen Kantor Izin.

E-Public Services

Masyarakat Yogyakarta dapat menerapkan dan mendapatkan berbagai
jenis ijin / lisensi di situs web Kota. Sampai saat ini, ada 29 izin yang
berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas umum di Kota
Yogyakarta. Layanan tersebut meliputi pendaftaran perusahaan,
perpustakaan, aplikasi hipotek, kartu identifikasi.

Konsultasi Belajar Online Siswa

Ini adalah konsultasi belajar online untuk SMP dan siswa SMA yang
dapat diakses dari www.jogjakota.go.id, atau dengan nomor khusus
melalui ponsel dan alamat email. Format konsultasi memungkinkan
siswa untuk mendiskusikan topik atau aspek-aspek dari subyek dengan
dua guru yang bertanggung jawab (jadwal diatur oleh Pemerintah),
untuk tema yang belum mampu mereka pahami selama jam sekolah.

Hubungan antar Departemen dan Unit Pelayanan Publik yang
Lebih Baik

Berbagai departemen dan unit saling berhubungan melalui website,
sehingga mereka dapat saling berbagi informasi, saran, dan keluhan
yang mereka terima. Bagi masyarakat, interkoneksi ini juga
menyediakan akses yang lebih baik untuk menemukan informasi dalam
link pemerintah yang relevan.

2. E-Government untuk Internal

78

E-recruitment

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mulai menerapkan rekrutmen online
calon pegawai negeri sipil (CPNS) sejak tahun 2008. Jumlah pelamar
menggunakan fasilitas ini pada tahun 2009 mencapai sepuluh ribu orang.
Sistem ini tampaknya bisa mengantisipasi misalnya minat besar dan
tidak mengalami overload atau kegagalan selama proses perekrutan.
Namun demikian, Pemerintah Kota dikecam karena mengharuskan
semua pegawai negeri sipil menjadi paham komputer, sementara itu
disadari bahwa keterampilan komputer tidak sama diajarkan di semua
sekolah, menyebabkan beberapa pelamar tidak dapat mengisi formulir
aplikasi elektronik.



b. E-Procurement

Proses E-Procurement dimulai dengan mengisi semua persyaratan
administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan proses
sepenuhnya terkomputerisasi. Peserta Lelang kemudian akan
mengajukan tawaran pada spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Mereka tidak memiliki pengetahuan
tentang penggagas atau pembuat keputusan tender tersebut karena
keputusan dibuat oleh tujuh kelompok kerja yang dibentuk oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta untuk setiap tender . Ketujuh anggota
kelompok yang bekerja berasal dari tujuh Unit Kerja Pembangunan
Daerah (SKPD) untuk meminimalkan lobi pribadi dari pembuat
keputusan tunggal oleh perusahaan. Mengingat keberadaan kelompok
kerja ini, pemenang dari proses penawaran bisa ditentukan oleh pejabat
SKPD lain yang berbeda dari pembukaan tender.

3. E-Government untuk Bagian Interaksi

Forum Online Masyarakat

Situs ini juga menyediakan ruang untuk dialog antara masyarakat umum
dan pejabat pemerintah melalui bagian On-Line Forum Rakyat, yang
memiliki dua kolom yaitu Warga dan Polling. Pada kolom Penduduk,
setiap warga Yogyakarta dapat menyampaikan keluhan , pesan, kritik,
saran, atau informasi tentang kondisi kota dan isu-isu sehari-hari yang
dihadapi oleh masyarakat. Sayangnya, kolom ini tidak menampilkan
jawaban atau respon dari pemerintah kota.

Unit Pengaduan dan Informasi Keluhan (UPIK)

Pada tahun 2006, Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak dari
Swiss meluncurkan sebuah situs yang dapat diakses oleh publik dan
melayani informasi publik dan pengaduan. Situs ini menjadi forum
komunikasi antara warga Yogyakarta dan pemerintah mereka, di mana
orang menyampaikan informasi, keluhan, kritik, dan saran tentang
pelayanan publik dan kegiatan pembangunan di kota.

C. Desain dan Implementasi E-Government Kota Yogyakarta

Ada empat Tahap implementasi yang dilakukan dari awal E-Governemnt mulai
dari meluncurkan, pemeliharaan dan evaluasi.

1.

Tahap persiapan meliputi pembentukan situs informasi di setiap lembaga,

penyiapan sumber daya manusia, menyiapkan sarana untuk memudahkan
akses ke situs, dan pengujian internal dan publik di situs informasi dan situs
web.



2. Tahap Pematangan meliputi penyatuan dari semua aplikasi penyebaran
informasi yang telah dikembangkan. Ada tiga kegiatan utama dalam Tahap
ini:

a. Komposisi dari database yang terintegrasi dan situs pendukung,
memastikan bahwa kepentingan masing-masing instansi atau unit serta
persyaratan berbagi data dengan unit lainnya adalah diakomodasi.

b. Meningkatkan kesadaran aparat pemerintah dalam menangani data dan
informasi. Kegiatan ini diharapkan mengubah budaya kerja untuk
beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

c. Adopsi teknologi yang lebih tepat. Salah satu penyesuaian adalah
aplikasi sistem jaringan dan informasi.

3. Tahap Stabilisasi adalah Tahap di mana penyesuaian dalam prosedur operasi
standar (SOP), sebagaimana ICT yang diadopsi oleh tenaga kerja dalam
pelaksanaan tugas resmi, baik secara internal dan dalam memberikan
layanan. Dalam Tahap ini, website untuk pelayanan publik dan transaksi
juga diluncurkan.

4. Tahap Pemanfaatan adalah Tahap ketika pemerintah menyediakan
pengembangan teknologi berbasis fasilitas, termasuk akses ke informasi,
pendidikan dan perpustakaan . Fasilitas ini berbasis teknologi yang dapat
dimanfaatkan secara luas bagi Pemerintah untuk Pemerintah (G2G),
Pemerintah untuk Bisnis (G2B), dan Pemerintah untuk Masyarakat (G2C).

Pengawasan E-government setiap hari dilakukan oleh Kepala Kantor TI, yang
akan menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program ke Sekretaris
Daerah Yogyakarta. Sekretaris bertindak untuk memonitor program, dan
selanjutnya menyerahkan laporan kepada Walikota Yogyakarta.

D. Peran Media dalam Desain dan Implementasi

Peran media massa tidak terlalu menonjol ketika program e-Government dimulai
pada 2002. Wartawan dari berbagai media di Yogyakarta menunggu hasil E-
Government. Namun, pada 2009, Warta Ekonomi koran memberikan E-
Government Award untuk Website Terbaik kepada pemerintah Yogyakarta.
Penghargaan ini diberikan kepada lembaga pemerintah terbaik Indonesia yang
telah menerapkan teknologi informasi untuk mencapai fungsinya sebagai
pelayan publik. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong dan menginspirasi
lembaga-lembaga pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik dengan dukungan teknologi informasi.

Pada tahun 2010, pelaksanaan E-Government di Kota Yogyakarta dianggap
biasa dan lambat laun kehilangan daya tariknya untuk headline media. Namun
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demikian, beberapa kegiatan rutin seperti pendaftaran mahasiswa online dan
perekrutan CPNS masih banyak diliput oleh media.

E. Dukungan dari Mitra Nasional dan Internasional

Salah satu LSM internasional yang menyediakan bantuan teknologi informasi
teknis kepada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Swiss di tahun 2003, untuk
pembangunan dan pengelolaan Upik (Informasi dan Unit Pengaduan
Manajemen) outlet internet. Kerjasama itu kemudian dihentikan. Setelah ini,
Pemerintah Kota Yogyakarta tidak pernah ada tanda-tanda melakukan
perjanjian dengan pihak lain. Jadi, semua perangkat keras dan perangkat lunak
dikembangkan oleh staf teknis TIT.

Saat ini, pihak lain yang masih membantu Pemerintah Kota Yogyakarta adalah
PT Telkom, yang menyediakan hot spot gratis di 22 lokasi dalam wilayah Kota
Yogyakarta.

F. Pencapaian dan Hasil

Inovasi dan implementasi E-Government Kota Yogyakarta telah menunjukkan
hasil yang nyata dan dampaknya pada kehidupan masyarakat:

Sebagai hasil dari " Konsultasi Siswa Belajar On-Line " ribuan anak-anak
sekolah dari SD ke Sekolah Tinggi, sampai batas tertentu, dapat memiliki akses
ke fasilitas belajar yang ditingkatkan melalui konsultasi Siswa Belajar.
Pendekatan on-line memungkinkan setiap siswa untuk belajar secara interaktif
online untuk membahas berbagai pertanyaan yang diuji di sekolah.

Sistem pengadaan on-line melibatkan tujuh kelompok kerja dengan pihak
berwenang untuk memilih dan memutuskan. Oleh karena itu, bukan
mengandalkan pada satu orang untuk membuat keputusan tentang proses
penawaran, sistem E-procurement telah meminimalkan potensi suap kepada
pejabat Pemerintah Kota.

Dalam hal transparansi perizinan, proses yang sebelumnya membutuhkan waktu
lebih dari 14 hari kini dapat diselesaikan dalam waktu dua atau tiga hari.
Masyarakat juga bisa melacak status lisensi mereka dengan mudah. Pungutan
liar dalam bentuk 'uang dalam amplop ' tidak bisa lagi dilakukan oleh staf
Pemerintah Kota, karena semua biaya adalah jelas disajikan dan ditampilkan di
website resmi. Sebuah survei yang dilakukan oleh International Finance
Corporation pada tahun 2009 menempatkan kota Yogyakarta sebagai nomor
lima dari 183 investasi-ramah kota di dunia.



Website, sampai batas tertentu, juga mempengaruhi cara pemerintah
meningkatkan daya tarik investasi Yogyakarta. Pada tahun 2009, ia menerima
penghargaan Kota Terbaik untuk Modal Investasi pada tahun 2009 oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM). Yogyakarta memenangkan
hadiah pertama di bawah dua kategori: efisiensi waktu dan mengurangi 'biaya
tersembunyi' untuk proses izin.

G. Faktor-faktor penting dalam keberhasilan Praktik Terbaik

Model E-Government Kota Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai Praktik-
Praktik Terbaik untuk beberapa alasan yang harus dipertimbangkan dengan
cermat oleh kota-kota lain:

e Transisi dari prosedur manual E ke E-Government berlangsung relatif lancar
dan kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta berhasil
membawa transisi ini tanpa menyebabkan protes publik dan konflik internal
antar departemen unit pemerintah / kerja.

e Pemerintah tanggap terhadap kemajuan teknologi dan memanfaatkan
mereka untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga lebih transparan,
yang dapat diakses dan akuntabel di mata masyarakat.

e E-goverment secara signifikan meningkatkan partisipasi publik dalam banyak
aspek dari kewarganegaraan mereka seperti pendidikan, perpajakan , dan
hak untuk mengekspresikan keprihatinan mereka atau ide untuk isu-isu
terkait kota.

e Mengubah karakteristik birokrasi yang lamban dan tidak responsif untuk
menjadi lebih efektif dan responsif terhadap dinamika pembangunan
masyarakat.

e Teknologi terbukti telah membantu dalam meningkatkan transparansi,
partisipasi publik, dan akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai
pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

e Berhasil mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan pemerintah kota,

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program-
program pemerintah.
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H. Tantangan untuk Pelaksanaan Praktik Terbaik

Meskipun banyak keberhasilan, E-Government Kota Yogyakarta telah mengalami
tantangan berikut:

Kurangnya arah perusahaan dalam memilih sistem operasi, antara Open Source
atau Microsoft berbasis Windows. Situasi ini pernah terjadi di masa lalu dan
menciptakan beberapa kesulitan bagi staf TIT untuk membuat pilihan dalam
menciptakan aplikasi perangkat lunak. Selama beberapa kali, aplikasi yang
dibuat tidak dapat digunakan karena pemerintah pusat menggunakan sistem
operasi lain, dan memerintahkan semua Kantor di seluruh Indonesia mengikuti
Praktik ini.

Pada beberapa tahap selama pembentukan sistem e-Procurement, pemerintah
pusat memberikan bantuan dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak dan
dana untuk koneksi jaringan. Namun setelah enam bulan, dana itu dihentikan
tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pemerintah Kota Yogyakarta harus
mengeluarkan sejumlah besar dana untuk membayar koneksi internet untuk
mengatasi hambatan itu.

Informasi, dokumen dan isi diposting di situs kota harus diperbarui secara
teratur. Namun, beberapa kantor masih enggan atau tidak termotivasi untuk
memperbarui informasi untuk website.

Ada juga informasi dan masukan dari masyarakat yang tidak ditampilkan secara
terbuka, terutama yang menyangkut keluhan yang diajukan terhadap layanan
dari kantor di Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama informasi melalui email
yang secara langsung ditujukan kepada masing-masing kantor.

Inovasi juga mengalami masalah dalam hal pemilihan hardware. Program
menggunakan layanan pesan singkat seperti Konsultasi Belajar Siswa Online
sering mengalami  kesalahan. Karena teknologi harus disesuaikan dengan
aplikasi yang sudah ada, perlu waktu, sumber daya manusia dan anggaran.
Akibatnya, ada program lain karena pilihan yang buruk dari teknologi ponsel
yang salah, maka layanan pesan singkat (SMS)-berdasarkan program berhenti
berjalan untuk beberapa waktu, saat mereka menunggu sistem diperbaiki.

Kewenangan baru dalam kekuasaan biasanya memiliki pengaruh pribadi yang
kuat dan kepentingan kelompok, terutama kepentingan untuk mengakumulasi
keuntungan dari anggaran pemerintah dan proyek-proyek dan oleh karena itu
biasanya meninggalkan program yang telah efektif dan sukses dari para
pendahulu mereka. Ini adalah kekhawatiran umum bahwa kepemimpinan



berikutnya di Yogyakarta mungkin tidak melanjutkan implementasi E-
Government yang telah berhasil saat ini. Untuk menghindari situasi ini, sangat
penting untuk melembagakan semua fitur positif dan hasil dari E-Government
melalui peraturan daerah.

I. Pertimbangan Keberlanjutan

Sebagai kota percontohan yang ingin meniru Praktik terbaik ada beberapa
pertimbangan umum pada keberlanjutan E-Governement yang dapat diringkas
di bawah ini:

e Sementara akan ada penerimaan bertahap dan meningkatkan akses bagi
masyarakat, kebijakan dan arah kota dapat diubah dengan manajemen kota
baru (dewan dan / atau pemimpin ). Oleh karena itu, E-Government yang
dipromosikan oleh kota yang harus diatur oleh kebijakan kota dan mungkin
dilindungi oleh suatu badan pemerintah yang lebih tinggi.

e Mempertahankan dan meningkatkan perangkat lunak komputer, perangkat
keras dan membuatnya untuk mudah dipergunakan membutuhkan usaha
terus menerus dan sumber daya keuangan dan teknis yang memadai. Kota
percontohan harus, karena itu, mengalokasikan sebagian besar dari
anggaran terbatas mereka untuk tujuan ini dan untuk memberikan pelatihan
yang diperlukan untuk staf yang bersangkutan serta meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang penggunaan perangkat lunak baru, program
dll.

e Staf TI yang kompeten juga kunci keberhasilan E-Government dan inisiatif
serupa lainnya. Di beberapa kota, pergantian staf telah menjadi masalah
yang terus terjadi.

e Menanggapi kekhawatiran masyarakat dan umpan balik dalam waktu yang
tepat akan menjadi faktor lain untuk mempertahankan dan membuat inisiatif
dalam kepentingan publik. Karena sulit untuk melacak tentang SMS warga,
email, telepon, faks umpan balik, maka tanggapan, manajemen kota akan
memiliki fasilitas untuk mengembangkan alat pemantauan yang tepat.

1.1.1.2. Thailand: pemerintahan melalui kemitraan antara pemerintah
kota dan masyarakat

Kotamadya Prik

Prik adalah kota yang terletak di Tumbon Prik, kabupaten Sadao, provinsi
Songkhla di bagian Selatan Thailand. Hanya 8 km dari perbatasan Thailand-
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Malaysia dengan populasi 6.114 dan 1, 412 rumah tangga (2009). Ada 7
masyarakat di daerah Prik kota seperti masyarakat Tok Prik, masyarakat Rarn
Nai, masyarakat Thalad Tai-Ban Klang, masyarakat Thalad Prik, masyarakat
Thung Ork, masyarakat Suan Ibu, dan masyarakat Prik Tai, yang kegiatan
utama mereka adalah kegiatan keagamaan dan kelompok pekerjaan.

¢ Masyarakat Prik Tok telah berdiri sejak 1938 dan ada 889 orang yang
tinggal di komunitas ini, 487 laki-laki dan 402 perempuan (per Maret, 2010).
Kelompok pekerjaan utama di Prik Tok adalah masyarakat Horm Jiew
(penggoreng bawang) dan kelompok peternak lele.

¢ Masyarakat Rarn Nai, sebelumnya disebut Bann Thalad Nork (pasar luar),
memiliki 632 warga, 312 laki-laki dan 320 perempuan (per Maret 2010).
Kelompok pekerjaan utama di Rarn Nai komunitas adalah kelompok
makanan penutup Thailand.

e Thalad Tai-Ban Klang berasal dari lokasi di Selatan dari masyarakat
Thalad Tok (Thalad Tai) dan juga terletak di pusat daerah kota Prik (Ban
Klang). Selama Perang Dunia II, komunitas ini adalah kamp sementara bagi
tentara Jepang. Ada 1.056 orang yang tinggal di komunitas ini, 528 laki-laki
dan 528 perempuan (per Maret, 2010). Kelompok pekerjaan termasuk
kelompok makanan penutup Thailand dan kelompok pasta Chili. Selain itu,
dalam komunitas ini telah dimulai Bank Daur Ulang.

e Masyarakat Thalad Prik digunakan sebagai area utama untuk pasar
masyarakat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi t menurun, beberapa orang
lokal telah pindah dari komunitas ini. Namun, karena kedamaian telah
dibawa kembali, orang-orang pindah kembali untuk menetap di komunitas
ini. Ada 933 orang yang tinggal di komunitas ini, sebagian besar adalah
Thailand-Cina; 376 laki-laki dan 557 perempuan (per Maret, 2010).
Kelompok pekerjaan adalah kelompok bunga segar

e Masyarakat Thung Ork melakukan pembatasan di 2 hal, yaitu (i) lapangan
rumput dan (ii) daerah yang lebih tinggi, sehingga disebut "Kok E Rang".
Ada 900 orang yang tinggal di komunitas ini, 459 laki-laki dan 441
perempuan (per Maret, 2010). Kelompok pekerjaannya termasuk kelompok
penghasil santan kelapa segar

¢ Suan Mom community: Banyak pohon kelapa dan pohon kelapa sawit
ditanam di komunitas ini termasuk pohon kelapa sawit yang pertama kali
ditanam di Prik yang masih ada saat ini. Ada 1.320 orang yang tinggal di
komunitas ini, 663 laki-laki dan 657 perempuan (per Maret, 2010). Kelompok
pekerjaannya termasuk kelompok penghasil pasta kari dan kelompok menjahit.



e Masyarakat Prik Tai: Ada 379 orang, 180 laki-laki dan 199 perempuan
(per Maret, 2010), hidup di masyarakat yang bermigrasi dari daerah
terdekat lainnya seperti kabupaten Hatyai, kabupaten Klong Hae, dan distrik
Klong Rien. Kelompok pekerjaannya termasuk kelompok peternak lele dan
kelompok menjahit.

A. Uraian dan Dasar Pemikiran Praktik-Praktik Terbaik

Kota Prik menerapkan konsep tata kelola yang baik melalui kemitraan
melampaui batas administrasi untuk Tambon Sehat. Ini mencoba bekerja
melalui "basis kemitraan" dan bergeser dari " basis pemerintah lokal" menjadi
"berbasis tata kelola lokal".

Mengenai unsur inovatif yang menggambarkan model Praktik terbaik, terdiri
dari (1) semua elemen tata-kelola yang baik bersangkutan, (2) gaya
administrasi fleksibel, sehingga disebut "sistem administrasi Prik", yang telah
dilaksanakan, dan (3) yang proyek Tambon Sehat terhadap masyarakat yang
berkelanjutan dan penghidupan yang telah didasarkan pada konsep
pemerintahan.

B. Organisasi

Anggota tim inti Komunitas didasarkan pada pendekatan partisipatif dalam
penyampaian layanan dasar pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah
harus berurusan dengan sejumlah besar orang dalam memberikan pelayanan
dasar, mereka membutuhkan 'saluran' di tingkat akar rumput untuk
melakukannya secara efektif.

Pekerjaan kelompok telah dikumpulkan dan menjadi "Pusat Pembelajaran"
untuk kota-kota lain. Kelompok-kelompok ini terdiri dari kelompok pasta kari,
kelompok santan kelapa, kelompok roti Thailand, kelompok menjahit, bunga
segar, dan kelompok makanan penutup Thailand.

Dewan Organisasi Masyarakat diselenggarakan pada tahun 2008 bekerja secara
paralel dengan dewan kota untuk memeriksa dan audit kinerja otoritas kota.
Selain itu, ada peran kelompok-kelompok lokal yang terdiri dari sekolah, tokoh
agama, dan pemimpin alami.

C. Memprakarsai lembaga atau pemangku kepentingan
Salah satu visi kota adalah " pusat pembangunan manusia ", dengan demikian,

pada tahun 1999, Walikota memobilisasi kebijakan ini dan juga digunakan
jaringan kota termasuk organisasi-organisasi akademis dan eksternal seperti
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LSM, organisasi sektor publik, dan otoritas lainnya pemerintah daerah. Baru-
baru ini, Kota Prik menjadi kota berbasis jaringan dengan organisasi dari semua
tingkatan termasuk di tingkat provinsi, seperti yang disebutkan sebelumnya,
dan dengan organisasi-organisasi nasional seperti Yayasan Promosi Kesehatan
Thailand.

Sejak tahun 1999, organisasi internasional pertama, Hanns Seidel Foundation,
bergabung dengan Prik. Kemudian, ada berbagai organisasi seperti ahli-ahli
nasional, yaitu LDI dan LSM lokal memprakarsai proyek untuk masyarakat
Prik.

D. Staf

Dalam Prik, tim inti Tambon dipilih dan tugas mereka adalah untuk mengelola
sumber daya. Proyek ini memungkinkan orang komunitas menangani tugas
mereka dengan diri mereka sendiri dan staf kota juga bergabung sebagai
anggota tim inti. PTT (Petroleum Authority of Thailand) regional dan staf
Tambon telah bekerja erat dan diawasi tim inti masyarakat untuk melakukan
proyek di jalan ekonomi yang memadai.

Para pejabat kota harus menangani fungsi kota terutama yang terbagi menjadi
8 divisi:

1. Petugas Kantor Kotamadya bertanggung jawab atas administrasi kota dan
rencana kebijakan. Bertindak sebagai dewan kota dan petugas Mayer yang
bertanggung jawab atas pekerjaan administrasi, administrasi personel,
pencegahan bencana dan pemulihan, pendaftaran, dll, yang tidak
ditugaskan untuk setiap divisi tertentu.

2. Divisi Pekerjaan Umum bertanggung jawab untuk pembangunan dan
pemeliharaan perlengkapan seperti jalan, kontrol pada gedung dan izin, dan
pemeliharaan sistem drainase sebagainya.

3. Divisi Keuangan bertanggung jawab untuk keuangan dan manajemen
akuntansi, perpajakan, pengumpulan pendapatan, dan pendaftaran
perusahaan.

4. Divisi Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab untuk memberikan
pelayanan kesejahteraan sosial khususnya bagi ibu dan anak, pelayanan
anak muda dan pengembangan masyarakat.

5. Divisi Sanitasi dan Lingkungan bertanggung jawab atas administrasi
organisasi perawatan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan masya



rakat, pusat-pusat kesehatan masyarakat, kebersihan kota, peternakan,
sanitasi, pencegahan penyakit kronis dan control dan menumbuhkan
kesadaran masyarakat kesehatan, dll.

6. Divisi Teknis dan Perencanaan adalah bertanggung jawab atas kebijakan
dan analisis perencanaan, penelitian dan evaluasi kebijakan dan rencana
kota, pekerjaan peradilan, pengaturan anggaran, dan layanan informasi
publik, dll.

7. Divisi Pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengembangan
sekolah dasar dan menengah. Tugasnya adalah mempromosikan pendidikan
non kurikulum, kegiatan keagamaan, budaya dan rekreasi.

8. Divisi Air bertanggung jawab untuk layanan air masyarakat.
C. Sistem dan Prosedur

Kota Prik memiliki gaya pemerintahan mereka sendiri termasuk proyek
pelatihan, dan pembangunan pemahaman, pengetahuan dan konsep kesadaran.
Proyek pembinaan mengacu pada pengembangan sumber daya manusia yang
berkesinambungan melalui konsep dasar bahwa pembangunan bisa berbuat
lebih baik bagi seluruh umat manusia. Konsep ini kemudian membentuk
organisasi "Pembelajaran" karena semua kesuksesan akan dicapai melalui
belajar bersama di antara anggota organisasi.

Membangun pemahaman, pengetahuan, dan konsep kesadaran mengacu pada
penyesuaian staf dalam mengubah gaya bekerja dari birokrasi untuk lebih
fleksibel.

D. Layanan

o Kotamadya Prik mendirikan pusat pembelajaran bagi pengelolaan
lingkungan dan energy terbarukan yang memberikan ceramah dan
demonstrasi seperti membuat EM, arang, bio deterjen, biogas, sabun, dan
pemisahan sampah di tingkat rumah tangga.

e Ekonomi berbasis masyarakat, kesejahteraan, dan memberikan kuliah
keamanan sistem pertanian, dan aktivitas yang ditunjukkan oleh wakil dari
kelompok-kelompok pekerjaan atau kelompok tabungan misalnya pembuat
bunga, herbal Thailand, roti dan pasta Thai, pasta cabai, santan, pasta kari ,
penjahit, makanan penutup lokal Thailand
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e Kotamadya Prik telah mendirikan pusat-pusat pembelajaran untuk belajar
mandiri dan sistem pendidikan yang menyediakan kuliah, dan demonstrasi
oleh mahasiswa untuk menghasilkan EM, membuat bio deterjen, biogas,
sabun, dan untuk menjalankan bank daur ulang.

e Sistem kesehatan sukarela: kegiatan utamanya meliputi pemberian kuliah
dan menunjukkan bagaimana mereka menjaga dan menangani bersama
kelompok orang tertentu serta pasien.

e Sistem komunikasi: kegiatan utama dari radio komunitas termasuk
memberikan ceramah dan menunjukkan bagaimana untuk menjalankan
program sebagai seorang DJ.

E. Manfaat
Tujuan dari semua pusat pembelajaran di atas adalah untuk:

¢ Memungkinkan peserta untuk berbagi dan belajar bagaimana mengelola
sampah, untuk membangun kesadaran peserta dan untuk menerapkannya
ke kasus mereka sendiri, dan untuk menyediakan alternatif untuk sistem
pengelolaan limbah dan memaksimalkan nilai limbah.

e Memberikan konsep dasar dan contoh tentang cara membentuk kelompok
dan bagaimana memobilisasi kegiatan berbasis kelompok masyarakat ke tim
inti dan kelompok pendudukan.

e Memungkinkan peserta untuk mempelajari sistem pendidikan yang dibentuk
untuk melayani komunitas lokal, masyarakat Islam khususnya Islam,
memberikan pedoman dalam menerapkan kearifan lokal dan jalan bagi
perekonomian yang cukup, untuk mengintegrasikan sistem pembelajaran
antara sekolah dan masyarakat, dan untuk memberikan pemahaman dan
pengetahuan untuk semua peserta melalui pendidikan di segala usia.

e Memberikan fasilitas kesehatan untuk kelompok orang tertentu yaitu orang
cacat, ibu dan bayi, wanita hamil, orang tua , dan pasien kronis.

e Untuk membuat siswa terlibat sebagai relawan kesehatan junior dalam
rangka untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap grup yang tidak
maju.

e Untuk memberikan konsep dasar dan contoh dari saluran untuk komunikasi
dua arah.



F. Penerima Bantuan

Pertama-tama, proses untuk membangun kemampuan staf pemerintah kota
adalah untuk memastikan bahwa mereka memahami dan dapat bekerja di
tingkat masyarakat untuk mendekati komunitas. Ini akan mengarahkan mereka
untuk memiliki pikiran layanan dan pengorbanan untuk tanah air mereka.
Kedua, staf kota di tim inti masyarakat akan ditugaskan untuk menjadi
"koordinator komunitas" yang bekerja di komunitas masing-masing. Peran
mereka adalah untuk bekerja sama dengan orang-orang komunitas dalam
menjalankan proyek. Dengan demikian, hal ini dapat dipastikan bahwa otoritas
kota ~memanfaatkan orang-orang ini sebagai "penghubung" untuk
menghubungkan pemerintah daerah dengan masyarakat komunitas. Beberapa
orang dari tim ditempatkan di pusat pembelajaran yang disebut, dalam dialog
Prik, sebagai " agen perubahan masyarakat ". Sekarang, mereka telah menjadi
ahli masyarakat dalam mendukung kegiatan Tambon Sehat. Dan yang tak kalah
pentingnya, niat otoritas kota adalah untuk memberikan kegiatan peningkatan
kapasitas bagi masyarakat setempat. Yang terdiri dari proses pembangunan
partisipatif dan berbagi dan aktivitas berbasis pembelajaran.

G. Faktor yang Berkelanjutan

Model ini dapat berkelanjutan karena kotamadya ini telah menjabat sebagai
"pusat belajar" bagi orang luar untuk setidaknya 10 pemerintah daerah yang
mengunjungi Prik sebulan. Sejak 2009, Yayasan Kesehatan Thailand telah
dipromosikan oleh kotamadya Prik sebagai "daerah Percontohan" untuk proyek
"Jaringan Tambon Sehat" yang berarti kotamadya Prik dan masyarakat, harus
memainkan peran lain sebagai contoh untuk Organisasi Administratif Tambon
(Taos ) dari Thailand selatan untuk belajar darinya. Antara lain adalah:

e "Modal" kotamadya Prik dapat dilihat sebagai "modal komunitas" termasuk
ekologi, keuangan, sumber daya sosial, manusia, dan modal kebijaksanaan.

e Untuk modal ekologi, faktor geografis memungkinkan kebanyakan orang
lokal untuk melakukan perkebunan karet dan kebun yang mengarah ke
generasi penghasilan yang lebih baik.

e Untuk modal keuangan, tidak hanya karena sebagian besar masyarakat Prik
pekerjaannya berbasis pertanian dan mereka terus menerus mendapat hasil
dari itu, tapi kegiatan berbasis masyarakat juga menghasilkan berbagai
pendapatan dan menghemat uang mereka.

e Modal sosial dapat dilihat dari hubungan antar masyarakat lokal. Karena
sembilan puluh persen dari penduduk setempat adalah Muslim, modal sosial
adalah berdasarkan jaringan kekerabatan dan budaya lokal.
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e Modal sumber daya manusia dapat dilihat bahwa tim inti masyarakat telah
terus mengembangkan proses pembelajaran masyarakat

Modal kebijaksanaan, karena tim inti masyarakat lokal telah diberdayakan,
tim tersebut mendukung masyarakat untuk menerapkan kapasitas mereka
dalam Praktik. Terbukti, tim inti komunitas adalah seorang pembicara dari
pusat pembelajaran bagi masyarakat.

Selain dari ibukota masyarakat, faktor lain yang menyumbang keberhasilan
faktor peran inti tim anggota masyarakat, adalah peran Walikota dan para
pejabat, dan peran lembaga-lembaga eksternal dalam mendukung kegiatan
kota dan komunitas dan proyek.

1.1.1.3. Filipina: Perencanaan Partisipasi Perkotaan
Provinsi Guimaras

Guimaras adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara dari Pulau
Panay dan Utara Barat Pulau Negros. Pulau ini dipisahkan dari Panay oleh Selat
Iloilo dan dipisahkan dari provinsi Negros oleh Selat Guimaras.

Ini terdiri dari lima kota vyaitu: Buenavista, Yordania, Nueva Valencia, San
Lorenzo dan Sibunag. Ibu kotanya adalah Yordania. Awalnya, ini terdiri dari
hanya tiga kota. Kotamadya San Lorenzo dan Sibunag adalah relatif baru, dibuat
hanya pada tahun 1995 berdasarkan RA 7897 dan R.A. 7896 . Guimaras
memiliki total 98 barangay. Total luas lahan adalah 60.457 hektar (ha), hampir
3% dari total sekitar 2.002.320 hektar . Sebagian 59.600 hektar terdiri dari
daratan, Inampologan, Panobolon dan Guiwanon Pulau, sedangkan sisanya 857
hektar yang terdiri dari pulau tak berpenghuni.

Ukuran populasi provinsi adalah 141.450, menurut Sensus Penduduk 2000 dan
Perumahan, pada sensus terakhir yang dilakukan. Jumlah total rumah tangga
adalah 27.465 pada tahun 2000. Dari lima kota di Guimaras, Buenavista adalah
kota terbesar dalam hal ukuran populasi, terdiri dari 29,5 persen dari jumlah
total penduduk provinsi. Pada tingkat nasional, Guimaras jumlahnya hanya 0,18
persen dari total penduduk Filipina 76,5 juta .

Mulai bulan Juli 2003, ekonomi Guimaras ' secara dominan tergantung pada
sektor utama atau sektor pertanian yang meliputi pertanian, perikanan dan
kehutanan. Ekspor mangga merupakan peluang ekonomi yang sangat signifikan,
menjadi satu-satunya provinsi pengekspor mangga berkualitas dari Filipina ke
Amerika Serikat (AS). Selain ekspor mangga, Guimaras juga diakui untuk



keindahan pantainya dan atraksi wisata lainnya yang ada / berpotensi yang
dapat dikembangkan menjadi tujuan kelas dunia.

Provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur yang juga memimpin pembangunan
dewan provinsi (PDC) yang merupakan badan perencanaan provinsi. Bersama
dengan gubernur, berikut ini adalah anggota PDC: semua komponen utama kota
dan kotamadya, ketua komite tentang Pengalokasian Panlalawigan Sangguniang
(SP), anggota Kongres atau wakilnya, dan perwakilan dari LSM yang beroperasi
di provinsi tersebut, yang akan merupakan tidak kurang dari seperempat (1 / 4)
anggota sepenuhnya diatur oleh dewan.

A. Uraian dan Dasar Pemikiran Praktik-Praktik Terbaik

Proses perencanaan Guimaras dianggap sebagai praktik terbaik karena sangat
mendasar. Ini benar-benar dimulai dari rencana yang baik dan harmonis di
mana setiap orang mengerti apa itu provinsi dan unit pemerintah daerah di
provinsi serta membayangkan Praktik untuk 30 tahun mendatang, dalam kasus
provinsi tahun ke-30 (Rencana Kerangka Provinsi Fisik) PPFP. Apakah ada
inovasi sepanjang perjalanan, dalam jangka pendek atau jangka menengah,
PPFP masih akan berfungsi sebagai dasar untuk perubahan.

Beberapa karakteristik dari proses perencanaan telah membantu untuk dianggap
sebagai Praktik terbaik:

e Ini adalah rencana yang tercapai dalam kesepakatan di provinsi dan di
antara lima kota, terutama pada peran fungsional dari masing-masing kota.
Proses perencanaan juga memungkinkan kelima kota untuk menyelaraskan
rencana mereka. Kotamadya juga sepakat untuk memainkan peran
fungsional mereka.

e Rencana untuk mengintegrasikan pariwisata, yang merupakan pendorong
ekonomi utama di provinsi ini, dengan pertanian. Akibatnya, dorongan
pembangunan ekonomi untuk rencana provinsi dan rencana kota yang
diterapkan adalah pariwisata-pertanian.

e Rencananya adalah rencana holistik untuk provinsi pulau yang keberlanjutan
sebagai tujuan utama yang tidak perlu membahayakan lingkungan pulau itu.

e Proses perencanaan memberikan arti baru untuk 'konsultasi'. Selama proses
perencanaan provinsi, konsultasi dilakukan bahkan pada tahap awal analisis
data dan dalam perjalanan karena penyusunan alternatif pembangunan.
Para pemangku kepentingan secara aktif berpartisipasi dalam proses dan
'berkonsultasi' dalam identifikasi arah pembangunan provinsi.
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e Proses perencanaan membawa rasa kepemilikan di antara para pemangku
kepentingan. Pemangku kepentingan mengambil bagian dalam perencanaan
yang mengarah ke perumusan berbagai rencana mereka. Dalam hal ini,
mereka memiliki wilayah dalam menjaga hasil kerja mereka. Selain itu,
sebuah fakta yang menarik adalah bahwa mereka yang terlibat dalam Tahap
awal perencanaan terus mendukung menyodorkan rencana terkini
meskipun mereka sudah dialihkan ke posisi kantor.

B. Pendekatan Implementasi

Kegiatan awal program - orientasi umum dan pengorganisasian struktur
perencanaan lokal, dimulai pada bulan Desember 2004. Ini adalah pertama
kalinya diperkenalkan proyek di mana sebuah lokakarya awal pada perencanaan
persiapan database dan analisis dilakukan disalurkan melalui Otoritas
Pembangunan Ekonomi Nasional, NEDA.

Mengikuti orientasi dan lokakarya, kegiatan diarahkan pada pendekatan
kemampuan membangun untuk komponen teknis dari struktur perencanaan
lokal yang melibatkan konsultan dalam memberikan masukan berbentuk
kerangka kerja konseptual dan alat-alat analisis dan teknik melalui seminar-
lokakarya, latihan yang dipandu dan tugas yang panjang. Melalui pendekatan
ini, para pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk memproduksi
keluaran menengah dan akhir. Berdasarkan pendekatan inovatif, konsultan
menjamin kualitas hasil melalui proses pembinaan dan kritik terhadap hasil.

Selain itu, proses partisipasi dan konsultasi digunakan sebagai tempat untuk
mendapatkan hasil politik resmi dan para pembuat keputusan untuk
berpartisipasi. Konsultasi publik dilakukan pada saat-saat tertentu dari proses
perencanaan secara tepat untuk tujuan ini.

C. Kepegawaian

e Proses Perencanaan dimulai dan selesai selama jangka waktu pemilihan
gubernur yang sekarang anggota Kongres ]JC Rahman Nava. Kemudian
Gubernur [JC] Nava adalah perencana master proses perencanaan.
Gubernur provinsi ini, Gubernur Felipe Hilan Nava, kemudian Walikota
Kotamadya Yordania.

e Proses Perencanaan dimulai dan selesai selama jangka waktu pemilihan
gubernur yang sekarang anggota Kongres ]JC Rahman Nava. Kemudian
Gubernur [JC] Nava adalah perencana master proses perencanaan.
Gubernur provinsi ini, Gubernur Felipe Hilan Nava, kemudian Walikota
Kotamadya Yordania.



o Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kantor, PPDO mengkoordinasikan
jadwal kegiatan dengan para pemangku kepentingan, memastikan bahwa
kegiatan ini dihadiri. Selain itu, kantor bertanggung jawab dalam
penyusunan laporan dan menempatkan semua bahan-bahan untuk publikasi.

e Anggota SP menunjukkan keterlibatan aktif mereka dalam lokakarya
perumusan tujuan, dalam pemilihan strategi pilihan untuk provinsi, Dan
yang terbaik, dalam perumusan kebijakan penggunaan lahan dan air.

e Mengingat prinsip-prinsip dari proyek desentralisasi, pejabat kota dan
pejabat departemen juga memainkan peran penting dalam proses
perencanaan. Perencanaan Kota dan Pengembangan Koordinator Kantor
setiap kotamadya memastikan mengundang para pejabat dan perwakilan
sektor untuk menghadiri lokakarya perumusan yang berbeda dan konsultasi
publik. Kotamadya juga menjadi tuan rumah untuk lokakarya yang
dijadwalkan di bidang yang sesuai mereka.

e Wakil walikota adalah aktor aktif dalam proses perencanaan karena
kehadiran dan partisipasi mereka yang konsisten.

e Karena perencanaan melibatkan banyak pihak, partisipasi, konsultasi publik
terlibat berbagai pemangku kepentingan di provinsi Guimaras dalam
mengevaluasi strategi tata ruang yang disajikan sebagai alternatif. Kegiatan
ini melibatkan tidak hanya para pejabat yang dipilih dan diangkat oleh kota
dan provinsi dan instansi pemerintah nasional, tetapi juga LSM, Organisasi
Rakyat (PO) dan sektor agama.

D. Prosedur

Proses perencanaan ini terstruktur sebagai sebuah program pelatihan yang
terdiri dari 4 modul sehingga konsisten dengan pendekatan kemampuan
bangunan Setiap modul secara singkat dijelaskan di bawah ini dalam hal
kegiatan, input dan output.

¢ Modul I - Menghasilkan basis data yang terdiri dari perencanaan statistik
dan peta dan menerapkan alat-alat analisis yang dipilih dan teknik untuk
mendapatkan berbagai indikator pembangunan dan ketertinggalan, masalah
dan kendala serta tantangan dan peluang untuk pengembangan. Output dari
modul ini termasuk profil ekologi yang diperbarui, ringkasan statistik yang
dibangun, dan dicapai matriks. " Solusi Permasalahan"

e Modul IT - Merumuskan tujuan-tujuan baru atau validasi ulang dan / atau
merevisi pernyataan visi yang ada. Output adalah visi yang divalidasi ulang /

94 »



revisi pernyataan visi elemen, dan masing-masing pendeskripsi dan indikator
keberhasilan, dan visi-realitas kesenjangan yang berubah menjadi tujuan
sektoral.

e Modul III -Perumusan PPFP dalam kasus provinsi dan CLUP dalam kasus
kotamadya. Ada tiga kegiatan utama dalam modul ini: a)) Menghasilkan
strategi tata ruang alternatif dengan mempertimbangkan strategi tata ruang
regional dan provinsi dan memilih alternatif yang paling diinginkan untuk
provinsi atau kota; b) Perumusan kebijakan tentang permukiman, prasarana
produksi, dan perlindungan daerah yang konsisten dengan strategi tata
ruang yang diinginkan dan dengan kebijakan nasional; dan c¢) Merumuskan
alat pelaksanaan.

e Modul IV- Persiapan Program 3-tahun Investasi Pembangunan Daerah
(LDIP) di setiap kotamadya.

E. Layanan - hasil dari rencana

Menjadi sebuah provinsi pulau, infrastruktur transportasi yang paling penting di
Guimaras adalah air . Provinsi pulau juga berfungsi sebagai "jembatan" antara
pulau-pulau besar Panay dan Negros. Oleh karena itu, fasilitas roll on, roll off
(RoRo) merupakan masalah infrastruktur yang penting. Di sisi barat, maka
diputuskan bahwa dermaga Yordania dan Buenavista dikembangkan sebagai
fasilitas tunggal untuk jangka panjang. Di sisi timur, San Lorenzo dan Sibunag
sepakat untuk membagi fungsi RoRo di antara mereka dengan San Lorenzo yang
melayani lalu lintas penumpang , sementara Sibunag akan melayani kapal kargo
yang lebih berat.

Untuk pelabuhan ikan, dimana 2 adalah terlalu banyak untuk Guimaras. Tetapi
Jordan dan Nueva Valencia memutuskan untuk meletakkan satu di atas yang
lain, di Lawi dan Cabalagnan, demikian juga sebaliknya .

F. Keuntungan

Baru dapat mandiri untuk beras dan ikan membuat warga Gumaras tidak
nyaman. Ini membuat mereka memutuskan untuk meningkatkan kemandirian
di komoditi makanan yang lain, seperti sayuran, tanaman akar dan daging.
Perluasan lahan menjadi perhatian untuk mendukung perluasan bahan baku
industri. Semua warga juga dilibatkan dalam mengingkatkan produk peternakan
karena adanya pertumbuhan pasar untuk makanan organik bagi industri
pariwisata .



Aktivitas produksi yang paling kontroversial di Guimaras adalah pertambangan
kapur. Ada keberatan keras untuk peningkatan pengolahan di lokasi kapur
menjadi semen. Alasan utama untuk keberatan itu adalah dampak buruk yang
dirasakan dari aktivitas ini terhadap lingkungan.

G. Faktor-Faktor Kesinambungan

Pemerintah provinsi telah menunjukkan kemauan untuk terus menerapkan dan
mengadopsi keluaran dan hasil dari rencana untuk jangka panjang. Namun,
pemangku kepentingan utama telah mengidentifikasi beberapa faktor, yang
dapat mempengaruhi keberlanjutan rencana dan proses perencanaan, seperti
stabilitas politik, kesadaran di masyarakat, faktor eksternal, dan penegakan
hukum.

Mengenai stabilitas politik, ada ancaman bahwa konsep integrasi tidak dapat
diadopsi jika proyek-proyek pembangunan yang dihasilkan dari rencana tersebut
tidak dapat dijual kepada para politisi generasi yang akan datang. Cetak biru itu
sudah diletakkan; itu akan sampai kepada para pemimpin berikutnya untuk
mempertahankan daerah itu, oleh karena itu, harus ada usaha terencana di
antara para pemimpin untuk memprioritaskan peraturan lingkungan sebelum
peraturan investasi untuk menyediakan pengendalian pembangunan yang
efektif.

Masyarakat Guimaras telah memiliki kesadaran tentang pentingnya keterlibatan
dalam melindungi lingkungan mereka. Ini adalah yang terbaik terlihat saat
kegiatan penambangan yang diusulkan muncul dan orang-orang menentang
pengajuan tersebut. Selain itu, faktor-faktor eksternal akan mencakup
kebijakan-kebijakan nasional yang dapat membahayakan kepentingan lokal.
Salah satu contoh adalah pengalaman tumpahan minyak karena tidak ada
kebijakan nasional yang mengatur jenis kargo yang dapat diangkut di
sepanjang Selat Guimaras atau Iloilo, mengingat ini adalah daerah sensitif.

Kebijakan lain yang terlihat sangat berpengaruh adalah kebijakan turisme, dan
isu keamanan. Sesuai dengan Perencanaan Provinsi dan Kantor Pembangunan,
kota harus peduli terhadap ketentuan yang dibuat sebagaimana ketentuan yang
mengaturnya. Petugas kota harus paham bahwa mereka juga penegak
peraturan .

Keberhasilan integrasi rencana dan proses perencanaan dapat dikaitkan dengan
beberapa faktor termasuk komitmen kepemimpinan politik, kemampuan
pemangku kepentingan, dan promosi terus menerus di Guimaras. Mengenai
komitmen kepemimpinan politik di Guimaras, walikota dan wakil walikota sendiri
yang akan duduk berjam-jam melakukan diskusi dan bahkan menulis pada kartu
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meta untuk mengumpulkan ide-ide selama lokakarya. Mereka harus menjadi
perencana utama dan tidak boleh hanya mengandalkan orang-orang teknis
mereka. Sebagian besar kegiatan dari proses perencanaan yang terfokus pada
pembangunan kemampuan bukan hanya tugas para pejabat, tetapi juga para
pemangku kepentingan.

Promosi rencana provinsi bukan hanya di Filipina tetapi juga di luar negeri yang
telah membuka jalan untuk akses pendanaan dan hak istimewa yang kuat dan
kemitraan dengan lembaga pendanaan yang berbeda. Dengan promosi secara
terus menerus, institusi pendanaan mampu melihat apa yang ditawarkan
Guimaras dan potensi provinsi itu.

2.1.5.4. Vietnam: Inovasi Kelembagaan Publik

Kota Lang Son

Lang Son kota didirikan pada tahun 1925 tetapi kemudian dikenal sebagai Lang
Son City, ibukota provinsi Lang Son, pada tahun 2002. Berada 154 km jauhnya
dari ibu kota, kota Hanoi 79.18km 2 memiliki populasi sekitar 140.000 orang
dengan 4 kelompok etnis utama (Kinh, Tay, Nung, dan Hoa) dan kelompok etnis
lainnya (Cao Lan, Dao, San Diu, dll).

Perekonomian kota ini sebagian besar tergantung pada pariwisata dan jasa
terutama perdagangan. GDP per kapita mencapai 1.200 USD / orang dengan
anggaran negara yang semakin meningkat dari 33.939 juta VND pada 2002-122
Milyar USD pada tahun 2007.

Dari luas 79.18km?2, lahan pertaniannya 15,66% dan 22,78% adalah hutan .
Sumber daya mineral Lang Son kota terutama batu kapur yang sangat berguna
untuk semen dan bahan konstruksi produksi, tanah liat, pasir, kerikil, kerikil, dll.

A. Uraian dan Pemikiran Praktik-Praktik Terbaik

e Pemerintah Vietnam telah menyiapkan selama 10 tahun Program dan
Reformasi Administrasi Publik (PAR) dan pada tahun 2001-2010 Rencana
Induk PAR bertujuan untuk membangun demokrasi yang sehat,
berkelanjutan, administrasi yang profesional, efektif dan benar dengan
staf yang berkualitas dan kompeten dan meningkatkan permintaan proses
pembangunan kota. Sebagai bagian dari Program PAR yang komprehensif,
Pemerintah Kota Long Son telah diakui dan dianugerahi ISO 9001:2000
untuk dua inovasi: (1) model One Stop Shop " Departemen Penerimaan
dan Pengembalian ", dan (2) E-Portal untuk Pengembangan model.

e Model One Stop Shop telah dimulai sejak tahun 2004 yang bertujuan untuk:



A.

Meminimalkan ketidaknyamanan bagi individu, organisasi dan bisnis saat
memecahkan masalah yang berkaitan dengan Prosedur Administrasi Umum
Negara;

Mempromosikan anti-birokrasi dan anti-korupsi;

Meningkatkan kualitas pelayanan, rasa disiplin serta perasaan dan sikap
melayani orang; untuk menentukan peran dan tanggung jawab Departemen
dan

Divisi berperan ketika berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan
organisasi dan warga negara, dan

Berkontribusi untuk merampingkan personel, struktur organisasi lembaga
administrasi Negara yang ringkas, efektif dan sah.

Komponen Pengembangan E-Portal telah dilaksanakan sesuai dengan sistem
mutu kontrol ISO 9001:2000 yang bertujuan untuk:

Menyediakan orang-orang lokal dengan informasi tentang petugas daerah,
departemen dan lembaga, unit-unit di bawahnya, lingkungan dan komune;
Memberikan informasi yang diperlukan tentang pelayanan publik untuk
masyarakat , informasi tentang mekanisme "one stop shop

Mempubikasikan gambaran kota Lang Son dan potensi turismenya,
perdagangan dan mengadakan forum untuk bidang bisnis, dan

Secara bertahap mengkomputerisasikan pengelolaan Negara demi
berhasilnya pelaksanaan e-goverment pemerintah.

Proses Inti Penerapan

Untuk melaksanakan inovasi dengan lancar, City telah melalui kegiatan sebagai
berikut:

Pelatihan untuk semua pemimpin dan pelayan publik di kota, membahas
persyaratan dasar dan isi dari program PAR Pemerintah;

Penyusunan Rencana PAR tahunan untuk Kota;

Pengesahan dan diundangkannya Kota arahan yang relevan untuk memperkuat
PAR, sesuai dengan disiplin dan peraturan administratif dan pengaturan dari
organisasi dan operasional dari Departemen Penerimaan dan Keuntungan;
Menyiapkan tempat dan mempersiapkan fasilitas fisik dan peralatan untuk
melayani Departemen;

Penugasan pejabat berkompeten teknis untuk bekerja di Departemen, komune
dan lingkungan;

Perjalanan Lapangan dan wisata studi ke kota-kota maju yang menerapkan
pemerintahan one stop shop.

Pelatihan untuk subyek yang sesuai dengan pelaksanaan one stop shop
Mengatur aplikasi IT untuk mekanisme one stop shop ;

Melaksanakan dan mengukur pencapaian M&E;



e Menerapkan ISO 9001:2000 tentang sistem kendali mutu y untuk
pengoperasian lembaga administrasi Negara di provinsi Lang Son dalam
periode 2007-2010;

e Menyiapkan e-portal, LAN, Internet antara lingkungan 'dan komune'
Departemen dan Unit di bawah Komite Rakyat kota itu, berinvestasi dalam
peralatan IT dan menerapkan perangkat lunak e-Office dalam manajemen.

B. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Komite Rakyat Kota adalah badan manajemen keseluruhan dari model ini dan
mengatur rencana kerjasama banyak organisasi dan unit di kota. Organisasi
yang bersangkutan dan unit stasiun radio kota, Departemen Kebudayaan,
Informasi dan Propaganda, Komite Rakyat lingkungan dan komune.

Pendekatan komunikasi telah cukup beragam seperti melalui pertemuan di
lembaga-lembaga, organisasi dan unit, kegiatan dengan kelompok jalanan,
melalui media massa seperti radio, televisi kota. Pertemuan dengan organisasi
massa, pertemuan Uni Pemuda, Asosiasi Perempuan, veteran perang, dll juga
telah dilakukan.

Dengan dukungan dari Asosiasi Kota Vietnam (ACVN) dan National Academy of
Public Administration, kota Lang Son yang telah dipilih oleh Net-com AG,
perusahaan Jerman untuk mengimplementasikan sebuah proyek bernama
"Menyiapkan layanan e-portal dalam pengelolaan administrasi publik untuk
meningkatkan kinerja pelayanan administrasi "

Departemen Penerimaan dan Pendapatan kotamadya yang menggunakan One
Stop Shop dipimpin oleh seorang kepala dan lima ahli dan dibawah manajemen
langsung kantor Dewan Masyarakat. Kelima pejabat bertanggung jawab untuk
menerima dan mengembalikan hasil dalam hal pendaftaran bisnis, sertifikasi-
registri, dan izin bangunan para pemohon. E-portal yang beroperasi dan selalu
memperbarui berita terbaru tentang pedoman dan kebijakan-kebijakan Partai
dan Negara, Komite Partai dan pemerintah lokal serta informasi tentang
departemen pemerintah, organisasi, lingkungan dan komune

C. Anggaran

Investasi modal dari kedua model adalah 2.497 miliar Dong Vietnam (VND).
Biaya ini mencakup biaya konstruksi bangunan / pabrik dan peralatan, peralatan
aplikasi TI termasuk server, workstation, scanner, PC, mesin fotokopi, layar
sentuh untuk mempublikasikan prosedur administrasi, otomatis antrian sistem,
barcode untuk memeriksa hasil dokumen, kamera dan lain-lain.



Pengaturan E-Portal di danai oleh perusahaan Net-Com AG . Perusahaan yang
menyediakan dukungan untuk desain awal dan pembangunan dengan
pengeluaran operasi dan perawatan portal yang berasal dari Anggaran Negara
untuk daerah.

D. Pencapaian Utama / Dampaknya terhadap kehidupan Masyarakat

Penerapan reformasi administrasi di Lang Son telah mencapai hasil yang bagus
dan berdampak positif terhadap individu dan organisasi di Lang Son City.

Dalam divisi one stop shop, prosedur dokumen, urutan, waktu, biaya, dan
biaya di umumkan secara transparan. Jelas, sederhana, terbuka, dan resmi, dan
prosedur administrasi yang dapat langsung ditangani dan sangat mudah
dijalankan bagi perseorangan dan organisasi .Hal ini membuat penduduk
setempat sangat senang dan puas dengan Manajemen Kota .

Mekanisme antar sektor dalam one stop shop meningkatkan kualitas layanan,
memuaskan permintaan penduduk setempat tentang pelayanan publik,
memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan citra otoritas lokal,
memperpendek kesenjangan antara pemerintah daerah dan masyarakat
setempat, mengurangi gangguan dan tuntutan pejabat dan pegawai negeri.
Karena individu dan organisasi diberikan informasi yang jelas dan menyeluruh
dan bimbingan, pelanggaran dalam konstruksi seperti kasus konstruksi ilegal
atau tidak sah dapat berkurang, kondisi sosial-ekonomi kota ini semakin
berkembang.

Kasus negatif seperti korupsi telah berkurang drastis. Masyarakat setempat
mendukung PAR dan percaya dengan pedoman dan kebijakan Partai, otoritas
negara bagian dan lokal.

E. Kunci Faktor Keberhasilan :

Faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan model PAR di Lang Son City

adalah :

e Panduan yang jelas tentang renovasi Partai Vietham / Negara ;

e Komite Partai, pihak berwenang di Lang Son city, warga komunitas,
mendukung secara positif perubahan panduan ini ;

e Dinamika, kreativitas dan penentuan pemerintah kota dalam menerapkan
model ini dan memecahkan masalah selama pelaksanaan;

e Secara teratur memeriksa, memantau proses implementasi;

e Memperhatikan pelatihan, pelatihan refreshing bagi kader pemerintah dan
petugas;
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e Secara teratur mempercepat, memperbaharui, dan menilai aktivitas proses
penerapan ;

e Penyebaran informasi dan kampanye propaganda yang intensif kepada
seluruh pemerintah, petugas kader dan masyarakat;

e Memobilisasi organisasi sosial sipil, warga masyarakat untuk mengambil
bagian dalam proses pelaksanaan dan berpartisipasi dalam pemantauan;

e Mempelajari pengalaman dari kota-kota negara lain, dalam menerapkan
dengan benar ke kondisi lokal, dan

e Meningkatkan kerjasama internasional, mengambil keuntungan dari
dukungan organisasi internasional.

F. Tantangan Utama

Tantangan terbesar untuk persyaratan pada pembangunan yang efektif,
transparan, sistem administrasi yang kuat adalah kelemahan berkepanjangan
korupsi administrasi oleh pihak yang berwenang , aparat, kerusakan moral
sebagian dari kader dan petugas pemerintah. Skala yang besar dan ruang
lingkup reformasi administrasi ini membutuhkan implementasi yang
berkelanjutan, dengan tekad tinggi, melakukan studi simultan dan Praktik,
percontohan dan menggambarkan pengalaman manajemen baru dan model
organisasi. Kantor administrasi pemerintah diminta untuk mencoba untuk
merenovasi, reformasi pada mereka sendiri dalam rangka untuk memperoleh
tujuan membangun pemerintahan yang demokratis dan Praktik demi Praktik
modernisasi, menyadari hak utama rakyat, meningkatkan penegakan hukum
sosialisme yang berorientasi pasar.

Inersia dari rezim terpusat dan birokratis sangat berpengaruh kepada cara
berpikir dan bekerja banyak pejabat dan pegawai negeri, sementara reformasi
dilakukan dalam kondisi kapasitas tidak berpengalaman dan terbatas dan
pengetahuan tentang mekanisme ekonomi baru, yang kemudian dihadapkan
dengan persyaratan membangun demokrasi Negara modern dan sistem
administrasi.

Staf yang bekerja di one stop shop digerakkan dari departemen yang berbeda
dengan sistem manajemen kepegawaian yang berbeda juga. Ini adalah hal yang
sangat sulit untuk mengelola dan mengendalikan kinerja mereka dan
memastikan keuntungan yang sama ketika bekerja di one stop shop. Selain
itu, para pegawai juga tidak secara teratur dilatih untuk meningkatkan
kemampuan mereka, sehingga pegawai yang bekerta di Departemen tidak
secara khusus dapat menjelaskan kepada warga mengapa ada yang tertunda
dan permasalahan yang lain.
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Kontrol proses penyelesaian dokumen tersebut belum terintegrasi ke dalam
perangkat lunak. Pekerjaan untuk meninjau tugas administratif publik di bidang
ini dijalankan sesuai dengan ISO 9001:2000, serta layar aplikasi perangkat
lunak TI untuk mengetahui kekurangan dari sistem yang belum diperkenalkan.
Modal investasi untuk fasilitas fisik dan peralatan untuk departemen juga tidak
cukup.

G. Pertimbangan Keberlanjutan

Untuk kota-kota percontohan yang ingin menggunakan Praktik terbaik ini harus
membahas hal-hal berikut :

e Penggunaan one stop shop serta e-portal yang hanya bisa dimaksimalkan
dan berkelanjutan ketika jenis layanannya adalah kebutuhan rakyat. Oleh
karena itu, kota percontohan harus mengembangkan cara untuk
mengidentifikasi layanan masyarakat yang paling membutuhkan dan
mendapatkan fungsi-fungsi dari bidang pemerintahan yang lebih tinggi
secara bertahap;

e Semakin banyak layanan yang diberikan pada tingkat ini, pemantauan yang
tertutup dan pengawasan terhada hal ini akan hilang dalam manajemen
kota. Meskipun demikian, merupakan tetap akan diperlukan audit sosial,
pembahasan di forum terbuka, dan sistem pengawasan lainnya yang
berfungsi untuk menjaga dan mencegah kesalahan pelaksanaan dan
pelanggaran wewnang dari unit dan pegawai;

e Mirip dengan BP E-Government di Yogyakarta, usaha untuk
mempertahankan dan meningkatkan perangkat lunak komputer, hardware
dan pembuatan tampilan yang ramah bagi pengguna membutuhkan usaha
terus menerus dan sumber daya keuangan dan teknis yang memadai. Kota
percontohan harus, karena itu, mengalokasikan sebagian besar dari
anggaran terbatas mereka untuk tujuan ini dan memberikan pelatihan yang
diperlukan untuk staf yang bersangkutan serta meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang penggunaan perangkat lunak yang baru, program dll.

1.1.1.4. Kamboja, Penguatan Administrasi Lokal : Keuntungan dan
Anggaran

Kotamadya Battambang
Kotamadya Battambang berada di pusat Provinsi Battambang, sekitar 310 Km

jaraknya dari Phnom Penh ke barat Ibu Kota Negara. Kota yang mencakup
wilayah sekitar 11.544 hektar ruang tanah dengan total populasi 151.656
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(2008). Dengan sejumlah besar dari populasi dan lokasi di pusat provinsi
Battambang, Kota telah melalui era urbanisasi yang cepat dan menjadi sebuah
kota besar yang menampung penduduk provinsi tetangga lainnya untuk
pendidikan, kesehatan, budaya dan layanan ekonomi. Di bawah UU Organik
2008, sekarang dikelola oleh 15-anggota dewan (satu perempuan) dan 5-
anggota dewan gubernur. Ada 78 PNS (20 wanita) dan staf kontrak kerja
langsung di bawah administrasi kota.

A. Uraian dan Dasar Pemikiran Praktik Terbaik

Percontohan Program Pelayanan Satu Jendela diprakarsai dan didirikan oleh
Pemerintah Kerajaan berdasarkan keputusan Camboda No RSK 47 tanggal 11
Juni 2003, dan telah menjadi dasar operasional di Battambang dan Kotamadya
Siem Reap (kemudian disebut kabupaten) sejak tahun 2005. Fokus utama dari
program percontohan ini adalah untuk mengembangkan:

e Kerangka hukum yang diperlukan dari sistem pendapatan untuk kabupaten
kota percontohan dan mengumpulkan pengalaman dan pelajaran bagi
desentralisasi dan dekonsentrasi reformasi pada tingkat ini;

e Prosedur anggaran yang ada untuk proyek kota percontohan ini berfungsi
dengan baik dan efisien dalam perencanaan anggaran, penerapan,
pengawasan, dan pengendalian untuk urbanisasi kota;

e Menghormati, mengelola dan secara aktif menggunakan prosedur baru
untuk pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat sebagai model
demokrasi lokal di Kamboja dan menyediakan akses ke media publik dan
lokal untuk informasi tentang tingkat ketiga pemerintah.

Kantor Pelayanan Satu Jendela (OWSO) bertugas untuk administrasi dan
pelayanan publik yang didelegasikan kepada warga. Kantor ini terdiri dari
beberapa petugas di bagian depan (3-6) yang bertanggung jawab untuk
melayani pelanggan dan petugas di belakang (5-10) yang bertanggung jawab
untuk mempersiapkan dan memproses layanan vyang dibutuhkan oleh
pelanggan. OWSO (atau juga disebut "Model Kota") menyediakan layanan
seperti:

e Budaya dan seni rupa (antara lain distribusi lisensi untuk fotografer atau
toko-toko penyewaan video);

e Pariwisata (antara lain perizinan penginapan hingga lima tempat tidur dan
restoran sampai dengan 50 tempat);

e Transportasi (antara lain pendaftaran sepeda motor);
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e Tambang industri dan sektor energi (antara lain pendaftaran toko-toko
kerajinan tangan dan bisnis di sektor pertambangan);

e Perdagangan (antara lain pendaftaran usaha kecil), dan

e Konstruksi lisensi untuk perumahan 500 meter persegi dan di bawahnya .

Hingga 2009, Kota Battambang OWSO mampu menyediakan sekitar 48 jenis
layanan yang berbeda terkait dengan sektor-sektor di atas, sementara
kementrian lainnya sekarang dalam proses pengkajian dan melimpahkan fungsi
lainnya.

B. Kantor Ombudsman

Dalam rangka mempromosikan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan
OWSO, Kotamadya telah mendirikan "Kantor Ombudsman" yang memiliki
otoritas dalam menerima keluhan dan memberikan informasi kepada warga,
pelaku bisnis, penyedia jasa, usaha kecil dan LSM dalam hal penyimpangan
atau kesalahan yang dilakukan oleh petugas / staf yang melakukan pekerjaan
mereka di pemerintahan kota / kabupaten.

Kantor Ombudsman adalah kantor netral yang menerima keluhan warga
tentang administrasi; penyelesaian semua keluhan, memantau kekhawatiran
warga, dan membangun hubungan yang baik antara pengusaha, masyarakat
sipil dan administrasi. Kepala Kantor dipilih di antara orang-orang yang
bersahabat dan terhormat dalam masyarakat yang memiliki integritas dan
reputasi yang baik. Dia tidak dalam struktur manajemen dari partai politik;
memiliki pendidikan, pengalaman yang baik, memiliki pemahaman dan adalah
orang yang tegas dalam Administrasi Kota / Kabupaten.

Kepala dipilih oleh Komite Pemilihan Lokal yang terdiri dari gubernur kotamadya
/ daerah, semua anggota Dewan Kota/ Daerah, tiga perwakilan bisnis, tiga
perwakilan LSM, dan Organisasi Sosial Masyarakat.

e Tujuan utama didirikannya Kantor Ombudsman adalah untuk:

¢ Membuat administrasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, mengurangi
korupsi, lebih puas dan dapat diandalkan warga negara dalam
pemerintahan.

e Meningkatkan partisipasi dan memberikan kesempatan kepada warga
supaya suara mereka didengar oleh pemerintah.

e Menyediakan warga mediator yang netral yang membantu mereka untuk
menyelesaikan keluhan dan konflik dengan pemerintah.
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C. Evaluasi Praktik Terbaik

Layanan OWSO di Battambang kota adalah sangat berbeda dari sistem lama
dalam beberapa cara: (1) biaya untuk berbagai layanan di Kantor transparan
(ditampilkan di depan umum di kantor), dan (2) layanan yang diberikan adalah
tepat waktu dan konsisten. Dari melakukan pelayanan jenis ini , Kotamadya
Battambang mampu mengumpulkan pendapatan tahunan sendiri.

Percontohan untuk OWSO dan kantor ombudsman/warga tidak hanya alat
untuk memperdalam dan memperluas reformasi D&D, tetapi juga merupakan
bagian dari usaha pemerintah untuk meningkatkan kualias layanan dan
membawa semua layanan itu lebih dekat kepada masyarakat. Ini membawa
beberapa prinsip-prinsip pemerintahan yang bagus, seperti transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, serta menempatkan Praktik -Praktik yang jelas untuk
memerangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Evaluasi kunci
di percontohan ini dapat diringkas sebagai berikut:

e Pembentukan Struktur Kantor Pelayanan Satu Jendela yang memberikan
Kotamadya Battambang kewenangan hukum untuk memfasilitasi dengan
sektor terkait dalam pemberian pelayanan publik dan melaksanakan
fungsinya yang didelegasikan oleh departemen bersangkutan.

e Pembentukan Ombudsman (atau disebut warga kantor dalam bahasa
Khmer) akan sangat membantu. Ini tidak hanya berperan sebagai arbitrase
untuk menyelesaikan konflik antara warga dan pemerintah kota, juga dapat
membantu untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas dan
mempromosikan partisipasi masyarakat dan membuat warga percaya pada
pemberian layanan yang disediakan oleh Kotamadya.

e Pembentukan OWSO memberikan kesempatan yang baik bagi masyarakat
untuk mengakses pelayanan publik dari pemerintah kota mereka dengan
efektif dan efisien yang jauh lebih baik dan transparansi.

e Dewan kota menyetujui rencana anggaran tahunan dan memonitor
pelaksanaan rencana anggaran tahunan yang merupakan mekanisme efektif
untuk menjaga dan memeriksa / keseimbangan pemanfaatan sumber daya
publik.

e Melalui OWSO, Kotamadya Battambang mampu meningkatkan pendapatan
hampir delapan kali lipat pada 2009, dari 27 juta riels pada tahun 2005
menjadi lebih dari 205 juta (atau sekitar 50.000 USD) pada tahun 2009,
sementara target pemerintah untuk kantor hanya 87 juta riel. Pencapaian
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pada pendapatan sumber sendiri telah menjadi bukti yang jelas bagi
pemerintah nasional untuk mengejar reformasi lebih lanjut pada D & D.

Berdasarkan hasil positif dari model ini, pemerintah Kamboja telah memutuskan
untuk meningkatkan model ini untuk 22 kota kabupaten / kota dalam empat
tahun ke depan. Skala dari model ini telah dilaksanakan oleh Komite Nasional
untuk Sub-Pembangunan Nasional Demokratik (NCDD) di bawah pimpinan
Departemen Dalam Negeri (Mol) dengan dukungan keuangan dari Bank Dunia
untuk) proyek Permintaan Good Governance (DfGG).

D. Tantangan Utama -Faktor Berkelanjutan

Tujuan inti dari OWSO selaku proyek percobaan adalah untuk mendelegasikan
fungsi pelayanan publik dari kementerian ke tingkat sub-nasional. Sejauh ini,
enam kementerian telah mendelegasikan fungsinya ke OWSO seperti
Departemen manajemen perencanaan lahan perkotaan dan pembangunan,
Departemen pekerjaan Umum dan Perhubungan, Departemen Kebudayaan dan
Seni Rupa, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Energi
Tambang dan Departemen Pariwisata serta Legalisasi. Pengalaman dari
percontohan di Battambang menunjukkan bahwa beberapa kementerian prihatin
tentang isu-isu" wilayah dan enggan untuk mendelegasikan fungsi dari OWSO.
Pelayanan-pelayanan kadang melimpahkan perangkat atau fungsi yang
berlebihan ke OWSOs tingkat kabupaten, seperti proses lisensi untuk rumah
tamu yang sangat kecil dan restoran yang praktis tidak ada permintaan
masyarakat di kabupaten atau kotamadya.

Para petugas dan personil yang dipilih dan ditunjuk untuk melakukan pekerjaan
mereka di OWSO memiliki keterbatasan keterampilan teknis yang sesuai dengan
fungsi yang didelegasikan. Pada saat yang sama, kementerian vyang
bersangkutan belum memberikan kapasitas yang cukup untuk memperkuat staf
mereka yang akan ditunjuk untuk bekerja di OWSO. Selain itu, yang mampu
dan terampil tidak ingin bekerja di OWSO karena insentif gaji yang rendah dan
tidak teratur.

Kantor OWSO dirancang dalam bentuk yang ramah bagi pelanggan , mereka
dapat dengan mudah menjangkau dan warga negara diperlakukan dengan
bersahabat dan sopan. Itulah sebabnya tidak hanya pengetahuan teknis
(prosedur pelayanan) yang harus disampaikan, tetapi juga etika tentang
kesopanan, responsif dan profesional bagi kader perwira dan personil.
profesionalisasi PNS publik ini akan memakan waktu lama.
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BAB III. WILAYAH TEMATIK :
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3.2 2 DEWAN KOORDINASI PENANGGULANGAN ....cccviviiiiiiinenne. XX
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(Olongapo City, Filipina )
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(Kotamadya Muangklang, Thailand)
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3.1 Elemen-elemen lingkungan perkotaan ..........ccccecvvemmiemnnennnnss XX

3.1.1 Permasalahan Lingkungan Perkotaan di Asia Selatan
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Di abad 21 terlihat banyak perluasan mega kota dan super kota lebih dari
setengah populasi dunia dalam kehidupan perkotaan saat ini. Seiring dengan
globalisasi, meningkatnya pertumbuhan penduduk, ekspansi ekonomi yang
cepat, dan perkembangan teknologi telah menyebabkan berbagai masalah
lingkungan terutama di sebagian besar pemukiman perkotaan di Asia. Masalah
tersebut telah secara langsung dan serius mempengaruhi kehidupan manusia.
Urbanisasi yang luas dan cepat, namun tanpa pengembangan yang seimbang
dimana terdapat sejumlah masalah lingkungan seperti air, udara, dan polusi
suara, limbah padat dan limbah berbahaya, kemacetan lalu lintas dan
keberadaan permukiman kumuh hanyalah beberapa contoh fisik. Masalah sosial
dan budaya bahkan berkembang semakin berbahaya .

Untuk hampir semua kota di negara Asia Selatan Timur, masalah lingkungan di
daerah perkotaan telah menjadi sangat serius dan jauh melampaui daya
dukung untuk sebagian besar pemerintah daerah sendiri yang tepat waktu
menanggulangi, dan pemerintahan lokal yang baik telah menjadi salah satu
tujuan paling menantang dari mitra pembangunan perkotaan dan warga
negara.

Kota atau pemerintah daerah adalah lembaga-lembaga administrasi lokal yang
secara langsung bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengiriman dan
pemeliharaan sarana umum, infrastruktur dan pelayanan dasar bagi penduduk
perkotaan dengan kualitas yang baik sehingga mereka dapat hidup dalam
lingkungan sehat dan akhirnya mencapai pembangunan berkelanjutan. Setiap
kota atau pemerintah daerah adalah aktor utama dan koordinator utama
dengan instansi terkait lainnya dalam menghadapi perkembangan lingkungan
dan permasalahannya . Meskipun demikian, sebagian besar pemerintah daerah
menghadapi sejumlah kendala dan hambatan untuk mencapai tujuan ini
karena:

e Kurangnya visi jangka panjang dan strategi pembangunan dari pengambil
keputusan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan kota vyang

berkelanjutan;

e Kemampuan koordinasi dan efisiensi pemerintah daerah dengan lembaga
terkait lainnya dan mitra dalam batas-batas administratif dan di luar batas;

e Pendekatan Kemitraan Pembangunan umumnya tidak terintegrasi dengan
proses pembangunan kota;

e Pengetahuan teknis dan kemampuan manajerial sebagai bagian dari
pemerintah daerah sangat terbatas;
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e Data dan informasi penting kondisi lokal umumnya tidak memadai dalam
mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan;

e Penilaian Perencanaan dan Pembangunan untuk Rencana Pembangunan
Daerah dan Rencana Penggunaan lahan tidak sepenuhnya diakui dan tidak
secara efektif dilaksanakan .

Dalam mengatasi kendala yang disebutkan di atas dan keterbatasan
kebanyakan pemerintah daerah, berikut ini 10 strategi pengelolaan lingkungan
perkotaan yang diusulkan :

3.1.2 10 Strategi Pengelolaan Lingkungan Perkotaan

10 strategi berikut adalah seperangkat pedoman untuk mencapai suatu
Pengelolaan Lingkungan Perkotaan yang efisien. Strategi-strategi yang
diusulkan tidak harus ditangani secara terpisah, sebaliknya, kota yang sadar
harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam proses kegiatan
perencanaan dan pengembangan.

1) Kemandirian
Manajemen lingkungan perkotaan adalah salah satu tanggung jawab inti
dari kotamadya. Perintah atas ke bawah atau dukungan dari pemerintah
pusat tidak cukup. Kota harus berpikir dan kreatif untuk memenuhi
kebutuhan lokal dan masalahnya.

2) Saling ketergantungan
Manajemen perkotaan lingkungan adalah tanggung jawab bersama dan
kebutuhan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah. Pemerintah
pusat, bagaimanapun, harus dianggap sebagai sumber keahlian dan
keuangan , bukan sebagai penyedia jasa.

3) Pengembangan Kemampuan
Masalah lingkungan yang semakin sulit, lebih rumit, dan lebih serius. Oleh
karena itu, untuk mengatasi permasalahan dengan efisien, harus dilakukan
peningkatan kapasitas secara berkelanjutan dan pelatihan untuk para
pengambil keputusan di wilayah kota dan para staf harus didukung dan
dikuatkan .

4) Pengumpulan Data
Penyediaan layanan yang efisien lokal tidak mungkin tanpa informasi yang
baik dari situasi yang ada dan penyebab masalah. Data harus dianalisis
dengan benar dan terus diperbarui.
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5)

6)

7)

8)

9)

Kemitraan Pemangku Kepentingan

Dianjurkan untuk menggunakan taktik yang berbeda untuk meningkatkan
dukungan dan partisipasi dari institusi lokal yang ada seperti sektor bisnis,
kelompok amal, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam
rangka memecahkan masalah.

Komunikasi

Untuk mengatasi masalah secara efektif, penyebaran informasi kepada
semua pihak sangat penting. Saluran komunikasi antar kota dengan semua
lembaga terkait melalui berbagai media harus digunakan dan dimobilisasi.

Pemberdayaan masyarakat lokal

Salah satu Praktik terbaik untuk manajemen lingkungan adalah untuk
membentuk suatu organisasi masyarakat lokal yang kuat untuk mengurus
masalah-masalah lokal. Kota dapat mendukung badan-badan masyarakat
melalui pendidikan masyarakat, membangun kesadaran dan menyediakan
sumber daya keuangan dasar.

Koordinasi dan Integrasi

Supaya mendapatkan dukungan mobilisasi, pengembangan infrastruktur,
dan peningkatan komunitas, kota harus bermain dalam peran melakukan
koordinasi antar unit yang tidak saja melakukan perencanaan, tetapi juga
penerapan. Layanan lingkungan dan infrastruktur terbanyak adalah saling
ketergantungan dan integrasi layanan di daerah sebagai salah satu tugas
mendasar dari kotamadya .

Perbaikan dan Tindak Lanjut
Kotamadya perlu menetapkan tujuan lingkungan yang jelas dan bekerja
dengan sungguh-sungguh melalui proses pelaksanaan rencana pengelolaan
lingkungan. Secara berkala, mengevaluasi pencapaian yang perlu dilakukan
untuk tindakan di masa depan.

10)Kerangka hukum dan penegakan

Kota harus memiliki dukungan hukum yang kuat dan bisa diterapkan dan
Praktik-Praktik untuk kebijakan lokal lingkungan. Beberapa aturan yang
diperlukan, atau secara-hukum harus disahkan oleh dewan kota dan secara
serius ditegakkan.

3.1.3 Sistem Manajemen lingkungan perkotaan

10 strategi manajemen lingkungan memberikan panduan untuk menerapkan
prinsip-prinsip yang diperlukan dalam mendukung dan mengelola sistem
Manajemen yang Bagus. Sistem manajemen lingkungan perkotaan yang bagus
harus memiliki karakteristik sebagai berikut:
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e Sistem secara umum dapat dipahami dan diterima;

e Sistem memberikan respon yang baik terhadap kebijakan yang dijalankan;
e Sistem ini difokuskan pada Praktik-Praktik preventif daripada kuratif;

e Sistem tersebut fleksibel untuk situasi saat ini.

4 elemen Sistem Manajemen Lingkungan Perkotaan:

1) Kebijakan lingkungan Perkotaan  2) Struktur organisasi, personil dan
sumber daya keuangan

Pemimpin kota harus

mengembangkan kebijakan Kotamadya harus mengorganisir
lingkungan mereka dengan tujuan dirinya sebagai pusat untuk
yang jelas yang didukung oleh mengkoordinasikan seluruh kegiatan
dewan kota dan sepenuhnya yang bertujuan menciptakan
dipahami dan diterima oleh staf lingkungan perkotaan yang sehat dan
kota. menyenangkan. Untuk mencapai

tujuan ini, sangat penting untuk
mengembangkan dan memanfaatkan
pegawai kotamadya , modal dan
keuangan.

3) Rencana tindakan Lingkungan 4) Praktik -Praktik Hukum

Rencana aksi adalah ekspresi Hukum, aturan, peraturan dan
konkret dari kebijakan , dan sesuai anggaran adalah semua Praktik
dengan struktur sumber daya, penting untuk menegakkan dan
anggaran dan tenaga administrasi melaksanakan kebijakan dan aksi
yang tersedia. Proses perencanaan yang disepakati yang menyatakan
harus mulai dari kebutuhan rencana serta untuk memungkinkan
masyarakat, dan melibatkan pengumpulan biaya layanan, dan
masyarakat dalam pengambilan untuk menangani atau menahan
keputusan. Rencana aksi lokal pelanggar peraturan lingkungan
lingkungan harus dirancang dan

selaras dengan rencana
pembangunan daerah dan
nasional.

3.1.4 Pendekatan Terpadu terhadap Isu Lingkungan Perkotaan

Membuat kota lebih layak huni dan berkelanjutan adalah tujuan akhir dari
setiap administrator kota. Tujuannya harus diwujudkan dalam jangka panjang
dan tujuan jangka pendek dalam proses perencanaan dan pengembangan
kegiatan pembangunan berbagai proyek. Namun, sebuah kota layak huni dan
berkelanjutan harus terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu, kesejahteraan manusia,
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keamanan sosial, dan lingkungan yang ditinggali. Ketiga elemen juga harus
dibangun di atas dua pilar pengetahuan dan pemerintahan yang baik.

Isu lingkungan perkotaan dapat dibagi menjadi dua agenda utama, agenda
coklat dan hijau.

Agenda Cokelat adalah:

Pengendalian pencemaran air

. drainase

Manajemen limbah padat

. pengelolaan sampah Berbahaya
. pengendalian Polusi udara
kesehatan lingkungan

AUl WNBEH

Masalah agenda Cokelat yang perlu dipecahkan segera atau dalam jangka
pendek dengan penerapan teknologi yang dikenal dan metode manajemen yang
relatif sederhana. Namun, agenda ini tetap menjadi masalah penting bagi
sebagian besar kota-kota di negara berkembang.

Agenda hijau adalah:

. Transportasi dan lalu lintas

. penghijauan kota

. Lingkungan binaan (misalnya: Infrastruktur lanskap)
. perbaikan daerah kumuh

. Rencana penggunaan lahan

. Manajemen sumber daya alam

. Energi dan manajemen lingkungan buatan manusia

NO U~ WN -

Agenda hijau adalah lebih kompleks dan membutuhkan komitmen yang lebih
untuk pemikiran jangka panjang dengan pemahaman yang lebih baik tentang
penyebab masalah lingkungan dari agenda 'cokelat ". Atau, jika agenda hijau
direncanakan dan dilaksanakan secara efisien, masalah coklat akan sedikit
terjadi.

Semua masalah yang disebutkan saling terkait erat dan saling tergantung,
sehingga kotamadya perlu mendekati masalah secara sistematis dan
menemukan link dari satu masalah ke yang lain, baik jangka pendek dan jangka
panjang. Baik cokelat dan agenda hijau tidak diperlakukan dalam isolasi. Ada
banyak petunjuk yang saling mengacu di antara keduanya dan dari
permasalahan tersebut Pengelompokan permasalahan dilakukan dengan
sejumlah penelitian dan oleh ahli manajemen. Namun, dalam proses
perencanaan dan pembangunan, kota dan masyarakat perlu untuk berpikir
secara holistik dan sistematis dengan pandangan yang lebih luas dan dengan
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pendekatan terpadu. Saat ini, agenda perubahan iklim telah mendominasi
semua bidang kegiatan pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan
proses pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, di mana mereka
saling berketergantungan serta dampak dari permasalahan cokelat dan hijau
menjadi lebih lebih penting.

Keempat Praktik terbaik untuk lingkungan perkotaan yang dikumpulkan dan
disajikan di bagian berikutnya hanyalah beberapa pengalaman Praktik dari
berbagai mandat dan aktivitas pembangunan untuk kota terpilih di daerah
dengan agen perubahan lokal yang saling berbagi dan belajar. Seseorang
harus menghubungkan Praktik terbaik tentang lingkungan perkotaan untuk
melihat hubungan dan dampaknya, dan di saat yang sama, seseorang tidak
boleh memisahkan permasalahan lingkungan dari hal lain, seperti dalam
manajemen keuangan. Yang terpenting adalah kesehatan perkotaan dan
manajemen keuangan vyang efisien harus didasarkan kepada lembaga
pemerintah yang ada dan rekan kerja yang ada dan partisipasi masyarakat.

1.2 Praktik terbaik untuk Lingkungan Perkotaan

3.2.1 Proyek Penyelematan Lingkungan MARIKINA (Marikina City,
Filipina )

Marikina City fokus pada skema daur ulang yang inovatif yang mempromosikan
budaya disiplin di kalangan kaum muda melalui pengelolaan limbah padat
ekologi.

Program ini mencakup unsur-unsur berikut:

e Pengelolaan sampah pada sumbernya
Program ini meminta siswa untuk membawa sampah daur ulang dari
lingkungan rumahnya ke sekolah di hari Lingkungan, setelah ditimbang,
kemudian dituliskan di buku tabungan sampah mereka.

e Pemberdayaan murid SD dalam ekologi pengelolaan limbah padat di sekolah
umum Marikina City, siswa diberi kesempatan untuk memiliki keterlibatan
yang bermakna dan menciptakan pengaruh kepada kaum muda dalam
menerapkan Praktik-Praktik pengelolaan limbah ekologis padat dengan cara
mengolah kembali bahan daur ulang dari limbah rumah tangga.

e Promosi keuntungan ekonomi dari daur ulang.
e Para siswa mendapatkan poin untuk daur ulang yang mereka bawa ke
sekolah. Sampah daur ulang dinilai sesuai dengan harga pasar yang

berlaku, yaitu PhP1.00 = 1 poin. Poin yang diperoleh siswa berhak untuk
berbelanja di Bus Ramah Lingkungan-yang menyediakan bahan-bahan
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pendidikan seperti kamus, buku, perlengkapan sekolah dan mainan
pendidikan dan komoditas dasar seperti gula, minuman, Coklat bubuk, dan
beras.

e Skema Insentif melalui buku tabungan ramah lingkungan
Setiap siswa diberikan buku tabungan ramah lingkungan di awal semester.
Buku tabungan ini adalah tempat nilai siswa dimasukkan dan di catat sesuai
dengan bahan sampah daur ulang yang dia bawa ke sekolah. Penabung
ramah lingkungan yang ingin berbelanja di Bus Ramah lingkungan hanya
perlu menunjukkan buku tabungannya dan mereka berhak untuk
menukarkan nilainya dengan barang-barang yang ada di dalamnya.

e Penggunaan Bus Ramah Lingkungan

e Bus Ramah Lingkungan atau Toko Berjalan berasal dari fasilitas pemerintah
yang berisi bahan-bahan pendidikan seperti kamus, buku cerita, alat-alat
sekolah, dan mainan pendidikan dan komoditas pokok seperti gula,
minuman coklat bubuk, kopi, dan beras. Barang-barang ini dapat ditukarkan
dengan nilai yang diperoleh dari daur ulang para siswa.

Faktor-Faktor Keberhasilan

¢ Memanfaatkan pengelolaan sampah, dari Program Penyelamatan
Lingkungan ini telah membangunkan dan memanfaatkan budaya disiplin
dan fungsi nilai tabungan. Program ini telah mendorong kesadaran
masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran pemilahan sampah dan
daur ulang di rumah tangga. Orang tua siswa telah berinteraksi secara
teratur dengan guru dan personil pemerintah kota. Hal ini penting dalam
membantu mengatasi keengganan para pemangku kepentingan, terutama
pada orang tua, untuk berpartisipasi dalam program karena selain
menghemat pengeluaran, program ini membantu membiayai biaya
perlengkapan sekolah anak-anak mereka, siswa dapat membeli dengan
menggunakan poin yang diperoleh dari daur ulang. Akibatnya, program ini
dapat menciptakan dampak ekonomi yaitu keuntungan dari daur ulang

e Program ini memperoleh pendapatan sampai dengan 1.3 juta peso dari daur
ulang, dan telah membantu mengurangi ketergantungan kota pada
penjatahan pendapatan internal. Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah kota dalam pembuangan limbah padat berkurang. Hal ini juga
disediakan toko-toko sampah di dalam kota dengan klien yang secara
teratur, membantu meningkatkan kegiatan ekonomi. Dari perspektif orang
tua ', Bus Ramah Lingkungan - menawarkan manfaat tambahan: membantu
membiayai biaya perlengkapan sekolah melalui tabungan individu atau poin
yang diterima oleh siswa.
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e Kantor Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota (WMO).

Dengan menerapkan sistem berbasis sekolah untuk pengelolaan limbah
padat yang efisien dan efektif, program ini memberikan fleksibilitas yang
lebih besar untuk WMO dalam mengadopsi strategi yang unik untuk
mengurangi dan mendaur ulang limbah. Program ini menciptakan pekerjaan
tambahan untuk kantor, mengingat implementasi dan sebagian besar
pekerjaan administratif yang diperlukan adalah dokumentasi. Namun
demikian, WMO merasa perlu untuk melaksanakan strategi program karena
hal itu memungkinkan kantor untuk mencapai, atau bahkan melampaui,
tujuan pengolahan limbah sebesar 25% .

e Program ini juga menyediakan tambahan untuk pelestarian kesehatan
masyarakat dan lingkungan . jumlah yang signifikan limbah yang telah
dialihkan dari tempat pembuangan telah memberi kontribusi pada
peningkatan polusi udara dan tanah. Demikian juga, jumlah penurunan
perjalanan truk pembuangan sampah 'telah memberikan kontribusi untuk
kemacetan lalu lintas, polusi udara kurang, dan konservasi energi.

e Program ini telah menjadi sebuah jalan di mana orang merasakan kehadiran
pemerintah kota. Ini juga menunjukkan kemauan politik yang kuat dari
pemerintah kota dalam melaksanakan program-program yang berani dan
inovatif yang bertujuan untuk mencapai kepatuhan penuh dalam hukum.
Karena pendekatan yang inovatif dan baru untuk kesadaran lingkungan,
telah menjadi patokan bagi pemerintah daerah unit lainnya dalam
mengembangkan program mereka sendiri secara khusus dalam "lakbay-
Aral" (wisata pendidikan ).

e Dukungan pendanaan dari donor internasional dan sektor swasta

e Pada awal program UNDP / Kemitraan Bus Ramah Lingkungan Afrika-Asia
telah mendanai produksi buku tabungan untuk murid. Juga sektor bisnis
berkontribusi dengan membuat fasilitasi untuk mengangkut daur ulang.

Kendala dan Tantangan Utama

e Kepemimpinan pemerintah kota harus terus menerus mempertahankan
pelaksanaan dan menghindari memudarnya semangat dari program yang
disebabkan oleh sikap tidak keterlibatan jangka panjang. Jika
dipertahankan, target peserta program juga akan mempertahankan
kepercayaan mereka kepada pemerintahan dan keterlibatan mereka secara
aktif.

118p»



e Tidak adanya keterlibatan siswa menengah atas

e Banyaknya persyaratan kerja yang rumit, seperti pencatatan, perhitungan,
pengawasan, dll.

Peniruan Model

Karena kesederhanaan dan keberhasilan yang berlanjut, program ini dipandang
dapat ditiru dan dilaksanakan oleh daerah lain, melalui inisiatif swasta atau
publik. Ini akan membantu dan menginspirasi unit pemerintah lokal lainnya
(LGUs) wuntuk mencari cara untuk mencapai pengurangan limbah dan
pengalihan target limbah dalam waktu singkat.

3.2 2 DEWAN KOORDINASI BENCANA KOTA Olongapo (Olongapo
City, Filipina)

Pemerintah daerah berkonsentrasi untuk DEWAN KOORDINASI BENCANA KOTA
(CDCC) yang fungsinya adalah :

1) Pembuat Kebijakan tertinggi, mengkoordinasikan dan mengawasi
manajemen bencana pada tingkat lokal;

2) Memberikan saran kepada Pemimpin Kota saat berada dalam status
bencana yang tidak direncanakan dan melakukan rencana pengelolaan, dan

3) Memberikan saran kepada Pemimpin kota untuk mengumumkan Bencana
Negara dan pelepasan Dana Bencana untuk mendukung kegiatan yang
mendesak dan darurat.

Kota Olongapo selalu melihat perlunya konstituen untuk 'mempersiapkan,
mencegah, menanggapi, dan pulih dari bencana. "Ini akhirnya menjadi misi
selanjutnya untuk penciptaan Kantor Manajemen Bencana permanen (DMO)
untuk lebih memperkuat keberadaan CDCC. Penciptaan DMO dimungkinkan
melalui Resolusi Dewan Kota, Nomor 54 Seri 2002.

DMO ini didirikan sebagai tangan operasi dan sekretariat CDCC Olongapo. Hal
ini terutama bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan dan fungsi
instansi pemerintah , lembaga swasta, organisasi non-pemerintah (LSM) dan
organisasi sipil (CO) bagi perlindungan dan pelestarian kehidupan dan harta
saat bencana dan keadaan darurat. Hal ini juga membawa fungsi-fungsi
berikut:

1. Mengkoordinasikan operasi-operasi CDCC dengan instansi pemerintah

daerah, dewan koordinasi bencana barangay (BDCCs), dan lembaga
pendukung lainnya dan non-pemerintah;
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Mengembangkan dan  mengkoordinasikan  program-program  untuk
informasi, pendidikan dan pelatihan penduduk lokal, pekerja sukarela DCCs
yang bersangkutan, dan sejenisnya;

Merumuskan rencana dan kebijakan untuk perlindungan dan pelestarian
kesejahteraan masyarakat setempat pada saat bencana dan keadaan
darurat lainnya;

Menerapkan hukum, rencana dan program relatif terhadap pencegahan
bencana, kesiap siagaan, respon mitigasi, dan rekonstruksi / rehabilitasi;

Menyediakan layanan yang ekonomis, efisien dan efektif untuk para korban
dan potensi korban bencana di dalam dan di luar wilayah tanggung jawab
(AOR);

Memantau dan mengawasi kelancaran pelaksanaan Kerja Tahunan yang
disetujui CDCC dan Rencana Keuangan.

Fitur inovatif dari CDCC/DMO adalah sebagai berikut :

1.

W

Strategi dan pendekatan menyeluruh untuk manajemen bencana dari
mitigasi, kesiapan, dan rehabilitasi;

Tim Penyelamatan dan Kebakaran Perkotaan yang bersaing;

Layanan Khusus Bencana;

Sistem Manajemen Bencana berbasis masyarakat.

Faktor-Faktor Keberhasilan

Semangat Sukarela

Faktor keberhasilan yang paling signifikan yang menuai pengakuan dan
keberhasilan, antara lain, akan menjadi semangat kesukarelaan - dari
pemimpin kota sampai warga itu sendiri. Ini adalah kesukarelaan yang
sama, atau mungkin saat ini lebih intensif, yang menyelamatkan kota dari
penderitaan ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh Bencana Twin tahun
1990-an. CDCC / DMO telah dilembagakan untuk melayani rakyat Kota
Olongapo namun mereka juga salah satu faktor kunci keberhasilan dalam
mencapai keberhasilan. Ada gerakan relawan yang terlihat di antara
kebanyakan orang di kota. Waktu dan sekali lagi komitmen rakyat dalam
mendukung advokasi dari CDCC / DMO sudah menjadi sebuah prestasi
tersendiri.

Kepemimpinan Progresif

Kota Olongapo dapat dimasukkan ke dalam sistem manajemen bencana
yang baik dengan berbagai pendekatan dalam pola pikir mereka.
CDCC/DMO telah mendapatkan dukungan politis, keuangan, dan
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administrasi dari pemerintah lokal, dengan berbagai rujukan dair kantor
kota. Lebih lanjut lagi, pemimpin pemerintahan telah mendorong untuk
melanjutkan ini ke tingkat yang lebih baik dan mendorong untuk terus
berjuang untuk perbaikan lebih lanjut dan untuk mencapai tujuan
keunggulan dalam hal manajemen bencana.

Hubungan dan Kemitraan dengan lembaga pemerintah dan swasta-CDCC /
DMO menggunakan kontak yang luas dalam pemerintahan daerah serta
sektor swasta dan badan-badan nasional lainnya untuk mempromosikan
dan melaksanakan program dan kegiatan.

Iuran dan sumbangan dari kelompok swasta. Kontribusi dari beberapa
kelompok dalam hal dukungan peralatan tidak dapat diabaikan. Tanpa
sumbangan ini, tidak mungkin bahwa CDCC / DMO akan dengan efisien dan
cepat. Dan dalam jangka panjang, CDCC tersebut yakin dapat
mempertahankan operasi manajemen bencana adanya kelengkapan
peralatan dan fasilitas ini

Kendala dan Tantangan Utama

1.

2.

3.

Hambatan

Informasi dan kampanye pendidikan CDCC merupakan kerja keras dalam
berbagai keadaan, tetapi mereka juga melakukan ini di bawah kendala
dimana beberapa penduduk tidak ingin bekerja sama secara aktif, dan tidak
ingin melihat pentingnya upaya CDCC itu. Tapi karena hal ini, CDCC menjadi
lebih tertantang untuk melanjutkan inisiatifnya karena percaya bahwa ini
adalah untuk kebaikan semua penduduk kota

Ketidakteraturan Masyarakat

Pada awalnya, Kota Olongapo dihadapkan dengan tantangan
pengorganisasian masyarakat untuk bekerja sama dengan tujuan bersama
- yaitu mencapai kesempurnaan. Walikota kota Olongapo menempatkan
banyak usaha dalam mengorganisir unit pemerintah daerah dengan
mengidentifikasi peran dan mendelegasikan tanggung jawab untuk
konstituen-nya dari mulai sopir kendaraan umum sampai penyapu jalanan.
Kota Olongapo telah mengatasi tantangan pengorganisasian kota. Sebagai
hasilnya, akan lebih mudah untuk meminta keterlibatan mereka selama
pertemuan

Kendala Keuangan

MO tidak mendapatkan persetujuan dari DBM yang mengangkatnya ke
departemen independen pemerintah kota. Sehingga harus mencari sarana
yang mendukung operasi dan program-program untuk membangun
kemampuan personil. Hal yang menjadi tujuan bersama dari anggota CDCC,
yaitu keputusan tegas untuk menetapkan DMO, yang membantu mereka
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mengatasi masalah ini. 5% yang dialokasikan dari dana bencana lokal
digunakan untuk menutup biaya dari DMO

4. Akuisisi Fasilitas dan Peralatan

Selama Tahap awal pembentukan kelompok tanggap darurat inti DMO,
mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan bencana karena sumber daya yang terbatas. Tapi dengan
tekad untuk mengejar dan memperbaiki program-program manajemen
bencana kota, pejabat walikota terus membentuk kemitraan atau dialog
dengan berbagai instansi yang memiliki kecenderungan untuk memberikan
kontribusi sumber daya mereka dalam bentuk fasilitas dan peralatan

5. Dataran

Tantangan besar lainnya adalah dataran Kota Olongapo. Hanya sekitar 12%
dari luas kota yang padat oleh penduduk, yang terpusat di lokasi tertentu.
Sulit untuk menembus daerah pegunungan dan membuat kondisi kehidupan
yang nyaman. Karena itu, ketika bencana terjadi di daerah yang padat di
Kota Olongapo, dampak yang terkonsentrasi dan akan mempengaruhi
kebanyakan warga. Untuk mengatasi ini, pejabat walikota berencana untuk
mencari permukiman baru. Dari sana, jaringan jalan akan dipetakan melalui
satelit dari pemukiman ke Ilembah-lembah pegunungan yang dapat
dijadikan sebagai komunitas lain. Walikota mengatakan bahwa zonasi yang
tepat adalah solusi kunci sehingga mereka yang tinggal di daerah rawan
bencana / rawan longsor akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman.

Replikasi Model

Program-program manajemen bencana Kota Olongapo bisa direplikasi, karena
bencana jelas tidak memperdulikan kebangsaan, usia, keyakinan agama, status
sosial atau aliansi politik. Ketika bencana terjadi dampak merusak akan
mempengaruhi semua orang yang tinggal di daerah itu, daerah-daerah
tetangganya serta daerah-daerah lain yang bergantung pada daerah itu sebagai
sumber ekonomi utama

Jika telah ditentukan, setiap LGU dapat membangun sebuah kantor manajemen
bencana sebagai layanan tingkat tinggi seperti Kota Olongapo. Sebuah replikasi
LGU harus berusaha mencapai tujuan umum vyaitu tidak terdapat korban sama
sekali selama bencana dan memastikan bahwa para pemangku kepentingan
melaksanakan fungsi mereka sesuai dengan rencana aksi. Model ini memiliki
komposisi para pemangku kepentingan yang sederhana, dan peran yang saling
bergantung yang akan berhasil jika fungsi dilakukan sesuai tanggung jawabnya.

Selain itu, unit respon cepat dari sebuah kantor manajemen bencana yang

direplikasi harus sesuai dan kompeten agar berani menghadapi sejumlah
tantangan yang muncul dalam bencana
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Namun, kompetensi, alat dan sumber daya yang tersedia terbatas pada situasi
risiko bencana umum di Filipina. Sebagai contoh, Walikota Gordon menciptakan
sebuah 'operasi bantuan - gaya Filipina' dalam menanggapi bencana yang
melanda provinsi dengan barang bantuan sudah tersedia. Operasi CDCC dapat
berlaku sebagai model yang baik tetapi juga mungkin kurangnya contoh khusus
mengenai bagaimana strategi ini dapat menyesuaikan dengan kota atau unit
pemerintah daerah lainnya terutama di negara-negara asing. Tantangan
mereplikasi program Olongapo CDCC terletak pada pengembangan rencana
tanggap darurat dan kegiatan penanggulangan bencana yang ditargetkan untuk
memenuhi kebutuhan masing-masing LGU.

3.2.3 Konstruksi Lahan Basah untuk Pengolahan Air Limbah Perkotaan
(Kota Udonthani, Thailand)

Ringkasan

Sebagai respon terhadap pertumbuhan penduduk dan kecepatan urbanisasi
yang menyebabkan peningkatan limbah dan kontaminasi di perkotaan,
pemerintah kota Udonthani memulai sistem pengolahan air limbah dengan
memutar saluran air yang ada dari saluran pembuangan kota ke dalam sistem
pengolahan alami (konstruksi lahan basah). Model Praktik-Praktik Terbaik telah
dibentuk sebagai sistem tambahan untuk pengolahan air limbah kota yang ada.
Udonthani menghadapi beban air limbah dari 47.828 rumah tinggal, 11 pasar,
dan 400 tanaman industri dengan total debit sebesar 50.000 meter kubik per
hari. Dengan konstruksi lahan basah, Udonthani berhasil mengurangi senyawa
organik, nitrogen, fosfor, logam, dan kuman dari air dan pada saat yang sama
untuk menciptakan ruang rekreasi bagi masyarakat di sepanjang tepi sungai

Keuntungan dari model Praktik -Praktik terbaik diterangkan dengan cukup
jelas:

e Sangat mudah untuk mengaturnya dan dapat disesuaikan dengan kondisi
lingkungan dan tujuan yang berbeda;

e Ini merupakan penghematan biaya karena kapasitas alami untuk mengelola
air secara efisien, namun dengan keterjangkauan yang tinggi, biaya
pemeliharaan rendah, dan ketergantungan teknis yang minimal;

e Hal ini berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk
mengolah limbah perkotaan dan mengurangi kontaminasi;

e Melalui transformasi menjadi konstruksi lahan basah, maka telah tercipta

ruang publik dengan lanskap yang menyenangkan (taman, daerah hijau)
dan ruang rekreasi untuk rakyat
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Pengolahan air perkotaan dibuat di aliran sungai Huay Mak Khaeng yang
merupakan upaya bersama antara Kota Udonthani, Fakultas Teknik, dan
Fakultas Arsitektur Universitas Khon Kaen yang ditugaskan untuk survei, studi,
dan merancang rencana pembangunan, di bawah pengawasan / koordinasi
Divisi Kerja Sanitasi kotamadya. Pekerjaan juga melibatkan Kantor
Kesejahteraan Sosial, yang mengkoordinasikan usaha-usaha tersebut dengan
masyarakat lokal, serta Kantor Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, yang
mengawasi kualitas kesehatan dan lingkungan di daerah kota

Latar Belakang dan Tujuan

Kota Udonthani terletak di provinsi Udonthani, yang dianggap sebagai pusat di
timur laut Thailand. Berdasarkan statistik bulan Januari 2010, Udonthani
memiliki 141.953 penduduk di 100 komunitas. Jaringan transportasi meliputi
udara, kereta api, dan jalan raya. Kota ini memiliki dua anak sungai yaitu: Huay
Mak Khaeng dan Mung Huay. Kedua sungai tersebut menjadi drainase alami.
Terdapat dua reservoir untuk memproduksi air portabel, yaitu: Nong Prajak
Silpakom dan Nong Sim

Dengan pendapatan tahunan sekitar 1 miliar baht, Udonthani merupakan kota
terbesar ketiga di timur laut Thailand dalam hal pertumbuhan ekonomi. Menurut
Komite Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, Udonthani memiliki potensi
untuk menjadi sebuah kompleks layanan utama dari Greater Mekong Sub-
region (GMS). Dimana dapat berfungsi sebagai pusat keuangan dan
perdagangan yang menghubungkannya dengan Laos, Cina, dan Vietnam.
Dengan demikian dapat menjadi jalur penerbangan tujuan ekspor ke wilayah
Indocina

Keberhasilan instalasi sistem pengolahan air limbah dengan produk sampingan
yang ditujukan untuk pemulihan aliran air perkotaan telah membuat Udonthani
menjadi salah satu dari model-model pembangunan kota yang berkelanjutan di
negara itu dan di wilayahnya.

1. Unsur-unsur Inovatif

Sebuah konstruksi lahan basah meniru ekosistem alami yang dapat
digunakan baik berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan sistem
pengolahan air lain untuk meningkatkan kualitas air. Lahan basah yang
dibangun merupakan sistem tambahan untuk sistem pengolahan air limbah
kota yang telah ada dalam mengatasi beban fluktuasi, kualitas variabel
asupan air limbah, dan variasi dari cuaca

A. Kota ini telah memperkenalkan sebuah teknologi pengolahan yang

inovatif dan tepat dalam mengurangi biaya dengan menggunakan tiga
jenis kolam:
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B. Kolam yang dangkal (satu kolam) yang ditanami dengan rumput teki,
pinus, jewawut, kana, dan lain lain untuk mengurangi kecepatan air dan
menyingkirkan bahan organik di dalam air. Senyawa protein diubah
menjadi amonia.

C. Kolam yang dangkal ditanami dengan teratai dan tanaman selingan
untuk mengubah amonia dari kolam dangkal sebelumnya menjadi nitrat
(suatu proses yang disebut nitrifikasi).

D. Kolam dangkal (dua kolam) ditanami dengan rumput teki, pinus,
jewawut, kana, dan lain-lain untuk mengubah nitrat menjadi nitrogen
(proses denitrifikasi) dan menyebar ke udara. Pembuangan dari bagian
ini digunakan untuk tujuan perikanan.

Biaya pelaksanaan relatif rendah, tapi hasilnya memuaskan:

A. Lahan basah yang dibangun sebagai sistem pengolahan air limbah
adalah sebuah inisiatif yang menggunakan kualitas yang melekat pada
tanaman alami  untuk  meningkatkan  kualitas air limbah.
Pengoperasiannya bergantung pada potensi dalam sistem ekologi
perairan dan daya dukung yang sesuai dengan kuantitas beban. Sistem
ini merupakan sistem yang memerlukan biaya rendah namun efektif.

B. Orang-orang dapat menikmati area yang lebih hijau dan taman yang
lebih besar. Menempatkan tanaman air di dalam dan di sepanjang kedua
sisi aliran sungai sehingga menciptakan ruang untuk sebuah taman
yang memanjang. Orang-orang dapat menggunakan daerah yang
dikembangkan tersebut untuk kegiatan rekreasi.

C. Lahan basah yang dibangun adalah sistem tambahan untuk pengolahan
air limbah kota yang telah ada agar pengolahan air limbah kotamadya
menjadi lebih efisien. Beban berasal dari 47.828 rumah tangga, 11
pasar, dan 400 tanaman industri dengan total debit sebesar 50.000
meter kubik per hari. Lahan basah yang dibangun dapat membantu
mengurangi senyawa organik, nitrogen, fosfor, logam, dan kuman.

Keterlibatan dan Kegiatan-kegiatan

Warga yang tinggal di kedua sisi anak sungai mengambil bagian dalam
dengar pendapat publik dilakukan sebelum proyek dimulai. Sekarang,
mereka adalah orang yang sama yang membantu menjaga dan
memanfaatkan daerah yang berdekatan dengan sungai untuk tujuan
rekreasi. Warga Udonthani lain membantu dengan tidak mengotori,
membuang sampah sembarangan, mengalirkan air limbah ke dalam aliran
sungai. Mereka juga mendapat manfaat dari adanya taman baru, di mana
mereka bisa datang untuk melakukan kegiatan-kegiatan rekreasi seperti
jogging dan bersepeda. Mereka juga sekali-sekali datang ke taman untuk
melakukan kegiatan sosial-budaya, seperti festival Loy Kratong yang
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merupakan pertunjukan seni dan musik. Nilai tambah dari inisiatif ini sangat
berlimpah.

Operasional Praktik model adalah sebagai berikut:

e Sebelum mengalirkan air dari daerah perkotaan ke dalam aliran sungai
maka air akan diolah terlebih dahulu menggunakan plot tanaman air
seperti jewawut, rumput teki, dan kana. Komponen pra-pengobatan
juga bertujuan untuk hiasan. Gravitasi bertingkat ditambahkan untuk
menambahkan oksigen ke dalam air dan menciptakan pemandangan
yang indah

e Kapasitas dari sistem alami untuk pengolahan air memiliki batas
tertentu. Untuk mengatasi ini, maka aliran sungai dan aliran taman air
dipisahkan. Ia juga dirancang untuk mencegah banjir di musim hujan.

3. Keberlanjutan dan Replikasi

Lahan basah yang dibangun meniru sistem alam dengan menggunakan
tanaman air asli untuk menyerap bahan kimia, sementara skema hidrologi
yang dirancang dengan baik memastikan sirkulasi air. Diversifikasi tanaman
air tidak hanya membantu menyerap logam berat dan menyingkirkan
senyawa organik, tetapi juga mendukung stabilitas dan ketahanan sistem
yang lebih besar

Lebih dari sekedar sebuah sistem pengolahan air, anak sungai dan saluran
air membantu meningkatkan daerah hijau dan mempercantik lanskap
perkotaan. Mereka dapat digunakan sebagai kawasan rekreasi dan olahraga
untuk orang-orang perkotaan

Sistem ini membutuhkan biaya pemeliharaan yang sangat murah karena
tidak perlu menggunakan peralatan yang canggih. Tidak diperlukan
kebutuhan baik untuk bantuan teknis maupun perbaikan. Satu-satunya
persyaratan adalah untuk menjaga kuantitas dan keragaman tanaman
secara optimal serta mencegah terjadinya hal yang menghambat di
dalamnya. Model ini berkelanjutan dan dapat diadopsi pada skala yang lebih
besar di masa depan

Replikasi dari sistem di kota-kota lainnya sama sekali bukan merupakan
tugas yang besar jika tim manajemen kota dapat mengidentifikasi daerah
air yang tercemar dan lokasi potensial untuk penanganan operasional lahan
basah. Diperlukan konsultasi dan partisipasi masyarakat sebelum, selama
dan setelah konstruksi, meskipun investasi dan pemeliharaan sistem ini
tidak mahal
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3.2.4 Kota Berkarbon Rendah (Muangklang, Thailand)
Ringkasan

Dengan anggaran hanya sekitar 1.000 Euro, Walikota kota Muangklang
meluncurkan program pengelolaan limbah padat yang menghasilkan
peningkatan yang signifikan pada kondisi dan kualitas hidup masyarakat
setempat serta mengubah kota menjadi lingkungan yang layak huni

Berikut ini inovasi-inovasi yang telah diterapkan:

e Sebuah pengelolaan limbah padat yang komprehensif telah ditetapkan.
Untuk menggantikan pembangunan sebuah bangunan lengkap dengan
insinerator canggih, maka digunakanlah sebuah ban berjalan yang
sederhana di ruang terbuka. Limbah organik dipisahkan dan dikumpulkan
untuk diproduksi menjadi kompos. Sehingga, mengurangi sejumlah besar
pembuangan sampah harian di Tempat Pembuangan Sampah kota

e Pengenalan kendaraan gas alam (NGV). Bus yang menyerupai trem lama
telah mendorong orang untuk menggunakannya sebagai sarana transportasi
umum di sekitar kota sebagai pengganti mobil pribadi. Hal ini akan
mengurangi pembakaran bahan bakar secara keseluruhan

e Perbaikan kualitas air:

= Di pasar kota, sayuran dan buah-buahan yang terbuang dikumpulkan
untuk menghasilkan konsentrat EM (Effective Micro organisme). Cairan
konsentrat kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas air sungai
dengan menambahkannya ke dalam saluran pembuangan kota di lokasi
yang berbeda. Sisanya dapat diberikan kepada hewan-hewan di
peternakan kota. Kotoran mereka dikumpulkan dan dijual;

= Kota juga memperkenalkan perangkap lemak yang akan dipasang di
rumah-rumah dan toko di sepanjang tepi sungai dan di kota itu.
Perangkap lemak mengurangi beban organik sungai, sehingga sangat
meningkatkan kualitas air sungai secara keseluruhan. Minyak
dikumpulkan dan diubah menjadi batang-batang bahan bakar, yang
berfungsi sebagai bahan bakar tambahan di rumah pemotongan hewan
di kota dan mengurangi penggunaan kayu bakar

Kegiatan ini terutama didanai oleh anggaran pemerintah daerah tahunan dan
dengan beberapa kontribusi (finansial dan material) dari perusahaan swasta
seperti Industri Apina, Pati dan Kimia Nasional serta daerah tetangga seperti
Provinsi Rayong, yang mendukung dipasangnya perangkap lemak di rumah-
rumah di kota Muangklang
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Latar Belakang dan Tujuan

Berlokasi 269 kilometer dari Bangkok melalui jalan raya timur, kota Muangklang
memiliki populasi 17.197 jiwa atau 3.309 kepala keluarga. Kota ini memiliki
total 13 komunitas dan cakupan area seluas 14,5 kilometer persegi. Tujuan dari
Walikota Kotamadya adalah untuk mengembangkan sebuah kota dengan
lingkungan yang berkelanjutan, ekonomi yang layak, serta partisipatif secara
sosial. Pendekatannya termasuk penggunaan sumber daya yang ada dan
potensial serta mengurangi kemacetan birokrasi sebanyak mungkin. Secara
praktis, walikota bertujuan untuk mengubah cara konsumsi penduduk agar
menjadi lebih produktif dan mandiri.

Seiring waktu, warga Muangklang mengambil manfaat dari peningkatan kualitas
sungai, perbaikan sarana transportasi umum, melimpahnya sayuran organik
yang diproduksi secara lokal, pupuk, dan kompos, serta peningkatan area hijau
di kotamadya. Banyak pemerintah daerah di Thailand yang telah mengunjungi
kota Muangklang untuk mempelajari seberapa bagus Praktik -Praktik yang
telah dijalankan dan diimplementasikan.

4. Unsur-unsur Inovatif

Muangklang meluncurkan skema manajemen limbah padat dengan modal
hanya 1.000 euro. Ada sejumlah inovasi untuk meningkatkan pengelolaan
limbah secara keseluruhan dengan upaya-upaya berikut:

1. Pengelolaan Ilimbah padat yang komprehensif. Untuk
menggantikan pembangunan sebuah bangunan lengkap dengan
insinerator canggih, digunakan ban berjalan sederhana di ruangan
terbuka. Limbah harian yang dikumpulkan diletakkan pada ban
berjalan, dimana para pekerja memilih item yang akan didaur ulang.
Limbah organik dipisahkan dan dikumpulkan untuk memproduksi
kompos. Hal ini mengurangi pembuangan sampah setiap hari di
Tempat Pembuangan Akhir Sampah kota

2. Peningkatan kualitas air. Di pasar kota, sayuran dan buah-buahan
yang terbuang dikumpulkan untuk menghasilkan konsentrat EM
(Effective Micro organisme) yang digunakan untuk meningkatkan
kualitas air di sungai dengan menambahkannya ke dalam saluran
pembuangan kota di tempat yang berbeda. Sisanya dapat digunakan
sebagai makanan untuk hewan, seperti kambing, babi, bebek, kelinci,
dalam bentuk cacing tanah di kebun kota. Kotoran mereka dikumpulkan
dan dijual

3. Perangkap Ilemak. Pada awalnya kota memperkenalkan dan
menyediakan perangkap lemak untuk dipasang di rumah-rumah dan
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toko di sepanjang sungai dan di kota. Sekarang, Praktik ini telah
ditegakkan oleh kota dengan peraturan. Perangkap lemak mengurangi
beban organik sungai, sehingga sangat meningkatkan kualitas air sungai
secara keseluruhan. Minyak yang terkumpul diubah menjadi potongan-
potongan bahan bakar, yang berfungsi sebagai bahan bakar tambahan
di rumah potong hewan kota dan mengurangi penggunaan kayu bakar.

4. Transportasi publik. Bis-bis umum yang menyerupai trem, dengan
bahan bakar NGV telah diperkenalkan untuk mengangkut anak-anak
sekolah, orang tua dan orang lain ke sekolah-sekolah dan kompleks
olahraga kota sebagai pengganti bagi penggunaan mobil pribadi. Hal ini
akan mengurangi pembakaran bahan bakar secara keseluruhan, dan
CO2 di dalam kota

Inovasi yang diperkenalkan di bawah program ini telah memberikan
manfaat untuk masyarakat lokal dan kota itu sendiri sebagai berikut:

e Pengelolaan limbah padat mengurangi sampah sebagai hasil dari
daur ulang dan penggunaan kembali, sehingga mengurangi jumlah
perjalanan yang harus dilakukan oleh truk sampah ke Tempat
Pembuangan Akhir Sampah. Dengan demikian, kota dapat
menghemat lebih banyak untuk pengeluaran bensin dan lokasi
penimbunan limbah kota dapat bertahan lebih lama

e Kompos menghasilkan pendapatan serta menghemat banyak uang
untuk kota. Gas metana dari proses kompos menggantikan sumber
bahan bakar konvensional di rumah potong hewan di kota. Kompos
dan EM cair sangat dibutuhkan oleh petani buah local

e Kualitas air sungai telah meningkat secara signifikan. Konsentrat EM
ditambahkan ke saluran pembuangan kota di berbagai titik dalam
kota sehingga air telah diperlakukan dengan berbagai cara bahkan
sebelum mencapai sungai.

e Kualitas udara telah meningkat. Mengurangi penggunaan mobil
pribadi di jalan-jalan sempit Muangklang yang artinya lalu lintas
yang lebih ringan, waktu perjalanan menjadi berkurang, dan
mengurangi emisi gas dari pipa knalpot

e Penanaman pohon di daerah yang ditinggalkan telah meningkatkan
area hijau di kotamadya. Kotamadya juga memperkenalkan
pertanian perkotaan sehingga orang dapat menanam sayuran untuk
konsumsi keluarga mereka sendiri. Pertanian organik telah
diperkenalkan dan dipromosikan kepada para petani daerah.
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Keterlibatan dan Kegiatan-kegiatan

Kegiatan-kegiatan ini diterima dengan baik di masyarakat. Dengan
manfaat yang praktis dan cepat, orang-orang lebih siap untuk bekerja
dengan pemerintah kota dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
digabungkan sebagai bagian dari model Praktik-Praktik terbaik. Para
pedagang pasar sangat senang untuk mengumpulkan dan memisahkan
sayuran dan buah-buahan yang tidak terpakai, sebagai imbalannya
mereka memiliki kompos EM, serta pasar dan lingkungan menjadi bersih.
Manajemen sekolah, melalui bank sampah sekolah, menghargai
penukaran setiap kilogram kumpulan sampah daur ulang senilai 1 BHT
untuk kegiatan pengembangan sekolah. Demikian juga, pemilik rumah
semakin banyak yang menggunakan perangkap lemak di rumah mereka.
Walikota Chariyacharoen Somchai telah menjabat di Kota Klang untuk
ketiga kali masa jabatan. Kemenangan terakhir pemilihan-Nya tanpa
kandidat pesaing telah membuktikan bahwa lingkungan terpadu dan
seimbang serta pengembangan ekonomi dan partisipasi masyarakat
merupakan faktor kunci keberhasilan umum. Istilah baru ini juga
memungkinkan dia untuk memperkenalkan ide-ide dan kegiatan yang
lebih inovatif dalam meningkatkan ide dan kegiatan yang sudah ada serta
mencari tantangan baru, seperti pertanian perkotaan, keanekaragaman
hayati perkotaan, kesehatan dan lingkungan, perubahan iklim dalam
konteks budaya perkotaan

Keberlanjutan dan Replikasi
Faktor-faktor berikut ini memastikan keberlanjutan program:

A. Kemandirian. Untuk pengelolaan limbah padat, model ini relatif
merupakan operasi skala kecil, yang kondusif bagi sebuah kota yang
penduduknya tidak lebih dari 20.000 jiwa. meskipun sabuk konveyor
tim manajemen limbah berfungsi secara independen namun tetap
berada di bawah pengawasan yang ketat dari walikota. Dengan
menjual operasi berbasis produk, seperti kompos, EM, bahan daur
ulang, dan sayuran organik yang berkembang secara lokal, tim ini
mendapatkan cukup uang untuk membayar biaya operasional dan
insentif pekerja. Dengan menjadi salah satu dari 5 Daerah Pusat
Pembelajaran Lingkungan Perkotaan, Klang juga akan
mempertahankan kegiatan pembelajaran melalui kontribusi biaya
masuk yang dikumpulkan dari kelompok-kelompok yang mengunjungi
seluruh Thailand

B. Pendidikan untuk generasi muda. Program daur ulang limbah
telah diperluas ke beberapa sekolah setempat. Pengelolaan limbah
padat tidak hanya diajarkan, namun siswa didorong untuk



memPraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan
cara ini mereka melihat secara langsung hasil positif dari penurunan
limbah dan manfaat meningkatnya pendapatan. Pelatih sukarela dari
kota mendatangi daerah di sekitar sekolah untuk mendidik dan
mendorong siswa untuk memPraktikkan manajemen limbah padat

C. Hubungan dan Komunikasi Publik. Walikota telah melibatkan
media secara aktif untuk mempromosikan model Praktik -Praktik
terbaik. Dia berkomunikasi secara teratur dengan orang-orang
melalui radio FM Lokal Kota. Data dan informasi berkualitas tinggi
dari situs kota (muangklang.com) telah memperoleh lebih banyak
ruang dan lebih populer untuk berbagi dan belajar. Komunikasi tatap
muka tetap menjadi modus yang efektif dan ramah antara walikota
dan para stafnya serta berbagai kelompok lainnya

Saat ini Kota Klang telah menjadi pusat belajar terkenal untuk sejumlah
Praktik -Praktik terbaik terutama pada isu-isu manajemen lingkungan
perkotaan. Sejumlah besar orang, instansi pemerintah pusat dan daerah,
LSM dan masyarakat telah mengunjungi dan melihat Praktik -Praktik
terbaik dari Klang, tetapi hanya sedikit yang bisa melaksanakan atau
meniru. Ada beberapa faktor dasar yang berkontribusi terhadap
keberhasilan Klang yang seringkali tidak disebutkan. Berikut adalah
beberapa faktor harus dipertimbangkan oleh para praktisi:

e Pendekatan dan Teknologi yang Tepat. Teknologi mungkin menjadi
batasan teknis dan beban keuangan bagi pemerintah daerah.
Teknologi atau pendekatan tepat guna tidak harus merusak sistem
ekologi, sebaliknya harus melestarikan dan melindungi ekologi.
Sebagai ilustrasi, Klang memanfaatkan semua limbah organik untuk
menghasilkan pupuk untuk makanan produksi pertanian bagi hewan,
dan untuk membersihkan sungai. Sebuah konveyor sederhana
digunakan untuk pemisahan limbah

e Insentif yang Tepat. Praktik yang baik adalah hasil dari insentif dan
motivasi yang tepat. Klang memiliki tim yang baik dengan motivasi
yang tepat digabungkan dengan niat yang baik untuk membuat
sebuah kota Klang yang dapat ditinggali. Insentif spiritual dan
ekonomi membangkitkan dan memotivasi staf kota, para pedagang
dan anggota masyarakat. Pengurangan biaya dan peningkatan
pendapatan dari semua kegiatan pembangunan adalah insentif yang
layak
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Manajemen Fiskal

1.1.1. Peran pemerintah daerah dalam manajemen pembangunan
ekonomi daerah: konsep utama

Bab ini memberikan kerangka kerja konseptual untuk bidang tematis tentang
manajemen fiskal dan promosi investasi. Hal ini difokuskan pada peran penting
yang dapat dimainkan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan
ekonomi di daerah. Konsep utamanya adalah:

e Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi;

e Insentif ekonomi dan politik bagi inisiatif pembangunan ekonomi daerah;

e Menciptakan inisiatif pembangunan daerah dalam rencana pembangunan
regional / nasional secara keseluruhan;

e Memanfaatkan para pemangku kepentingan daerah melalui pendekatan
partisipatif;

e Kemitraan publik-swasta untuk pembangunan ekonomi lokal.

1.1.1.1. Desentralisasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah
dalam pembangunan ekonomi daerah

Desentralisasi telah ditempuh oleh sejumlah negara-negara berkembang untuk
mendatangkan akuntabilitas dan tata pemerintahan yang lebih baik, serta
pemberian layanan yang lebih baik terhadap barang publik dan jasa di tingkat
lokal. Tanggung jawab untuk pengembangan daerah serta penyediaan barang
dan layanan publik yang mendasar telah bergeser dari pusat ke pemerintah
sub-nasional, yang populer disebut, pemerintah daerah

Pemikirannya adalah bahwa dengan menjadi lebih dekat dengan warga lokal,
maka pada prinsipnya sub-pemerintah daerah akan lebih baik jika ditempatkan
untuk merespon preferensi mereka dalam kaitannya dengan barang publik di
daerah, untuk menilai kesediaan dalam hal memperhatikan dan menargetkan
layanan pada orang yang tepat. Di beberapa negara desentralisasi, pemerintah
daerah telah mengambil Praktik -Praktik utama dalam merancang ukuran
inovatif untuk meningkatkan efektivitas belanja publik. Misalnya di Spanyol,
beberapa program percontohan regional yang fokus pada hal yang berisi biaya
farmasi dan mengurangi daftar tunggu rumah sakit umum telah menunjukkan
hasil yang menjanjikan3'.
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Lima negara Asia Tenggara dalam Proyek ini berada pada tahap yang berbeda
dalam desentralisasi namun persamaan umumnya adalah keinginan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing melalui
pemberian layanan yang lebih baik dan akuntabilitas yang transparan oleh
pemerintah daerah

Di Filipina, pada tahun 1991 Undang-undang Pemerintah Daerah telah
menyediakan unit pemerintah daerah yang tanggung jawab memberikan
pelayanan publik dan layanan dasar di daerah serta meningkatkan pendapatan
lokal atau sumber sendiri untuk membiayai pengeluaran penugasan mereka.
Desentralisasi dan devolusi kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah telah memberikan peluang yang luar biasa untuk
pengembangan diri di tingkat daerah tidak seperti periode sebelum
ditetapkannya undang-undang desentralisasi saat pemerintah pusat atau
nasional diberikan kontrol atas hampir semua aspek administrasi dan
pemerintahan lokal®?.

Meskipun perbedaan-perbedaan dari masing-masing lima negara dalam
geografi, budaya, pembangunan politik dan sosial-ekonomi, desentralisasi dan
reformasi pemerintahan daerah, namun tampaknya semua negara memiliki
pemikiran yang sama: "mengurangi ketidakpuasan rakyat dengan sistem
terpusat pemerintah dan untuk membawa suara masyarakat dalam proses
pemerintahan yang bertujuan untuk mempromosikan respon dan akuntabilitas
lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi
mereka ". Dalam hal ini, tujuan umum dari reformasi desentralisasi adalah
untuk>® :

Menciptakan budaya demokrasi partisipasif daerah, yang bertanggung
jawab terhadap warga;

Meningkatkan layanan dan infrastruktur publik;

Mendatangkan pembangunan sosial dan ekonomi;

Berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Terlihat dengan jelas, bahwa berdasarkan pengalaman dari lima negara Timur
Asia Selatan, desentralisasi telah memberikan kontribusi sebagai berikut:

e Peningkatan dalam alokasi sumber daya lokal;

e Akuntabilitas pemerintah yang lebih besar untuk konstituen;

e Kesempatan untuk partisipasi yang lebih besar dan lebih baik dalam
administrasi dan pemerintahan daerah;

e Pengenalan inisiatif pembangunan daerah yang memiliki potensi
memberikan peluang kerja dan bisnis bagi konstituen;

e Penyediaan barang dan jasa publik yang lebih baik untuk konstituen.
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Secara umum, pemerintah daerah kini semakin menyadari peran penting
mereka dalam mengamankan kesejahteraan ekonomi konstituen mereka dan
dalam menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan
pengembangan daerah. Dalam yurisdiksi lokal, promosi investasi dan inisiatif
lokal diarahkan pada keluaran dan kesempatan kerja lokal yang lebih besar
dipandang dari peran penting dan tanggung jawab pemerintah daerah. Peran
ini berada di atas peran biasa pemerintah daerah dalam administrasi lokal,
memastikan perdamaian dan keamanan, mengatur kegiatan bisnis lokal, dan
bidang tradisional lainnya.

1.1.1.2. Insentif ekonomi dan politik untuk inisiatif pembangunan
ekonomi daerah

Desentralisasi juga telah dipuji karena potensial dalam menyelaraskan
kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Teorinya adalah bahwa
pemerintah daerah yang paling cocok untuk mengidentifikasi dan merumuskan
intervensi seperti proyek-proyek pembangunan daerah yang bisa menangani
masalah-masalah lokal dan berkonsentrasi pada cara yang lebih bermanfaat.
Hal ini mungkin dapat terjadi di mana pejabat setempat sepenuhnya
bertanggung jawab kepada masyarakat setempat, responsif terhadap
kebutuhan dan aspirasi daerah serta memiliki sumber daya dan keahlian
administratif untuk menangani isu-isu pembangunan daerah. Proses yang adil
dan transparan dalam pemilihan daerah membantu untuk memastikan
akuntabilitas dan tanggapan sepenuhnya terhadap kebutuhan dan aspirasi
daerah. Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan pemerintahan juga
memberikan insentif bagi perilaku yang bertanggung jawab oleh pejabat
setempat.

Karena pejabat lokal dapat lebih mudah diidentifikasi oleh para pemilih dan para
pembayar pajak, maka mereka diharapkan untuk menjadi lebih akuntabel,
terutama jika biaya penyediaan layanan publik ditangani secara lokal.>*

Sebuah mekanisme dimana pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan
kesejahteraan lokal adalah merumuskan dan mengejar inisiatif pembangunan
ekonomi lokal, yang mungkin belum dimulai atau didirikan tanpa inisiasi atau
dukungan dari pemerintah daerah. Inisiatif pembangunan daerah, merupakan
suatu bentuk usaha ekonomi lokal yang dapat menjadi kendaraan untuk
mengkatalis pengembangan ekonomi lokal yang dapat membantu memotivasi
investasi sektor swasta di daerah yang diinginkan

Argumen dalam pengenalan dan pengembangan usaha ekonomi lokal adalah
potensi perusahaan milik pemerintah untuk memperbaiki ketidakefisienan
pasar, biasanya disebut sebagai "kegagalan pasar. 'Sebagai contoh, mungkin
ada kasus monopoli alamiah, pasar modal terbelakang dan eksternalitas yang
menjamin keterlibatan pemerintah secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
Ketiga, investor sektor swasta mungkin tidak memiliki insentif untuk
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berinvestasi dalam industri, yang menguntungkan industri lain tanpa dibayar
untuk layanan yang diberikan.>?

Sektor swasta (sektor bisnis) mungkin enggan untuk berinvestasi dalam
proyek-proyek lokal yang dapat memberikan keuntungan finansial yang sangat
baik di masa depan tapi tampaknya berisiko. Hal ini kemungkinan terjadi
karena dalam ekonomi lokal, sumber pembiayaan swasta seperti bank-bank
swasta memiliki keraguan yang terlihat jelas dalam mendukung proyek-proyek
jangka pendek dan sedikit berisiko selama masa pengembangannya yang lama.
Inisiatif pembangunan daerah atau usaha ekonomi lokal dirancang dan
diimplementasikan dengan baik, misalnya, Proyek Budidaya Laut di Tubigon,
Bohol, Filipina; Pendekatan Berorientasi pada Manusia untuk Kota yang Lebih
Layak Huni di Solo, Indonesia, serta Pelestarian dan Pengembangan Kota
Phuket Lama dengan keramahtamahan kota dan menciptakan Pendapatan di
Thailand, dapat membantu membuat pemerintah daerah responsif terhadap
kebutuhan lokal dalam hal pekerjaan, sumber penghidupan atau bahkan untuk
bisnis yang biasa menguntungkan masyarakat setempat. Sebuah proyek
pembangunan ekonomi lokal yang dilaksanakan dengan baik dapat
meningkatkan pendapatan yang akan meningkatkan fiskal pemerintah daerah,
sehingga memungkinkan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Sebagai
contoh, Kotamadya Tubigon baru-baru diklasifikasikan sebagai Kota Kelas
Pertama dari Kelas Keempat selama awal proyeknya yang sukses. Peningkatan
pendapatan daerah vyang dihasilkan dari proyek memberikan kontribusi
terhadap pertumbuhan koleksi pajak daerah kotamadya.

Keberhasilan pelaksanaan inisiatif pembangunan lokal juga akan diterjemahkan
menjadi apresiasi yang lebih baik dari apa yang dapat dilakukan oleh
pemerintah daerah dan benar-benar dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan lokal. Keuntungan ekonomi yang timbul dari pelaksanaan proyek
yang sukses dapat memberikan pengaruh politik yang tinggi bagi pejabat lokal
yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Manfaat politik yang diberikan
oleh proyek-proyek lokal yang berhasil akan tercipta bagi politisi lokal atau
pejabat yang mengelola atau melaksanakan proyek atau bahkan untuk mereka
yang hanya diidentifikasi terlibat dengan proyek yang sukses tetapi mungkin
tidak menangani manajemen atau pelaksanaan proyek secara langsung.

Dengan demikian, menghasilkan keluaran, misalnya, pekerjaan, insentif bagi
investasi dan partisipasi swasta, dari inisiatif pembangunan lokal tersebut yang
konsisten dengan harapan dan aspirasi masyarakat yang memberikan manfaat
politik yang luar biasa untuk para pejabat daerah yang melaksanakannya.

Di sisi lain, kata hati-hati adalah tujuannya. Lima negara Asia Tenggara telah
mengejar kebijakan berorientasi pasar dalam mengejar ambisi mereka untuk
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah masing-masing telah
bersusah payah memeluk reformasi pasar, misalnya liberalisasi perdagangan,
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konsolidasi fiskal, promosi perusahaan swasta. Dalam hal ini, akan ada
ketidakkonsistenan kebijakan jika pemerintah daerah menyusun dan
mengimplementasikan inisiatif pembangunan daerah yang akan menggantikan
perusahaan swasta dan strategi ekonomi yang digerakkan oleh pasar. Apa
yang bisa dilakukan adalah mengawasi potensi kemitraan publik-swasta sebagai
strategi untuk memajukan pembangunan ekonomi lokal yang konsisten dengan
orientasi pasar yang menjadi kebijakan pemerintah.

Selain itu, para pejabat lokal juga harus mampu mengenali bahwa pasar dan
pemerintah bisa gagal. Mungkin karena terjadinya kegagalan pasar maupun
kegagalan pemerintah. Proyek dirancang dengan buruk, implementasi tidak
efisien, kapasitas manajerial dan teknis yang buruk, atau bahkan kurang dari
itu, serta sejumlah faktor yang dapat digunakan terhadap keberhasilan inisiatif
pembangunan lokal. Akan lebih baik bagi pemerintah daerah untuk
berkolaborasi dan bekerja sama dengan masyarakat lokal, masyarakat sipil dan
sektor swasta dalam desain, identifikasi dan implementasi proyek. Semangat
kolaborasi dan komplementasi Asia mungkin menjadi usaha perlindungan yang
penting untuk mencegah kegagalan proyek.

1.1.1.3. Menciptakan inisiatif pembangunan daerah dalam rencana
pembangunan regional/nasional secara keseluruhan

Hal yang akan menjadi penting untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan
lokal mendukung rencana pembangunan daerah. Perlu dicatat bahwa rencana
pembangunan daerah mengungkapkan aspirasi konstituen lokal dan
menetapkan tujuan kebijakan, strategi dan intervensi yang akan dikejar oleh
pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi mereka.

Pemerintah daerah biasanya menerapkan rencana pembangunan daerah,
dimana dokumen menyediakan kerangka kerja untuk tujuan, strategi, kebijakan
dan ukuran pembangunan daerah. Sebuah rencana pengembangan daerah yang
baik adalah pernyataan visi pemerintah daerah untuk merangsang investasi
yang akan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di masyarakat
setempat.

Untuk membuat suatu dokumen strategis yang digunakan sebagai platform
untuk pengeluaran investasi tertentu yang akan dikejar oleh pemerintah
daerah, rencana pembangunan daerah harus diperiksa oleh dewan
pembangunan daerah. Sebuah rencana pembangunan daerah yang baik dan
program pengeluaran investasi pendamping adalah dokumen yang diperlukan
untuk konsistensi dan koordinasi kebijakan di tingkat daerah. Mereka akan
membutuhkan anggaran yang memadai yang dialokasikan dalam dewan-dewan
pembangunan daerah.
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Secara keseluruhan konsistensi dan koordinasi konsistensi kebijakan nasional
akan menjadi hal yang kritis untuk negara berkembang dalam mengejar
penurunan pertumbuhan, pembangunan dan kemiskinan. Ini berarti bahwa
rencana pembangunan daerah harus berawal dari rencana daerah, yang pada
gilirannya merupakan bagian dan paket dari rencana pembangunan nasional
yang lebih besar. Dengan cara ini tidak menunjukkan bahwa rencana
pembangunan didiktekan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Sebaliknya, rencana pembangunan nasional yang baik merupakan ekspresi dari
gabungan aspirasi dan tujuan dari sebagian besar penduduk yang benar-benar
berada di daerah setempat.

1.1.1.4. Memanfaatkan para pemangku kepentingan lokal melalui
pendekatan partisipatif (petani, nelayan, pedagang pasar,
pengusaha lokal / pengusaha, masyarakat madani)

Karena prakarsa pembangunan daerah adalah 'lokal', sehingga masuk akal jika
dalam proses perumusannya melibatkan para pemangku kepentingan lokal.
Kepemilikan pemangku kepentingan lokal dari inisiatif pembangunan daerah
akan membantu memastikan dukungan luas dan berkelanjutan. Menggunakan
pendekatan partisipatif yang akan melibatkan konstituen lokal seperti
pengusaha lokal, konsumen lokal, pedagang pasar, nelayan kecil, kelompok
masyarakat sipil dan organisasi lainnya akan membantu membangun
kepercayaan dan mendorong pemangku kepentingan untuk menyarankan cara-
cara dan sarana untuk implementasi inisiatif pembangunan lokal berkelanjutan.
Pada akhirnya, pendekatan partisipatif, yang merupakan sarana pendorong bagi
kerjasama lokal dan kepemilikan, akan memupuk kohesi sosial membantu
membangun komunitas lokal yang lebih baik. Ini juga akan menjadi instrumen
strategis untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan lokal terhubung ke
sasaran dan tujuan nasional dan regional

Lebih konkret lagi, pendekatan partisipatif akan bermanfaat dalam proses
perencanaan untuk inisiatif pengembangan daerah sebelum terjadinya
implementasi:

e Identifikasi proyek;

e Melakukan penyaringan lingkungan untuk memeriksa kelayakan;
e Persiapan dari sisi studi-teknis kelayakan;

e Menemukan mekanisme pembiayaan yang sesuai;

e Presentasi kepada dewan pembangunan daerah;
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1.1.1.5. Kemitraan publik-swasta untuk pembangunan ekonomi
daerah

Kemitraan publik-swasta dapat menjadi mekanisme yang sangat berharga
untuk memobilisasi sumber daya dan keahlian daerah, yang dapat digunakan
untuk inisiatif pembangunan daerah yang akan melayani tujuan dan
kepentingan pihak yang bersangkutan: (a) pelayanan kepada konstituen
pemerintah daerah dan (b ) menangani keuntungan mitra sektor swasta. Ada
banyak contoh konvergensi ini yang tampaknya bertentangan dengan tujuan
masing-masing pihak (yaitu, pemerintah dan sektor swasta) dalam banyak
aspek kehidupan publik, misalnya, transit kereta api dibiayai dan dibangun
melalui skema Bangun-Operasikan-Transfer.

Kemitraan publik-swasta (PPP) yang efektif mengenali keahlian masing-masing
pihak untuk pengaturan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Misalnya,
pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan yang diperlukan dan kerangka
peraturan serta jaminan politik sementara mitra swasta membawa sumber daya
keuangan dan keahlian manajemen untuk proyek dimaksud.

Seperti dijelaskan oleh donor: kontribusi pemerintah untuk PPP dapat berupa
modal untuk investasi, tersedia melalui penerimaan pajak, transfer aset, atau
komitmen lain atau dalam bentuk kontribusi yang mendukung kemitraan.
Pemerintah juga memberikan tanggung jawab sosial, kesadaran lingkungan,
pengetahuan lokal, dan kemampuan untuk memobilisasi dukungan politik.
Peran sektor swasta dalam kemitraan adalah untuk menggunakan keahliannya
dalam perdagangan, manajemen, operasi, dan inovasi untuk menjalankan
bisnis secara efisien. Mitra swasta juga dapat berkontribusi melalui modal
investasi tergantung pada bentuk kontraknya®®.

Menempa kemitraan yang efektif dengan sektor swasta dalam inisiatif
pembangunan daerah dapat meningkatkan proses pembangunan daerah.
Pemerintah daerah biasanya memiliki pemikiran beberapa tujuan pembangunan
ekonomi daerah di mana terdapat ruang untuk kemitraan publik-swasta.

Dalam beberapa yurisdiksi, bagaimanapun, banyak usaha kecil yang memiliki
perencanaan bisnis dan keterampilan manajemen yang terbatas, miskinnya
akses masyarakat ke pasar dan pengetahuan pasar, dan hampir tidak ada
modal untuk investasi. Mungkin ada individu atau investor yang tertarik namun
mereka kurang memiliki pengalaman dan sumber daya. Dalam skenario ini,
mungkin tidak ada insentif untuk menangkap peluang bisnis yang potensial.
Sebuah strategi pembangunan ekonomi lokal yang menggabungkan sumber
daya dari keduanya yaitu pengusaha dan pemerintah daerah mungkin dapat
menyatukan sumber daya dari dalam dan dari luar komunitas untuk mendorong
pertumbuhan dan pengembangan daerah.?’
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Situasi sebaliknya juga dapat dibayangkan, yaitu, bahwa pemerintah daerah
yang tidak memiliki keahlian dan sumber daya untuk proyek atau inisiatif
pembangunan ekonomi lokal tetapi terdapat kelompok sektor swasta lokal yang
bersedia berinvestasi dengan masyarakat setempat. Melalui kemitraan publik-
swasta masyarakat lokal mungkin dapat memanfaatkan keahlian dan sumber
daya gabungan pemerintah lokal dan sektor swasta dalam mengembangkan
dan melaksanakan inisiatif pembangunan lokal.

Sebuah pendekatan kemitraan publik-swasta memungkinkan dalam banyak
yurisdiksi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak asosiasi-asosiasi bisnis
atau kamar dagang, perdagangan atau industri di banyak tempat, khususnya
daerah perkotaan yang berkembang pesat. Pemerintah daerah dapat
menggunakan asosiasi-asosiasi bisnis lokal untuk membantu menentukan ruang
lingkup dan luasnya tanggung jawab dan komitmen dari mitra kontrak, yaitu
pemerintah daerah dan sektor swasta, sifat dan tujuan inisiatif pembangunan
daerah, kelangsungan hidup inisiatif dimaksud, dan rincian lain kemitraan
jangka panjang.

1.1.2. MENGELOLA PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DAN
PROMOSI INVESTASI di Lima Negara di Asia Tenggara

1.1.1.1. Proyek Budidaya Laut Tubigon: Mengelola Ekonomi dan
Lingkungan Daerah*

1. Deskripsi dan Alasan Praktik -Praktik Terbaik

Kotamadya Tubigon (yang berarti "tempat berlimpah dalam air") terletak di
bagian barat laut Provinsi Bohol di wilayah Visayas Tengah Filipina '. Ia memiliki
populasi 44.434 penduduk (data Sensus tahun 2007) dan total 81,8696 km
persegi lahan dengan 34 barangay, 12 di antaranya adalah pantai dan enam
barangay pulau. Karena lokasinya yang strategis, kota ini memiliki potensi hub
ekonomi karena menghubungkan port di kota Cebu yang ramai dan maju
dengan provinsi Bohol. Ini merupakan potensi untuk mengembangkan mata
pencaharian sumber daya pesisir dan program usaha mikro yang berkelanjutan
karena topografi-nya sebagian besar adalah pesisir.

Kota, tetap menjadi kotamadya kelas keempat karena sejumlah besar keluarga
bergantung pada pertanian dan perikanan sebagai sarana kehidupan mereka.
Tapi produktivitas sektor pertanian dan perikanan dianggap rendah karena
terkumpulnya beberapa faktor. Pertama, tekanan penduduk dan kurangnya
kesempatan kerja non-pertanian menyebabkan penangkapan ikan secara
berlebihan, dan Praktik-Praktik penangkapan ikan yang merusak dan tidak
berkelanjutan. Kedua, pencemaran berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akibat

4 Disiapkan oleh Gilberto M. Llanto dan Antonio Avila, Jr., August 28, 2010
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mulai terciptanya pendapatan berbasis lahan telah mulai mempengaruhi sumber
daya pesisir. Terakhir, kurangnya kerangka peraturan untuk mengatasi akses
yang terbuka ke sumber daya mengakibatkan hilangnya habitat pesisir yang
penting untuk produksi ikan berkelanjutan

Tidak adanya arah kebijakan yang koheren dan jelas, kurangnya kesadaran di
kalangan anggota masyarakat, tidak tersedianya lapangan kerja alternatif dan
kegiatan yang menghasilkan pendapatan, telah mengakibatkan lingkungan
sumber daya pesisir yang sangat rapuh sehingga mendorong lebih banyak
masyarakat pesisir dengan kondisi kemiskinan yang semakin memburuk pada
jangka menengah dan panjang. Sehingga, terdapat kebutuhan serius untuk
menanggapi kondisi ini dengan mengembangkan sebuah model yang mengikat
semua komponen yang diperlukan bersama-sama menjadi satu intervensi yang
koheren dan berkelanjutan dari manajemen sumber daya pesisir ke penciptaan
pendapatan berkelanjutan.

Proyek ini dikembangkan dengan tiga (3) elemen dasar, yaitu, promosi
pembangunan daerah ekonomi, pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta
mata pencaharian dan penciptaan lapangan kerja*°. Tubigon dipilih karena kota
ini memiliki ekosistem alami berpotensi produktif yang diperlukan suatu
pendekatan terpadu dalam menanggapi tidak hanya untuk memenuhi
kebutuhan mendesak penduduk jangka pendek, namun juga untuk
mempertahankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang

2. Proyek Budidaya Pesisir: Model untuk Mengelola Ekonomi dan
Lingkungan Daerah

Proyek budidaya, dikonseptualisasikan dengan dukungan dan bantuan Yayasan
Pembangunan Pemerintah Lokal (LOGODEF) dan Konrad Adenauer-Stiftung-
(KAS), telah dikembangkan dalam konteks yang lebih besar dari Manajemen
Sumber Daya Pesisir (CRM) untuk kota. CRM adalah sebuah proses yang luas
yang melihat ke dalam dinamika fisik, sosio-ekonomi, budaya dan politik
lingkungan pesisir. Oleh karena itu, hasilnya adalah sebuah rencana yang
terpadu dan terkoordinasi untuk mengelola dan mempertahankan sumber daya
pesisir degnan benar yang mengarah pada pengembangan ekonomi lokal.
Kerangka CRM dibutuhkan proyek untuk melakukan kegiatan persiapan untuk
memastikan bahwa peserta yang ditargetkan dan anggota masyarakat lainnya
memahami keuntungan jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mereka
memperoleh.

Kegiatan ini kurang lebih mendekati elemen pertama proyek tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pertama adalah membuat
profil lingkungan pesisir kotamadya dan desa-desa yang menjadi target yang
memerlukan data primer dan sekunder yang intensif dan melibatkan
pengumpulan data pemerintah yang ada dalam laporan lingkungan, dokumen
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hukum, peta, citra satelit dan foto. Dengan demikian perlu dilakukan analisis
teknis terhadap ekologi daerah, profil sosial-ekonomi, penilaian dari sumber
daya pesisir dan kualitas air (LOGODEF, 2001).

Untuk mendukung pengumpulan data sekunder, maka dilakukan penilaian
sumber daya pesisir partisipatif (PCRA). PCRA itu penting karena
memungkinkan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya di masyarakat
untuk berpartisipasi aktif sebagai pengguna sumberdaya pesisir lokal dan
mengintegrasikan pengetahuan lokal dan sejarah masyarakat mereka dengan
keahlian para perencana pemerintah dan ahli lain dalam keberlanjutan
lingkungan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, jadwal sejarah dan
inventarisasi sumber daya pesisir yang ada seperti karang, mangrove, antara
lain-lain. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih proaktif dan lebih mendalam
tentang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari pemikiran
yang baik mengenai rencana sumber daya pesisir. Proses ini juga
memungkinkan masyarakat berpartisipasi untuk memiliki kesadaran yang lebih
baik dari lingkungan, status sumber daya pesisir mereka dan untuk
menyediakan alternatif tentang bagaimana memastikan perlindungan sumber
daya ini untuk penggunaan masa depan. Lebih penting lagi, mereka memiliki
rencana. Akhirnya, hasil utama pengumpulan data dan validasi kegiatan adalah
rumusan peta sumber daya kota dan komunitas yang mengidentifikasi masalah-
masalah saat ini dan isu-isu di masyarakat serta intervensi yang tepat yang
diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan untuk tempat mereka.

Dalam hubungannya dengan PCRA, dilakukan beberapa kegiatan seperti
pengorganisasian masyarakat, konsultasi dan dengar pendapat publik. Hasil
kegiatan ini disebarluaskan melalui kampanye informasi pendidikan yang
sistematis (IEC) yang melibatkan pemerintah kota, LSM dan peserta PCRA
untuk menciptakan kesadaran publik yang lebih luas.

Dengan unsur-unsur di tempat ini, proyek mulai fokus pada pelaksanaan dua
komponen lain pada pengembangan mata pencaharian dan daerah. Komponen
mata pencaharian melibatkan pengembangan budidaya laut sebagai inisiatif
membangun kapabilitas. Aspek strategis inisiatif ini adalah sebagai berikut: a)
membangun dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota
Tubigon, b) meningkatkan kesadaran yang berkelanjutan tentang Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir (CRM) di tingkat masyarakat, dan c) mengembangkan
proyek-proyek pertanian laut untuk anggota asosiasi nelayan yang berbeda-
beda sebagai sumber mata pencaharian alternatif. Sub-komponen budi daya
dari proyek melibatkan (a) budaya tiram, (b) budaya kandang kerapu, kakap
merah dan siganids, (c) aquasilviculture kepiting mud dalam kandang, dan (d)
budaya pena lobster. Ini dianggap sumber daya pesisir non-invasif dan bahkan
mendukung mata pencaharian alternatif. Tiram dan budaya remis tidak
memerlukan pemberian makanan tambahan. Budaya kandang alternatif yang
baik untuk tanah berbasis akuakultur dan tidak melibatkan pemotongan pohon
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bakau. Kepiting mud di daerah mangrove mengintegrasikan kehutanan dan
budidaya penggunaan ekosistern mangrove. Saat ini, proyek ini terutama
berfokus pada budaya kandang kerapu dan bandeng serta menambahkan
pertanian sebagai alternatif untuk tiram dan lobster. Sementara itu, kepiting
terus dibudidayakan dalam kawasan mangrove.

Secara singkat, proyek ini dikembangkan dengan parameter penting mencakup
keseimbangan ekologis dan keberlanjutan. Unsur-unsur utamanya adalah
sebagai berikut :

e Promosi Pengembangan Ekonomi Daerah
1. Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal di antara penjual ikan, pemasok
bibit, pakan ikan;
2. Perluasan dan replikasi inisiatif mirip dengan masyarakat pesisir lainnya
di kota-kota terdekat lainnya;
3. Akses lokal ke pasar makanan laut domestik dan internasional.

e Menciptakan Pekerjaan dan Mata Pencaharian
A. Penyediaan hibah dan fasilitas kredit kepada nelayan terpinggirkan;
B. Kesempatan kerja di Kantor Proyek;
C. Kebutuhan tenaga kerja lokal pada komponen proyek tertentu.

e Perlindungan dan Manajemen Lingkungan
1. Perumusan Kebijakan pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya
pesisir laut;
Pengesahan Kode Lingkungan Lokal;
Penyelesaian Penilaian Sumber Daya Pesisir Partisipatif;
Identifikasi Kawasan Lindung Pesisir;
Penyusunan Kerangka Hukum Lingkungan Kota;
Pengembangan Rencana manajemen Sumber Daya Pesisir.

S

3. Pencapaian Pembangunan Daerah Melalui Perlindungan dan
Pengelolaan

Perubahan iklim yang saat ini kita alami adalah produk pengembangan ekonomi
yang kurang memperhatikan dampak lingkungan untuk kegiatan ekonomi. Tapi
dapatkah pembangunan ekonomi berlangsung tanpa merugikan lingkungan?
Proyek Budidaya Laut Tubigon telah membuktikan bahwa ada sinergi yang kuat
antara pembangunan daerah dan perlindungan lingkungan serta manajemen
Dapat dikatakan bahwa proyek budidaya laut telah memberikan kontribusi
besar terhadap perekonomian lokal Tubigon selama dekade terakhir seperti
yang dapat diketahui dari hal-hal berikut ini:

e Pendapatan beberapa nelayan juga telah terdiversifikasi yaitu kegiatan
memancing dan non-memancing yang terkait sebagai sumber pendapatan.
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Diversifikasi ini mengakibatkan pendapatan tambahan untuk beberapa
nelayan sehingga mampu membangun rumah-rumah beton. Proyek
budidaya air di Tubigon membawa tambahan penghasilan bersih total P2
juta per tahun. Sumber-sumber pendapatan alternatif yang dikembangkan
adalah terkait langsung dengan upaya masyarakat untuk melindungi
sumber daya pesisir.

e Perkiraan untuk penurunan produksi ikan yang signifikan menjadi kurang
dari 1 juta ton pada akhir 2010 atau sangat sedikit 10.5/kg untuk setiap
anggota populasi tidak terwujud sebagai intervensi proyek melalui berbagai
sub-komponen yang membantu meningkatkan produksi ikan secara
signifikan di kotamadya. Secara khusus, produksi ikan hingga akhir 2009
atau delapan (8) tahun setelah proyek itu total telah mencapai 1,8 juta ton
per bulan atau 21,6 MT per tahun. Pada dasar per kapita diterjemahkan
menjadi 44 kilogram per bulan. Rehabilitasi sumber daya pesisir seperti
hutan bakau, hutan mangrove dan terumbu karang menyebabkan
produktivitas ekonomi berkelanjutan di daerah pesisir. Selain itu, kerangka
peraturan yang diperkuat dan mekanisme di kotamadya menyebabkan
penurunan jumlah tangkapan ikan di perairan dan peningkatan pengelolaan
kawasan lindung. Terdapat juga penurunan yang dramatis dalam Praktik
penangkapan ikan ilegal, dan orang-orang beralih ke bentuk-bentuk
penangkapan ikan yang berkelanjutan, daripada menjadi anggota tim
Bantay dagat. Terakhir, meningkatnya kemampuan pemerintah daerah yang
memungkinkan untuk menawarkan layanan penyuluhan dan pelatihan
kepada masyarakat di desa-desa yang berbeda pada CRM

e Kilasifikasi pendapatan Kotamadya Tubigon melonjak dari Kota Kelas 4 pada
tahun 1997 ke Kota Kelas 1 pada tahun 2009 dengan pendapatan tahunan
meningkat dari 32.5M PhP pada tahun 1997 menjadi 93.9M PhP pada tahun
2009. Peningkatan yang cukup besar dalam pendapatan kota adalah
indikasi bahwa kegiatan ekonomi telah meningkat pesat.

e Proyek ini menjadi katalis dalam perluasan perdagangan dan kegiatan
komersial di wilayah perkotaan yang difasilitasi oleh mudahnya akses ke
Kota Cebu. Produk pertanian dan perikanan diperdagangkan di pusat
komersial utama, Pusat Komersial Tubigon, untuk distribusi ke kota
tetangga dan ke Kota Cebu. Pembukaan Kompleks Komersial Tubigon baru
telah memicu lonjakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Demikian juga,
barang komersial dan produk-produk perangkat keras yang dikirim dari
Kota Cebu untuk distribusi ke berbagai wilayah provinsi

Yang harus ditekankan adalah bahwa semua pencapaian proyek yang
disebutkan di atas terutama disebabkan oleh mobilisasi dan partisipasi aktif
anggota rumah tangga dalam kegiatan CRM. Nelayan lebih percaya diri untuk
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mengartikulasikan kebutuhan mereka dan mewakili kepentingan mereka
sebelum para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini terlihat dalam partisipasi
mereka dalam FARMC kota, di mana 11 dari 17 kursi diwakili oleh nelayan.
Terakhir, partisipasi aktif para pemangku kepentingan lain seperti para
pemimpin politik kota dan provinsi, organisasi non-pemerintah (LSM),
komunitas donor seperti LOGODEF / KAS, Uni Eropa, dan lain-lain serta
dukungan yang kuat dari pemerintah nasional terutama Biro Perikanan dan
Sumber Daya Perairan

4. Peluang dan Tantangan

Proyek budidaya laut telah menunjukkan bahwa sinergi (usaha gabungan yang
lebih besar dari bagian-bagian) antara perlindungan lingkungan dan
pengelolaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang masyarakat dapat
menjadi solusi yang layak untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, demonstrasi
yang layak tentang pentingnya proses partisipatif untuk mencapai tujuan
jangka panjang. Terakhir, peran penting pemerintah daerah dalam merancang
perencanaan dan pelaksanaan proyek dan penyediaan bantuan teknis oleh
pemerintah nasional dan para donor telah memberikan kontribusi bagi
keberhasilan proyek.

Panduan Pertanyaan untuk Trainee / Peserta:

Apa masalah lokal yang coba diatasi oleh Proyek Budidaya Laut ?

Apa tujuan dari proyek? Apa elemen utama?

Bagaimana Proyek dilaksanakan?

Apa hasil dari Proyek?

Apakah ada unsur inovatif dalam Proyek? Jelaskan, jika ada.

Apakah tantangan untuk Proyek yang dapat Anda identifikasi? Jelaskan

bagaimana hal tersebut dibahas dalam Proyek.

g. Apa pelajaran penting yang dapat Anda tarik dari studi kasus yang
akan berguna dalam proyek-proyek serupa di masa mendatang?

h. Jelaskan Praktik -Praktik yang akan Anda ambil untuk mereplikasi
proyek serupa di pemerintah setempat. Perhatikan lingkungan sosio-
ekonomi-politik atau konteks di daerah Anda ketika merumuskan
proyek serupa.

i. Jelaskan dan terangkan unsur-unsur proyek yang Anda usulkan .

"D a0 oo

Namun demikian, kekhawatiran tentang keberlanjutan proyek. Terutama
kemauan politik pemimpin pemerintah daerah dimana pengelolaan sumber daya
pesisir tidak menjadi kebijakan sementara namun jangka panjang terlepas dari
kepemimpinan politik kota. Selain itu, penting bahwa manfaat bagi para
pemangku kepentingan khususnya terpeliharanya nelayan dan petani untuk
menjamin partisipasi aktif dan dukungan mereka secara terus menerus.
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1.1.1.2. Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kota Solo: Strategi
Pengembangan Kota

o Deskripsi dan Alasan Praktik -Praktik Terbaik

Solo adalah sebuah kota besar dan paling padat penduduknya di Provinsi Jawa
Tengah. Nama lain untuk kota ini adalah Surakarta. Di Indonesia, Solo
merupakan kota terbesar kesepuluh. Kota ini terkenal sebagai salah satu pusat
kebudayaan Jawa, secara tradisional merupakan salah satu pusat untuk
mengembangkan politik dan tradisi Jawa. Kemakmuran wilayah ini sejak abad
ke-19 memberikan lingkungan yang sangat baik yang merangsang
pertumbuhan sastra Jawa, tarian, seni kuliner, fashion, arsitektur, dan ekspresi
lainnya dari berbagai budaya dan seni. Solo mewujudkan karakteristik
keemasan kota pada empat era, yaitu tradisional, kolonial, modern, dan saat ini
sedang mempersiapkan untuk menjadi pemain kunci di era internasional. Dua
yang pertama adalah karakteristik identitas Solo sebagai kota, sementara dua
terakhir tidak dapat dihindari sebagai dampak dari kosmopolitanisme pada
setiap kota di seluruh dunia.

Seperti setiap kota di Indonesia, Surakarta atau Solo dihadapkan dengan isu-isu
perkotaan yang sama, antara lain, tingginya tingkat kemiskinan di perkotaan,
daerah kumuh, zonasi spasial yang kacau, konversi ruang publik menjadi ruang
privat, dan manajemen yang buruk dari sektor informal termasuk Pedagang
Kaki Lima. Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima yang sangat cepat di berbagai
kota di Indonesia dimulai tahun 1998 ketika rezim Presiden Soeharto menyerah
pada Gerakan Reformasi. Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia di tahun
1997-1998 juga telah menyebabkan semakin meningkatnya tingkat
pengangguran, yang mendorong sebagian masyarakat beralih ke sektor
informal untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu yang paling berkembang di
antara sektor-sektor tersebut setelah tahun 1998 adalah sektor Pedagang Kaki
Lima.

Pedagang Kaki Lima telah lama menjadi masalah bagi Solo, karena beberapa
alasan, antara lain:

e Para PKL telah mengambil alih hampir semua ruang publik, seperti trotoar,
taman, pinggir jalan utama, dan tempat olahraga.

e Pedagang Kaki Lima telah menginvasi dan menempati bahkan tinggal di
dalam wilayah kota seperti di kompleks bangunan bersejarah dan
monumen.

e Mereka telah membuat kota menjadi kotor dengan sampah dari limbah

mereka, karena terbatasnya jumlah tempat sampah yang disediakan oleh
pemerintah kota pada saat itu, serta terbatasnya jumlah truk pengumpulan
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sampah, tetapi yang paling utama karena para Pedagang Kaki Lima
mengabaikan untuk membuang sampah mereka dengan benar.

e Mereka telah mengganggu perencanaan dan pembangunan tata ruang kota.

e Mereka menimbulkan ketegangan dengan anggota lain dari komunitas lokal,
seperti pengemudi kendaraan, pejalan kaki, pemilik rumah, dan pengelola
kawasan.

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Solo dimulai pada pertengahan tahun 1990-
an dan dilaksanakan oleh tiga walikota sebelum Joko Widodo, Walikota Solo
saat ini. Pendekatan persuasif dan keras kemudian digunakan tetapi ternyata
bukanlah menjadi solusi yang tepat untuk masalah ini. Para Pedagang Kaki
Lima tidak mau direlokasi, dan berpuluh-puluh kali melakukan demonstrasi di
depan Kantor Walikota. Sebuah bangunan dimaksudkan untuk tempat pasar
baru telah dibangun di Semanggi, Pasar Kliwon, untuk mengakomodasi
Pedagang Kaki Lima yang bersedia pindah dari Monumen Banjarsari namun
tidak ada satu pun Pedagang Kaki Lima yang mau direlokasi. Bahkan sejumlah
pedagang tumbuh menjadi lebih besar dari sebelumnya di lokasi monumen.

Namun, semua orang yang diwawancarai selama pengembangan dokumentasi
Praktik -Praktik terbaik, sepakat bahwa hanya Walikota Joko Widodo yang telah
berhasil merelokasi para Pedagang Kaki Lima tanpa menimbulkan konflik
dengan pihak berwenang, antara organisasi pedagang jalanan dan orang-orang
pada umumnya dengan menggunakan pendekatan inovatif sehingga berhasil
melaksanakan relokasi dan manajemen Pedagang Kaki Lima.

Di atas permasalahan bagaimana menemukan tempat yang tepat di mana
Pedagang Kaki Lima bisa menjual barang tanpa menimbulkan sampah dan
masalah ketertiban umum, para pejabat kota juga memikirkan kebutuhan untuk
membantu mereka mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, sebagai
pedagang, dalam rangka untuk meningkatkan standar mereka hidup

e« Program Manajemen Pedagang Kaki Lima: Dasar Strategi
Pembangunan Kota

Ketika Walikota Joko Widodo dan Wakil Walikota-nya, Rudy Hadyatmo,
mengambil alih kendali pemerintah kota pada tahun 2005, mereka merumuskan
lima (5) program utama untuk periode 2005-2010, vyaitu, Kesehatan,
Pendidikan, Kesejahteraan Masyarakat dan Ekonomi, Keseimbangan dalam
Pembangunan di bagian Utara Solo - Solo Selatan, Manajemen Pedagang Kaki
Lima dan Rumah-rumabh liar, sebagai landasan administrasi mereka.

Pemerintah kota di bawah kepemimpinan Walikota Joko Widodo dan Wakil
Walikota-nya mulai mengelola Pedagang Kaki Lima dengan membentuk aliansi
strategis dengan para Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan, khususnya
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dengan koordinator Pedagang Kaki Lima dari semua bagian kota. Undangan
untuk makan di Balai Kota dan kediaman resmi Walikota di Loji Gandrung
dimaksudkan untuk membentuk aliansi tersebut dan menurunkan sikap
konfrontatif para pedagang terhadap rencana untuk merelokasi mereka

Aliansi strategis administrasi Solo terbayar ketika koordinator asosiasi pedagang
kaki lima bersedia menerima rencana pemerintah kota untuk mengelola
Pedagang Kaki Lima. Aliansi ini merupakan salah satu aliansi yang ‘toleran’, dan
tidak ada perwakilan dari Pedagang Kaki Lima dalam struktur resmi atau badan
yang dirancang oleh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pedagang Kaki
Lima. Ini berarti, pelaksana resmi rencana dan pelaksana program manajemen
pedagang kaki lima adalah administrasi Kota Solo.

Program manajemen pedagang kaki lima pemerintahan kota Solo didahului oleh
pembentukan tim teknis dan tim non-teknis. Tim teknis ditugaskan untuk
mencari solusi untuk masalah teknis seperti mencari lokasi yang baik untuk
para Pedagang Kaki Lima, menyiapkan cetak biru proyek, mendapatkan
persetujuan arsitektur bangunan, memilih bahan bangunan, mengawasi
konstruksi, pengalihan lalu lintas , dan sebagainya. Sedangkan tim non-teknis
diberi mandat untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi,
dan masyarakat pada umumnya, seperti penolakan atau penerimaan oleh
orang-orang di lokasi baru, menghindari konflik horisontal dan vertikal, dan
lain-lain

Pemerintahan Kota Solo telah menyediakan lima solusi utama untuk para
Pedagang Kaki Lima, yaitu: Relokasi, Tempat Tinggal, Tenda, Gerobak dan
Penertiban. Empat solusi tadi dijabarkan menjadi 13 solusi sesuai dengan
jumlah satuan kerja kota administrasi:

e Relokasi dengan menyediakan kios untuk para Pedagang Kaki Lima, seperti
yang dilakukan di daerah Universitas (Universitas Negeri Sebelas Maret /
UNS) atau di Pasar Notoharjo;

e Relokasi dengan menyediakan tempat penampungan untuk para Pedagang
Kaki Lima, seperti yang dilakukan pada lokasi berikutnya pada Solo Square,
di sekitar area Griyan;

e Tenda, yaitu dengan menyediakan tenda dalam warna yang sama, desain,
dan menutupi lantai, seperti yang diberikan kepada pedagang di depan
Pasar Batik PGS di samping pintu gerbang utara Istana Solo;

e Gerobak, yaitu dengan menyediakan gerobak yang terbuat dari besi atau
campuran dari kayu dan papan, seperti yang diberikan kepada para
Pedagang Kaki Lima di beberapa tempat di sepanjang trotoar Jalan Slamet
Riyadi;
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e Bantuan dengan menyediakan peralatan, seperti kursi;

e Pelatihan, dan mengubah sikap bisnis mereka, yang meliputi pelatihan
manajerial, pelatihan manajemen untuk usaha mikro dan kecil;

e Bantuan dengan menyediakan modal;

e Infrastruktur untuk mengakses lokasi baru, misalnya pembangunan jalan,
yang dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum;

e Pembukaan rute transportasi umum untuk melayani lokasi baru para
Pedagang Kaki Lima, misalnya rute melewati Pasar Notoharjo;

e Bantuan melalui promosi, yang selalu dilakukan oleh Walikota Solo, Joko
Widodo dengan selalu membawa delegasi dari luar Solo ke tempat relokasi,
misalnya Pasar Notoharjo, yang dikoordinasi oleh Kantor Komunikasi;

e Transportasi gratis untuk relokasi dan biaya insidentil lainnya untuk
Pedagang Kaki Lima yang bersedia dipindahkan, yang dikoordinasi oleh
polisi pamong praja (Satpol PP);

e Bantuan transportasi ke lokasi baru, dikoordinasikan oleh Satpol PP;

e Bantuan dengan menyediakan penjaga di lokasi lama dan lokasi baru
selama proses relokasi, yang dilakukan oleh polisi pamong praja (Satpol
PP).

Ke-13 solusi yang telah disebutkan diatas kemudian dikurangi menjadi hanya
empat solusi untuk menangani Pedagang Kaki Lima di Solo, yaitu relokasi ke
lokasi yang baru, dan mendirikan tempat penampungan, menyediakan tenda,
dan menyediakan gerobak. Jika keempat Praktik ini tidak berhasil, Walikota
memiliki opsi terakhir - untuk benar-benar menegakkan hukum dan ketertiban
kota. Kepala Polisi Satpol PP menjelaskan bahwa tidak ada satu pun solusi yang
dapat diterapkan untuk para Pedagang Kaki Lima, dan biasanya merupakan
kombinasi dari beberapa solusi. Misalnya relokasi ke pasar Notoharjo, akan
diperlukan enam solusi yang dijalankan secara bersama-sama.

Metode inovatif yang telah dikembangkan oleh Jokowi mulai tahun 2005
ternyata merupakan solusi cukup kreatif yang diperlukan untuk mengatasi
masalah Pedagang Kaki Lima. Seperti tahun 2006, Pedagang Kaki Lima yang
terdaftar dalam administrasi kota Solo sebanyak 5718 pedagang, dan angka ini
diproyeksikan mencapai lebih dari 6.000 pada bulan Juli 2010. 62% pedagang
yang ada sekarang di bawah pengelolaan pemerintah dengan berbagai skema
dan solusi. Sisanya sebanyak 38%, akan sepenuhnya ditangani pada akhir
2010, kata Wali Kota Solo.
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Satu Praktik yang cukup luar biasa dengan terlaksananya relokasi 898 PKL dari
Monumen Perjuangan '45 Banjarsari ke Pasar Notoharjo tanpa konflik horisontal
antara pedagang dan masyarakat maupun konflik vertikal yang melibatkan
Pedagang Kaki Lima dan Polisi Pelayanan Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja atau
Satpol PP) Kota Solo dan aparatur pemerintah lainnya. Pada hari relokasi,
Pedagang Kaki Lima, dengan inisiatif mereka sendiri, mengenakan pakaian Jawa
dan mementaskan pertunjukan sepanjang jalan ke tempat baru.

Upaya relokasi Pedagang Kaki Lima dari Banjarsari ke Notoharjo ini terjadi
dengan damai dan tertib, yang jarang bahkan belum pernah terjadi
sebelumnya, dalam pemrograman manajemen pedagang kaki lima di Indonesia.
Hampir semua relokasi Pedagang Kaki Lima di perkotaan atau pengaturan
penduduk yang padat telah berakhir dengan kontak fisik yang melibatkan
Pedagan Kaki Lima, otoritas pemerintah dan polisi atau tentara

A. Faktor-faktor Keberhasilan Praktik — Praktik terbaik:

e Pembangunan Ekonomi sebagai Dasar untuk Kualitas Hidup yang
lebih baik

Ekonomi modern telah mengemukakan bahwa peningkatan standar
hidup hanya mungkin terjadi jika ada pembangunan ekonomi, yang
tidak selalu mengarah pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Oleh
karena itu, penekanan pada pembangunan yang seimbang dan
berkelanjutan yang memperhitungkan perbaikan standar hidup
manusia, yaitu dalam hal kualitas hidup warga negara atau masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan relokasi para Pedagang Kaki Lima Kota Solo
tanpa konflik vertikal dan horizontal telah menunjukkan bahwa
pembangunan ekonomi lokal dapat berlangsung dengan meningkatkan
kualitas hidup sektor terpinggirkan.

1. Menciptakan Pendapatan Menimbulkan Standar Hidup yang
Lebih Baik bagi Pedagang Kaki Lima

Keberhasilan lain dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota
Solo adalah telah terjadinya peningkatan standar hidup sebagian
besar Pedagang Kaki Lima yang telah direlokasi atau yang telah
berpartisipasi dalam skema manajemen. Joko, ketua Asosiasi
Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo (P3KN), misalnya, menegaskan
bahwa status pendapatan sebagian besar Pedagang Kaki Lima yang
telah direlokasi dari Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan telah
diperbaharui menjadi pedagang-pedagang di pasar ini. Hal ini berarti
bahwa pendapatan mereka sekarang jauh di atas rata-rata
Pedagang Kaki Lima. Bahkan, ia menambahkan, bahwa omzet
bulanan beberapa rekan pasar yang berdagang suku cadang untuk
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mobil telah mencapai miliaran rupiah. Sejumlah kecil pedagang
Pasar Klithikan (Pedagang Kaki Lima yang direlokasi) yang
mendiami rumah tinggal murah yang disediakan pemerintahan kota
Surakarta merupakan bukti lebih lanjut bahwa pedagang jalanan
rata-rata menghasilkan lebih dari Rp 1 juta per bulan, tingkat
maksimum pendapatan untuk mendapatkan fasilitas perumahan
yang layak.

Terciptanya penghasilan untuk Pedagang Kaki Lima juga didukung
oleh program manajemen yang transparan dan hanya diperuntukkan
bagi penjual jalanan. Tidak sekali pun pedagang (relokasi Pedagang
Kaki Lima) dikenakan biaya selain yang telah ditetapkan. Staf
anggota pelayanan pasar yang ditugaskan oleh pemerintah kota
telah melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan semua telah
dikelola sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya gratis relokasi,
tenda, dan lain-lain

Terciptanya Peningkatan Pendapatan Daerah

Walikota Joko Widodo menjelaskan sejak pelaksanaan skema
manajemen pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima di awal tahun
2006, telah terjadi peningkatan pendapatan daerah Kota Solo yang
dihasilkan oleh Kantor Pengelolaan Pasar, yaitu dari Rp 7,8 miliar di
tahun 2006 menjadi Rp 18,2 miliar di 2010

Peningkatan Kualitas Kehidupan Kota

Selain menyelesaikan perencanaan tata ruang perkotaan,
keberhasilan pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Solo relevan
terhadap kehidupan masyarakat setempat dalam hal berikut:

B.1 Menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik dan psikologis
dengan membangun kembali ruang-ruang publik di mana
warga negara dapat bertemu dengan anggota lain dari
komunitas mereka, berkomunikasi dan mengembangkan diri
serta keluarga mereka, dan anggota masyarakat dapat
berkumpul di ruang publik di kota yang sehat, aman dan
menyenangkan.

B.2 Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, khususnya
peningkatan kualitas udara, yang terkait dengan kemacetan
lalu lintas menjadi berkurang setelah adanya relokasi Pedagang
Kaki Lima.
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B.3 Kembalinya hak warga negara terhadap ruang publik, kota
yang aman, sehat dan mendukung kehidupan, sehingga
membuat Solo menjadi salah satu kota yang ramah bagi para
penghuninya

B.4 Relokasi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup
Pedagang Kaki Lima karena mereka sekarang memiliki akses
yang murah terhadap rumah tinggal bertingkat tinggi yang
disediakan oleh pemerintah

Ukuran Kesuksesan Manajemen Pedagang Kaki Lima

Pelajaran yang dapat dipelajari dari keberhasilan Solo adalah tindakan
berbeda yang diambil oleh pemerintah kota untuk mengatasi masalah ini
dengan stabil dan tidak berpotensi mengganggu. Praktik -Praktik yang
memberikan kontribusi untuk relokasi sukses adalah sebagai berikut:
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Perencanaan manajemen Pedagang Kali Lima harus dilengkapi dengan
rencana cetak biru yang cukup rinci termasuk semua argumentasi harus
diukur dan dievaluasi dimana terdapat penjelasan yang jelas, meyakinkan
dan siap untuk kelangsungan rencana relokasi

Setiap proses harus transparan dan tersedia secara luas untuk Para
Pedagang kaki lima, LSM dan masyarakat, dan jika perlu, staf hubungan
publik khusus ditugaskan menangani program ini sebagai penghubung
dengan pihak eksternal

Dedikasi semua anggota staf Administrasi Kota sepenuhnya
melaksanakan program manajemen pedagang kaki lima

Sosialisasi kepada para pedagang dengan menggunakan semua
pendekatan yang tersedia, terutama pendekatan budaya (jika ada),
namun tetap dengan keteguhan hati.

Sosialisasi ke media massa dengan argumentasi yang logis vyaitu
hubungan media yang baik dengan penjelasan yang jelas dan transparan

Sosialisasi kepada kelompok masyarakat sipil, khususnya aktivis LSM dan
Yayasan Sosial serta yang lain

Perlihatkan bahwa relokasi tidak akan mengakibatkan hilangnya
pendapatan tetapi tempat untuk meningkatkan pendapatan dan tempat
yang layak untuk melakukan bisnis



e Libatkan semua Instansi Pemerintah yang tersedia dan program
Pedagang Kaki Lima harus menjadi bagian dari program yang ada di
masing-masing instansi pemerintah. (Sebuah strategi konvergensi di
mana semua pemangku kepentingan adalah bagian dari seluruh proses)

¢ Peluang dan Tantangan

Pendekatan budaya berbasis partisipatif pemerintahan kota ternyata menjadi
cara yang sangat kreatif untuk meyakinkan vendor agar merelokasi situs bisnis
mereka. Namun walau bagaimanapun replikasi pendekatan ini tidak mungkin
bisa berhasil dalam budaya yang berbeda. Jadi, terdapat kebutuhan untuk
melihat pendekatan yang mungkin dapat diterapkan di suatu komunitas
tertentu. Selain itu, program pembangunan berkelanjutan, yang sudah baik dan
berada di jalur yang benar, mungkin tidak dapat direalisasikan dalam jangka
panjang setelah akhir masa pemerintahan kota saat ini. Salah satu cara untuk
melembagakan program ini adalah dengan menyiapkan kerangka hukum dan
peraturan yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya.
Penerapan Praktik terbaik untuk negara-negara lain akan tergantung pada
struktur sosio-ekonomi dan kerangka hukum di negara yang mereplikasi. Oleh
karena itu, harus dibuat penyesuaian agar sesuai dengan kondisi yang berlaku
di kota mana manajemen pedagang kaki lima akan diterapkan. Selain itu, solusi
sukses dengan masalah pada pedagang pasar dapat membuat orang di daerah
pedesaan menjadi lebih berani untuk mencoba keberuntungan mereka di kota
yang selanjutnya justeru dapat memperburuk situasi.*?

1.1.1.3. Menciptakan kembali Kota Phuket Tua: Pariwisata Budaya
sebagai Strategi Pembangunan

e Latar belakang dan Alasan Praktik -Praktik Terbaik

Kota Phuket terletak di bagian tenggara Phuket seluas 12 kilometer persegi.
Terdapat 20.877 kepala keluarga dengan total populasi sebesar 74.583 (34.207
laki-laki dan perempuan 40.367) termasuk non-warga negara Thailand.
Kepadatan penduduk 6.216 orang per kilometer persegi. Di tengah-tengah kota
adalah pusat penjualan dan bisnis. Daerah yang berdekatan adalah perumahan
kota tua. Bagian dalam memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kebanyakan
dari mereka adalah pedagang. Jalan-jalan di daerah kota semuanya sempit dan
berdempetan. Kota memiliki karyawan sebanyak 1.095 (sudah termasuk
semuanya). Pada tahun fiskal 2008, pendapatannya adalah 729,164,296.19
Th.B. dan pengeluaran sebesar 752,414,122.94 Th.B.

Provinsi Phuket, sebuah pulau di Thailand selatan, telah terkenal di seluruh
dunia dengan pantainya yang indah di sekitar pulau tersebut. Sejumlah besar
resor, hotel, dan fasilitas wisata lainnya telah muncul di sepanjang pinggiran
pantai Pulau Phuket. Tetapi daerah kota Phuket tidak memiliki kegiatan
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pariwisata yang terlalu banyak, jika dibandingkan dengan pantai di sepanjang
garis pantai. Entah mengapa kota ini diabaikan oleh pengunjung, yang langsung
menuju ke pantai setelah kedatangan pesawat dan akhirnya meninggalkan
pantai menuju bandara untuk berangkat kembali.

Salah satu bagian kota Phuket adalah kota tua meliputi 210 Rais (83,03 hektar)
bukan merupakan area yang luas tetapi digunakan menjadi pusat perdagangan.
Beberapa jalan di daerah tersebut masih terlihat benar-benar tua karena gaya
bangunannya vyang unik. Pesona wisata ini memiliki potensi untuk
dikembangkan. Oleh karena itu, kota Phuket memutuskan untuk berinvestasi
memulihkan daerah kota tua untuk mempromosikannya dengan cara
pelestarian bangunan tua dengan gaya arsitekturnya yang unik yang dikenal
sebagai tradisi Sino-Portugis (alias Sino-Kolonial) dan peranakan lama(Melayu -
Cina, Selat alias Cina) yang menjadi fokus untuk wisata budaya kota Phuket.
Seiring dengan konservasi, investasi juga mempromosikan partisipasi lokal,
kesadaran masyarakat, wisata budaya, dan meningkatkan ekonomi lokal.

Kemudian diluncurkan sebuah proyek yang dinamakan "Konservasi dan
Pembangunan Kota Tua Phuket". Proyek, yang dikoordinasi oleh Kota
Phuket, bertujuan untuk bekerja dengan masyarakat lokal dan organisasi
dengan pemerintah kota yang menjadi pemeran utama untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap konservasi bangunan arsitektur kota tua
bersama dengan pembangunan daerah dalam arah yang tepat, di bawah
pengawasan yang ketat dari ahli arsitektur Sino-Portugis.

e Pariwisata Budaya Sebagai Strategi Pengembangan Partisipasi

Dengan dipengaruhi oleh topografi Kota Phuket, budaya, adat, dan mata
pencahariannya, administrasi pemerintahan Phuket memiliki visi untuk
pengembangan Kota Phuket yang akan selalu menjadi kota penuh kebahagiaan
dan layak untuk ditinggali secara berkelanjutan. Dengan dikendalikan oleh 8
kebijakan untuk kebahagiaan semua orang, salah satunya adalah promosi
ekonomi akar rumput yang lebih baik, Kota Phuket mengembangkan pariwisata
dan bisnis terkait dengan penggunaan identitas asli seperti arsitektur yang unik,
cara hidup, resep lokal, dan kemurahan hati rakyat sebagai titik jualnya

Sejak itu, Kota Phuket telah memulai beberapa kegiatan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat, untuk mencintai dan merawat kota tua, dan untuk
mempromosikan pariwisata di pusat kota Phuket untuk memperkuat ekonomi
seperti berikut:

e Festival kota tua Phuket terlibat dalam pameran, forum pelestarian kota

tua, penampilan yang baik dan sederhana, menunjukkan tradisional, dan
toko-toko makanan lokal di sepanjang Jalan Thalang.
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Pelestarian tradisi asli dan adat lainnya seperti ritual wali animisme, festival
bulan, ritual leluhur, festival vegetarian, dan ritual pendiri Phuket

Pembentukan " Yayasan Phuket Lama" oleh jaringan aliansi masyarakat
bertujuan untuk partisipasi publik dalam arsitektur, budaya, dan konservasi
mata pencaharian

Mengorganisir festival "Phuket Yester taunan" untuk membawa lebih banyak
pengunjung ke daerah pusat kota

Mempromosikan upacara pernikahan tradisional Phuket untuk menunjukkan
cara hidup dan budaya yang menjadi identitas Phuket

Konservasi pakaian Nyonya (pakaian tradisional Peranakan).

Pembentukan kelompok perikanan skala kecil di Ban Ko Jan dekat Sapan
Hin untuk kegiatan ekowisata pesisir dan jalur pemasaran tangkapan
tambahan oleh anggota sehingga membantu menghasilkan pendapatan dan
tabungan

Relawan kota Phuket memandu pelatihan dan pengembangan potensi
masyarakat lokal untuk menjadi tuan rumah yang baik sehingga akhirnya
meningkatkan kompetensi pariwisata

Selain itu, Kota Phuket telah berinvestasi di lingkungan perkotaan dan
program perbaikan lanskap untuk memastikan suasana yang indah dan
mengesankan dan menjamin kepuasan pengunjung yang mengunjungi Kota
Phuket yang bersih, nyaman, dan menyenangkan, misalnya, peningkatan
jalannya air publik, manajemen limbah padat dan sumber energi hijau, jalur
listrik bawah tanah, dan lain-lain untuk membawa kembali pesona jalan-
jalan Kota Phuket, investasi teknologi komunikasi terbaru, investasi dalam
hubungan publik, pendidikan misalnya pelatihan keterampilan bahasa asing,
teknologi pergaulan, dan lain-lain

Kota Phuket juga telah merencanakan investasi jangka panjang keunggulan
pariwisata Phuket seperti pembentukan museum pendidikan dan pariwisata
seperti Museum Ban Kao, Museum Thaihua digunakan menjadi sebuah
sekolah tua; pusat informasi wisata di daerah kota tua untuk akses yang
lebih baik dan penyediaan "peta perjalanan" bagi pengunjung yang tertarik
bertamasya berjalan-jalan di sekitar kota kota tua. Phuket telah mengelola
pariwisata dengan cara berkelanjutan sehingga kota Phuket lama telah
menjadi sebuah situs wisata penting di provinsi ini. Ketika mengunjungi
Phuket, salah satu tujuan yang harus dikunjungi adalah kota tua Phuket
yang terkenal dengan arsitektur Sino-Portugis, cara hidup, dan resep lokal.
Keberhasilan merangsang ekonomi lokal dan apa yang dapat dilihat adalah
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kembalinya generasi baru Phuket ke daerah kota tua untuk memulai atau
memperbaharui bisnis mereka, merenovasi rumah Sino-Portugis mereka
untuk berbaur dengan suasana kota tua, dan menciptakan penjualan yang
lebih banyak dari produk tradisional mereka.

A. Kekayaan Sejarah Phuket dan Warisan Arsitektur sebagai Daya
Tarik Pariwisata

Phuket, 'mutiara dari Andaman' lebih dari sebuah resor pantai. Namun memiliki
sejarah yang kaya sebagai negara penambang timah yang dihuni oleh Siam,
Cina, Melayu, India, Eurasia dan laut gipsi. Sebuah komunitas yang unik di
Phuket adalah 'Baba', dengan cara hidup, bahasa, pakaian dan makanan
mereka sendiri. Inti dari komunitas ini dibentuk oleh serikat awal antara
penambang timah Hokkian dan wanita Siam. Warisan khas Baba dapat dilihat di
kota Phuket tua.

Dari tahun 1820-an dan seterusnya, pertambangan Phuket berada di tangan
para petualang Cina dari Straits Settlements Inggris, khususnya Penang.
Selama periode ini, pencarian menyebar dari interior di Kathu ke teluk Tongkah,
dan sekitar tahun 1850, dibentuklah kota 'Tongkah'. Pemukiman ini membentuk
inti bersejarah bagi kota Phuket saat ini.

Pada awal abad 20, ukuran peradaban dibawa oleh Phraya Rassada Nupradit
(Khaw Sim Bee na Ranong) selama masa jabatannya sebagai Komisaris Tinggi
Phuket yang lebih agung(1900-1913). Dia memberi konsesi besar untuk sebuah
perusahaan tambang Australia-Eropa, Pengerukan Tongkah Harbour, dengan
imbalan dana untuk mengembangkan infrastruktur publik. Jalan dibangun,
kanal-kanal ditimbun lumpur, dan sejumlah bangunan publik disiapkan. Dengan
Phuket menjadi lebih aman, maka pedagang manjadi lebih banyak dan keluarga
mereka, terutama yang berasal dari Penang, tinggal di Phuket. Dengan
kemakmuran yang lebih besar, lebih banyak sekolah dan kuil yang diberkahi.
Dengan peresmian penerbangan langsung antara Eropa dan Bangkok pada awal
tahun 1970, Phuket mulai menjadi tujuan wisata. Sepuluh tahun kemudian,
pasar timah runtuh tapi untungnya ekonomi diselamatkan oleh pertumbuhan
pariwisata. Banyak bekas tambang timah diubah menjadi resor mewah. Kota
tua, sebagian besar telah berganti menjadi industri pariwisata

Warisan arsitektur

Warisan budaya yang dibangun Phuket adalah refleksi dari makmurnya
pemukiman selama hari-hari boomingnya produksi timah. Pemandangan kota
yang unik di Thailand, namun menyerupai Pemukiman Striats Inggris seperti
Penang, Malaka dan Singapura. Sekarang arsitektur seperti ini biasanya disebut
'Sino-Portugis' oleh arsitek Bangkok. Kota Phuket benar-benar model setelah
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kolonial Inggris Penang di Malaysia, dengan arsitektur yang berasal dari
pengaruh Eropa. Rumah toko di Phuket dan vila mirip dengan yang terdapat di
Penang dalam hal bentuk, bahan dan desain dengan tambahan motif Thailand.
Arsitek Thailand mulai masuk ke Phuket di tahun 1930-an, dan sejak saat itu,
arsitektur Phuket mulai menyimpang dari gaya Penang.

Kota Phuket telah dimodernisasi di seluruh sisi pulau. Di pusat bersejarah,
jalan-jalan sempit harus mengakomodasi lalu lintas kendaraan bermotor,
sedangkan lima terotoar dapat ditembus di beberapa bagian. Jalan sebagian
besar masih bagus, meskipun rusak di beberapa tempat dengan tambalan
modern yang tertata dan penunjuk arah dari plastik yang besar. Secara
keseluruhan, karakter kota Phuket tua yang khas dan menawan cukup untuk
menarik pengunjung baik Thailand maupun asing.

Meskipun kota tua tidak lagi menjadi pusat komersial Phuket, namun sebagian
besar rumah-toko masih berfungsi sebagai toko dan tempat tinggal. Tempat
makan berlimpah di Phuket dan kota tua tanpa kecuali. Jalan utama, Jalan
Thalang masih dikenal untuk perdagangan tertentu, terutama tekstil batik.
Sementara bisnis yang lebih tua cenderung ke perlengkapan, grosir, dealer
timah, toko-toko perangkat keras dan pemasok mesin, saat ini pelan namun
pasti terdapat gentrifikasi seperti toko-toko antik, kafe dan restoran Eropa
dengan penampilan mereka yang berbeda.

B. Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Praktik -Praktik Terbaik Phuket

Pada awalnya, pada tahun 1992, kota Phuket pada waktu itu prihatin dengan
daerah kota tuanya ketika rumah toko tampak diabaikan, ditinggalkan, dan
ditutup, sementara daerah memiliki potensi untuk pariwisata. GTZ, melalui
Departemen Administrasi Publik, mencari target proyek konservasi dalam
pengelolaan lingkungan perkotaan melalui pendekatan partisipatif. GTZ
kemudian mendapatkannya yaitu bersama dengan kota Phuket, sebagai proyek
konservasi percontohan, dan memulai program yang disebut Konservasi dan
pengembangan lingkungan arsitektur di kota Phuket tua. Tujuannya adalah 1)
meningkatkan perekonomian kota Phuket tua, 2) melestarikan lingkungan
arsitektur, 3) melestarikan cara hidup lama, tradisi budaya, dan kehidupan
Phuket asli, dan 4) membangun kesadaran tentang masalah pelestarian
budaya.

Pada awalnya, tiga pihak yang menjadi pemain inti adalah GTZ, kota Phuket,
dan dosen arsitektur Dr Yongthanit Pimonsathean, serta ahli dari King Mongkut
Universitas Ladkrabang, yang didanai oleh Departemen Ilmu, Teknologi, dan
Lingkungan. Kemudian, beberapa kelompok sipil, asosiasi, dan yayasan
bergabung dengan kota Phuket untuk berkontribusi pada upaya konservasi
tersebut. Beberapa contoh kelompok-kelompok ini adalah Yayasan Phuket Tua,
Asosiasi Peranakan, dan sebagainya.
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Meskipun mayoritas pemilik rumah toko tua di kota tua Phuket adalah pemilik
yang tinggal di situ, dan rumah-rumah dirawat dengan baik, namun jumlah
mereka yang semakin menurun tidak dapat diabaikan. Untuk mendapatkan
pemahaman terbaik, sangat penting untuk mengetahui sedikit sejarah singkat
sebelum pergi ke kota warisan arsitektur.

Untuk konservasi kota tua diprakarsai oleh GTZ, Kota Phuket sebagai organisasi
inti untuk melaksanakan sejumlah intervensi, dan telah didukung oleh berbagai
pihak yang ikut berkolaborasi. Sebagai contoh, Kewenangan Listrik Provinsi,
Organisasi Telepon Thailand dan kota Phuket bersama-sama berinvestasi
masing-masing sebesar 10, 2,4, dan 4,7 juta Baht, untuk meningkatkan
keindahan dengan menempatkan semua kabel dan pengkabelan di bawah
tanah. Peningkatan fisik dan perbaikan bangunan didukung oleh kota Phuket.
Selain itu, program mingguan berjalan dan diprakarsai serta didukung oleh
Kementerian Kebudayaan dengan anggaran 8 juta Baht melalui kantor provinsi.
Kelompok sipil lain juga memberikan kontribusi keuangan dan non-keuangan
yang besar untuk konservasi kota tua.

Pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok:

« Pengembangan database arsitektur, lingkungan fisik, dan infrastruktur
kota tua Phuket;

¢ Membentuk badan-badan administratif; komite operasional multi-
partai, Yayasan Phuket Lama, masyarakat kota Tua;

¢ Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan apresiasi terhadap kota tua
bersama dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti Phuket di
masa lalu, pelatihan khusus tentang adat kebiasaan asli misalnya Batik,
resep, pemandu wisata, dan lain-lain;

e Hubungan publik produksi media dan peningkatan daya tarik wisata
tambahan. Kotamadya didukung dengan memberikan leaflet, program
televisi, misalnya investasi dalam pembangunan fisik mengubah sebuah
sekolah tua menjadi sebuah museum.

Proyek Kota Tua Phuket, sebagai badan koordinasi proyek dan dengan
pengawasan dari Komite Penasehat Eksekutif, memiliki tim spesialis kotamadya.
Tim ini juga menerima dukungan untuk kegiatan-kegiatan proyek tertentu dari
spesialis lain di sekitar kota Phuket.

Tujuan proyek dan penyerahan telah dikelompokkan dalam empat kelompok
berikut: (a) kelompok partisipasi para pemangku kepentingan diidentifikasi
sebagai pemangku kepentingan industri pariwisata yang berpartisipasi dalam
diskusi mengenai kelangsungan pembangunan perkotaan. Keterlibatan

160 p»



perwakilan dari wilayah geografis yang berbeda dan dengan kepentingan yang
berbeda adalah faktor kesuksesan mendasar dalam pelaksanaan proyek, (b)
kelompok permintaan pasar menilai permintaan layanan akreditasi dan
menganalisis penyebab yang mempengaruhi permintaan, (c) kelompok
keberlanjutan keuangan membuat studi pembandingan model keuangan lain
yang diterapkan oleh lembaga akreditasi yang relevan, (d) kelompok organisasi
dan implementasi menghasilkan laporan tentang struktur organisasi yang paling
efektif dan model keuangan, dengan implikasi waktu yang diperlukan staf,
untuk akreditasi, serta Praktik -Praktik pelaksanaannya.

e Pencapaian Praktik-Praktik Terbaik Phuket

e Masyarakat di kota tua dan di pusat kota telah menjadi proaktif
dalam pelestarian kota tua sebagai daya tarik budaya untuk pariwisata
Phuket. Pada awalnya, para pemilik atau penyewa berusaha untuk
merenovasi gedung-gedung di kota tua yang seidentik mungkin dengan
aslinya meskipun dengan biaya konstruksi yang lebih tinggi. Kemudian
pada tahun 1990, Penghargaan Asosiasi Arsitektur Siam diberikan HRH
Putri Sirindhorn kepada penyewa untuk usaha konservasi sangat baik.

e Penduduk di kota tua mengambil bagian dalam konservasi
bangunan dan kegiatan tradisi lama, misalnya, pakaian, resep,
upacara pernikahan, upacara keagamaan, dan lain-lain yang
sangat menarik bagi pengunjung sehingga menghasilkan lebih
banyak pendapatan. Pada tahun 1997, kelompok ini dipuji oleh
Komite Konservasi Pusaka Thailand untuk pekerjaan konservasi
arsitektur mereka.

e Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan penduduk dalam
konservasi dan pengembangan kota tua untuk melestarikan identitas
dan kebanggaan dari satu generasi ke generasi. Pada tahun 2000, kota
memenangkan hadiah dari Dana Pembangunan Perkotaan sebagai Kota
Identitas.

e Kembalinya generasi muda ke Phuket. Di masa lalu, setelah dikirim
belajar di tempat lain, para pemuda tidak pernah kembali ke Phuket
untuk meneruskan hidup mereka. Tapi setelah kota tua berhasil
dikembangkan, para pemuda mulai datang kembali untuk memperluas
jaringan bisnis orang tua mereka atau memulai bisnis mereka sendiri
yang berkaitan dengan pariwisata seperti restoran, asrama, toko
cinderamata, dan lain-lain. Mereka memiliki penghasilan rata-rata seribu
USD per bulan
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e Harga real estat telah meningkat cepat. Investor baik dari luar
Thailand maupun asing mulai tertarik untuk berinvestasi di daerah yang
dikembangkan dan kotamadya memiliki penghasilan yang lebih baik dari
pajak di masa depan.

Untuk situasi kehidupan masyarakat setempat, pembangunan telah membawa
kepuasan sebagai imbalan dari apa yang mereka lakukan demi konservasi kota
tua:

B.1 Lingkungan fisik telah berkembang dengan baik misalnya jalan setapak,
pengkabelan bawah tanah, pencahayaan, pengendalian banjir, dan
manajemen limbah padat menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik di
daerah.

B.2 Kota tua telah menjadi objek wisata terkenal, menarik pengunjung
lebih banyak daripada dulu ketika hanya pantai yang penuh sesak.
Penduduk lokal dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dan ekonomi
yang meningkat secara keseluruhan.

e Peluang dan Tantangan

Partisipasi adalah kuncinya. Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil yang
mengendalikan permainan, terutama yang baru saja didirikan masyarakat sipil
yaitu Yayasan Kota Tua dan Masyarakat Kota Tua Phuket adalah pemilik nyata
dan penyewa yang tinggal di sana. Mereka mengambil bagian dalam konservasi
dan membantu berinvestasi serta mulai sangat aktif mengembangkan rumah
kesayangan mereka, dengan penilaian, dan perbaikan yang terus menerus.
Model pembangunan harus benar-benar berkelanjutan

Partisipasi masyarakat tampaknya menjadi salah satu proses terbaik namun
yang paling memakan waktu dalam sebuah proyek yang sukses. Dalam hal ini,
untuk mendapatkan kepercayaan dan partisipasi rakyat, kotamadya Phuket
membutuhkan banyak waktu. Mendapatkan partisipasi masyarakat adalah salah
satu aspek yang paling menantang dari Praktik ini. Tetapi setelah hal itu
tercapai, pengembangan dipastikan dapat berjalan dengan lancer

Saat ini, kota-kota di seluruh negara-negara ASEAN berkembang dengan cepat,
didorong oleh kekuatan ekonomi dan kemajuan teknologi. Pusat bisnis baru dan
modern yang sedang dikembangkan, menyebabkan bagian kota lama, yang
kurang penting secara historis, ditinggalkan bahkan dihancurkan. Selanjutnya,
bagian kota yang lebih baru dan modern, tanpa identitas apa pun, begitu
menggoda dimana orang meninggalkan bagian belakang rumah mereka dan
pindah ke pusat kota.
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Model ini bisa menjadi contoh yang baik untuk administrasi daerah agar lebih
memperhatikan bagian sejarah kota. Tidak hanya fokus pada identitas dan
menciptakan kebanggaan bagi warga di wilayah mereka, tetapi juga
menggerakkan ekonomi baru melalui pariwisata.

Pertanyaan Panduan untuk Peserta Pelatihan/Peserta

Apa masalah lokal yang mencoba ditangani oleh Proyek?

Apa tujuan dari proyek? Apa elemen utama?

Bagaimana Proyek dilaksanakan?

Apa hasil dari Proyek?

Apakah terdapat unsur inovatif dalam Proyek? Jelaskan, jika ada.

Apakah tantangan untuk Proyek yang dapat Anda identifikasi? Jelaskan

bagaimana tantangan tersebut ditunjukkan dalam Proyek.

7. Apa pelajaran penting yang dapat Anda menarik dari studi kasus yang
akan berguna dalam proyek-proyek serupa di masa mendatang?

8. Jelaskan Praktik -Praktik yang akan Anda ambil untuk mereplikasi
proyek serupa di pemerintah setempat. Perhatikan lingkungan sosial-
ekonomi-politik atau konteks di daerah Anda ketika merumuskan
proyek serupa.

9. Jelaskan dan pastikan unsur-unsur proyek yang Anda usulkan.

ounpLNE

1.1.1.4. Pelajaran yang Dipelajari dari Tiga Studi Kasus
Efektivitas dan efisiensi

1) Kontribusi untuk pengembangan ekonomi lokal (pertumbuhan bisnis lokal;
meningkatkan pendapatan pengusaha lokal);

2) Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal yang
demokratis, terutama orang miskin dan terpinggirkan, misalnya, orang-

orang sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan; rakyat sebagai
produsen yang signifikan, penyedia layanan yang signifikan;

3) Pelestarian dan perlindungan lingkungan, misalnya pengelolaan sumber
daya pesisir;

4) Pelestarian dan perlindungan warisan budaya, misalnya situs, kota-kota tua
dan bersejarah;

5) Menggunakan prinsip-prinsip pemulihan biaya.
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Keberlanjutan output

6) Investasi dan kepemilikan oleh berbagai-pihak (pemerintah daerah, petani,
nelayan, pengusaha lokal);

7) Proyek sebagai perusahaan mandiri;

8) Penggunaan sumber daya lokal dan keahlian, serta penghargaan terhadap
lingkungan hidup;

9) Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan sektor swasta.
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4.1 Tujuan & Latar Belakang

Proyek DELGOSEA telah mengembangkan program pelatihan ekstensif untuk
fasilitator. Kurikulum pelatihan dan pedoman mengajar bukan merupakan
bagian dari publikasi ini, tetapi dapat didownload di situs http://delgosea.eu.
Setelah dilatih sebagai fasilitator para ahli siap mendukung pemerintah daerah
dalam replikasi Praktik -Praktik terbaik di pemerintahan daerah. Pada tahap ini,
pemerintah daerah sendiri telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan
proyek dan telah dipilih serta mempelajari Praktik -Praktik terbaik secara
ekstensif dari negara lain yang ingin mereka replikasi di wilayah mereka sendiri.
Dalam beberapa kasus, mungkin telah diambil Praktik awal untuk replikasi
Praktik -Praktik terbaik.

Sebelum replikasi dimulai, sangatlah penting "menerjemahkan" Praktik -Praktik
terbaik ke dalam budaya khusus, politik dan kondisi kerangka hukum masing-
masing kota percontohan. Setelah konsep transfer dikembangkan mungkin
dibutuhkan komponen pelatihan lebih lanjut bagi para pemangku kepentingan
lokal. Proses replikasi itu sendiri harus disertai dengan kegiatan monitoring dan
pelaporan ekstensif.

Jadi bab ini bertujuan memperkaya pengetahuan fasilitator dalam mendukung
pemerintah setempat selama / bersamaan dengan

e Proses pengembangan proses transfer,
e Pelatihan para pemangku kepentingan lokal, serta

e Monitoring dan pelaporan hasil.

Harus disebutkan juga bahwa replikasi tidak dapat murni dibangun pada
pengetahuan fasilitator saja. Untuk membuat keberlanjutan dan menjamin
kepemilikan, maka semua aktor harus terlibat. Sebuah jaringan otoritas
pemerintah daerah, asosiasi pemerintah daerah, lembaga akademisi dan LSM
dibangun oleh proyek untuk mendukung keberhasilan replikasi Praktik - Praktik
terbaik.
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Perhatikan: Definisi Fasilitator

Untuk replikasi Praktik -Praktik terbaik, akan disediakan asisten teknis
untuk mendukung kota percontohan selama proses replikasi. Dalam
terminologi proyek DELGOSEA orang ini disebut sebagai "fasilitator".

Sebuah pendekatan fasilitasi yang tepat harus diambil ketika organisasi
tidak hanya memperhatikan keputusan yang dibuat, tetapi juga
memperhatikan cara keputusan dibuat. Itu berarti, tujuan replikasi praktik
terbaik tidak hanya terbatas sampai skala inovasi; lebih dari ini, yaitu
untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal percontohan.

e "Seorang individu yang memungkinkan kelompok dan organisasi untuk
bekerja lebih efektif, untuk berkolaborasi dan mencapai sinergi. Dia
adalah pihak 'netral' yang tidak mengambil salah satu sisi atau
mengungkapkan atau menganjurkan sudut pandang selama
pertemuan, dapat melakukan advokasi untuk prosedur yang adil,
terbuka, dan inklusif untuk menyelesaikan pekerjaan kelompok ".

e "Salah satu yang memberikan kontribusi struktur dan proses untuk
interaksi sehingga kelompok dapat berfungsi secara efektif dan
membuat keputusan yang berkualitas tinggi. Seorang penolong dan
pendukung yang tujuannya adalah untuk mendukung orang lain agar
mereka mencapai kinerja yang luar biasa" -]

e "Tugas fasilitator adalah mendukung semua orang untuk melakukan
pemikiran dan Praktik terbaik mereka. Untuk melakukan ini, fasilitator
mendorong partisipasi secara penuh, mempromosikan saling
pengertian dan memupuk tanggung jawab bersama. Dengan
mendukung semua orang melakukan pemikiran terbaik mereka,
fasilitator memungkinkan anggota kelompok untuk mencari solusi
inklusif dan membangun kesepakatan yang berkelanjutan ".
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4.2 Pendekatan konsep transfer

Dalam terminologi proyek, pendekatan konsep transfer adalah proses yang pada
akhirnya akan memiliki hasil sebuah makalah yang menjelaskan secara rinci
roadmap dari kota percontohan untuk tahun berikutnya. Roadmap ini dipahami
sebagai konsep transfer. Konsep Transfer wajib disetujui secara resmi oleh
pengambil keputusan lokal dan akan diintegrasikan ke dalam rencana
pembangunan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Daftar Isi untuk Konsep Transfer:

e Penilaian situasi kota percontohan(penilaian dasar; perbedaan
antara BP dan tempat percontohan, perubahan yang diperlukan untuk
memungkinkan dilaksanakannya replikasi BP, dan lain-lain)

e« Analisis para pemangku kepentingan (siapakah para pemangku
kepentingan yang harus dilibatkan dalam proses replikasi; strategi
untuk partisipasi rakyat?)

e Definisi tujuan (apa yang ingin anda capai?)

e Definsi hasil dan keluaran

e Pengembangan rencana tindakan, termasuk kegiatan-kegiatan,
jadwal, pihak-pihak yang bertanggung jawab, indikator-indikator, dan
anggaran

e Identifikasi Resiko dan Manajemen Resiko (bagaimana mengelola
resiko yang muncul? Bagaimana menanggapinya?)

e Pengembangan sistem monitoring

e Dampak dan Keberlanjutan

Informasi penting lainnya adalah:

o Identifikasi mitra strategis

e Pengembangan rencana komunikasi untuk menyebarluaskan hasil
percontohan di kota, dan transnasional ke kota-kota percontohan di negara-
negara lain

Peran utama fasilitator selama pendekatan konsep transfer untuk mengaktifkan
kota percontohan yang hadir dengan rencana yang komprehensif bagaimana
Praktik -Praktik terbaik yang dipilih dapat direplikasi di daerah khusus mereka.
Berikut ini uraian proses dan Praktik -Praktik yang berbeda-beda:
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Kegiatan-kegiatan Persiapan

e Perjanjian (MoU) antara pemerintah daerah, Asosiasi Pemerintah Daerah dan
proyek DELGOSEA pada komitmen dan replikasi Praktik -Praktik terbaik
dalam pemerintahan lokal di masing-masing pemerintah daerah
percontohan.

e Pertemuan dengan walikota dan dewan lokal: walaupun MoU telah
ditandatangani dengan pemerintah masing-masing daerah percontohan,
namun pertemuan tindak lanjut untuk mengkonkretkan rencana dengan
para pengambil keputusan lokal tetap dibutuhkan sebelum replikasi dimulai.
Selama pertemuan, berikut ini adalah hal-hal yang akan dibahas:

= Dukungan politik yang sedang berlangsung selama replikasi praktik-
Praktik terbaik: Apakah ada rintangan yang diperkirakan muncul dari
spektrum politik? Bagaimana mungkin pemilu dan pemerintah lokal baru
mempengaruhi  proses replikasi? Bagaimana  replikasi  dibuat
berkelanjutan dan dibawa ke dalam peraturan daerah?

= Ketersediaan anggaran daerah untuk proses replikasi (di saat ini
mungkin menjadi masalah karena anggaran rumah tangga disetujui satu
tahun sebelumnya).

= Identifikasi para pemangku kepentingan lokal / gugus tugas lokal: para
pemangku kepentingan mana yang harus terlibat dalam pengembangan
konsep transfer? Bagaimana menjamin partisipasi masyarakat selama
pengembangan konsep?

= Identifikasi gugus tugas lokal: atur gugus tugas lokal agar menjadi mitra
langsung fasilitator pada tahap berikutnya. Koordinator gugus tugas juga
harus dinominasikan. Satuan tugas harus secara resmi disetujui.

= Kapasitas: apa keahlian eksternal yang diperlukan untuk pengembangan
konsep transfer? Apa tuntutan kota percontohan? Apakah ada
narasumber di kota percontohan yang dapat mengambil alih tugas-tugas
tertentu?

= Proses Komunikasi: bagaimana seharusnya proses komunikasi antara
proyek, pemerintah percontohan lokal dan fasilitator diorganisir?

= Garis besar jadwal lanjutan: pertukaran jadwal lanjutan untuk
pengembangan konsep transfer.

172p»



Pengembangan konsep transfer — memfasilitasi pendekatan
A) Memilih dan Peran Fasilitator

Setelah bertemu dan bertukar pendapat dengan para pengambil keputusan-lokal
maka yang menjadi tugas tim DELGOSEA adalah memilih fasilitator yang "benar"
bagi kota percontohan. Di sini, yang akan berperan tidak hanya kualifikasi, tapi
juga kesesuaian kepribadian yang tepat antara satu dengan yang lain.
Persyaratan budaya dan bahasa juga akan memainkan peran penting.

Selain itu, harus didefinisikan peran spesifik fasilitator. Peran mungkin bervariasi
dari mulai mengkoordinasikan seluruh proses selama pengembangan konsep,
menjadi fasilitator lokakarya atau bertindak sebagai penulis modul. Peran juga
sangat tergantung pada kapasitas yang tersedia di kota percontohan.

B) Analisis Pemangku Kepentingan

Analisis pemangku kepentingan bermaksud mengidentifikasi fungsi, peran dan
tantangan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk replikasi praktik
terbaik di kota percontohan. Analisis pemangku kepentingan tidak hanya
terbatas pada lembaga-lembaga pemerintah daerah sendiri, tetapi untuk
lembaga-lembaga lain yang sangat penting bagi keberhasilan replikasi Praktik
terbaik seperti wakil rakyat, wakil-wakil masyarakat sipil (misalnya LSM lokal,
bisnis, pemimpin agama) dan media lokal. Analisis pemangku kepentingan juga
penting untuk menjamin partisipasi masyarakat selama proses replikasi.

C) Lokakarya untuk pengembangan konsep transfer

Tujuan: semua peserta memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan, hasil,
rencana aksi serta resiko yang mungkin ada untuk replikasi Praktik terbaik yang
dipilih.

Setelah mengidentifikasi fasilitator yang akan mendukung kota percontohan
selama pengembangan konsep transfer, jadwal konkret akan dibahas dan
disepakati dengan koordinator gugus tugas lokal.

Sebuah Praktik penting akan menjadi organisasi lokakarya untuk mengumpulkan
ide-ide konsep transfer. Para peserta lokakarya harus diusulkan dan
diidentifikasi oleh gugus tugas lokal, dengan mempertimbangkan hasil analisis
para pemangku kepentingan. Dengan ini, maka akan memastikan bahwa wakil-
wakil dari semua kelompok utama terpengaruh oleh kegiatan replikasi yang
akan terlibat dalam lokakarya. Lokakarya akan berlangsung selama dua hari.
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Lokakarya tambahan di antara para pemangku kepentingan lokal mungkin
diperlukan untuk persiapan atau kegiatan lanjutan. Garis besar berikut ini akan
berkonsentrasi pada lokakarya inti yang dijalankan oleh fasilitator. Terdapat
banyak cara agar lokakarya ini dapat difasilitasi dan terstruktur, berikut ini
dijelaskan salah satu pendekatan yang memungkinkan:

1. Penilaian situasi (penilaian dasar; perbedaan antara lokasi asal dan lokasi
percontohan, perubahan yang diperlukan untuk melaksanakan replikasi BP)

Pada awalnya Praktik terbaik yang dipilih akan dipresentasikan lagi. Para
peserta akan diminta merangkum isi Praktik -Praktik terbaik, untuk melihat
lingkungan politik dan budaya di mana Praktik terbaik telah dilaksanakan, untuk
mengumpulkan aspek inovatif, serta berpikir tentang tantangan dan peluang
selama pelaksanaan.

Pada tahap kedua, mereka akan diminta menganalisis perbedaan antara kota
dengan Praktik terbaik (tempat asal) dan lokalitas mereka sendiri. Bagaimana
perbedaan pengaturan politik, kelembagaan dan budaya mempengaruhi replikasi
Praktik —Praktik terbaik? Seberapa jauh Praktik-Praktik terbaik harus diadaptasi
ke dalam kondisi khusus kota percontohan?

2. Pengembangan Tujuan, Hasil, dan Keluaran

Setelah analisis Praktik -Praktik terbaik dan penilaian adaptasi, peserta akan
diminta mengembangkan tujuan, hasil dan output. Pertanyaan kuncinya adalah
apa yang ingin mereka capai dalam periode waktu tertentu. Hierarki tujuan pada
dasarnya mengikuti prinsip dari metode kerangka logis:

Tujuan Keseluruhan: Tujuan proyek harus memberikan sebuah kontribusi.
Dalam lingkup proyek DELGOSEA, tujuan keseluruhan
mungkin menjadi kontribusi menuju pelayanan yang lebih
baik dan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi
masyarakat lokal.

Tujuan Khusus: Tujuan khusus adalah tujuan proyek yang ingin dicapai
dalam jangka waktu yang diberikan. Tujuan khusus harus
konkret, realistis, dapat dicapai dan terukur. Contoh
Tujuan khusus: Pengaturan Sistem E-Government fokus
pada xxxx di pemerintah kota xxx.

Hasil: Hasil adalah berbagai Praktik yang diperlukan untuk
mencapai tujuan tertentu. Salah satu hasil misalnya
dapat berupa layanan tertentu dimasukkan ke dalam
sistem online.
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Keluaran: Keluaran adalah kuantifikasi hasil dan kegiatan. Contoh:
jumlah orang terlatih; jumlah transaksi yang dilakukan
melalui e-government.

Perlu disebutkan di sini bahwa spesifikasi tujuan proyek dan pendekatan berada
di bawah dua hal ekstrem: (1) mengambil pendekatan yang sama seperti
dijelaskan dalam model Praktik terbaik atau (2) menyesuaikan model Praktik
terbaik ke kondisi lokal dengan mengambil hanya salah satu ide utama dan
orientasi konsep asli. Pendekatan disesuaikan mungkin akan menghasilkan
model yang sangat berbeda dengan isi, prosedur bahkan hasil yang berbeda.
Semua ini, harus benar-benar dibahas dengan para pemangku kepentingan
utama yang berpartisipasi dalam lokakarya.

e Rencana Aksi

Rencana aksi ini berasal dari tujuan, hasil, dan output. Para peserta akan
diminta menentukan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil proyek.
Kegiatan dikelompokkan per hasil proyek. Untuk setiap jangka waktu kegiatan,
akan didefinisikan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta anggaran.
Skema berikut mungkin menjadi alat yang berguna untuk menyiapkan rencana
aksi:

KEGIATAN
HASIL YANG YANG PIHAK YANG ANGGARAN BIAYA
DIHARAPKAN |[DIRENCANAKAN| JANGKA WAKTU | BERTANGGUNG YANG
berkaitan JAWAB DIRENCANAKAN
dengan aksi
Sumber
Q1|Q2 Q3| Q4 LTOST | Jumlah
Hasil 1: - Aksi
Indikator: - Aksi
- Aksi
- Aksi
- Aksi
- Aksi
Hasil 2 - Aksi
Indikator: - Aksi
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- Aksi
- Aksi

- Aksi
- Aksi

4. Identifikasi Resiko dan Manajemen Resiko

Menyusul rencana aksi, maka harus dieksplorasi juga resiko yang mungkin
menghambat realisasi rencana aksi. Resiko mungkin disebabkan oleh pengaruh
eksternal (misalnya bencana alam, ketidakstabilan politik) atau pengaruh
internal (misalnya tidak jelasnya struktur pengambilan keputusan, ada
komitmen dari pemangku kepentingan kunci).

Setiap resiko yang teridentifikasi harus diuraikan juga strategi responnya.
5. Monitoring Internal

Bab 4.4 berkaitan secara luas dengan monitoring proyek di sisi fasilitator. Selain
monitoring yang dilakukan oleh fasilitator, kota percontohan itu sendiri harus
mengatur tempat sistem monitoring yang tepat, memastikan untuk
memperbaharui rencana dan jika harus mengambil tindakan. Banyak proyek
gagal karena kurang pengawasan dan kegiatan tindak lanjut. Selama lokakarya
tidak akan ada cukup waktu untuk membahas sepenuhnya persiapan monitoring
di kota percontohan. Namun, para pemangku kepentingan lokal harus peka
terhadap kebutuhan dan diminta untuk merancang sebuah konsep yang dapat
diintegrasikan ke dalam konsep transfer pada tahap berikutnya. Jika diperlukan,
dukungan tambahan dapat disediakan oleh fasilitator setelah lokakarya.

6. Keberlanjutan dan dampak

Ketika mendiskusikan tentang desain replikasi, penting untuk memikirkan aspek
keberlanjutan dan replikasi yang mungkin memiliki dampak pada masyarakat.
Salah satu isu kunci yang diminta di sini adalah bagaimana proyek dapat
berkelanjutan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan. Apa Praktik
yang mungkin perlu diambil untuk menjamin keberlanjutan misalnya melampaui
persyaratan politik pembuat keputusan?

Yang juga sangat penting adalah membahas soal dampak. Apa dampak replikasi
yang akan terjadi dalam kehidupan rakyat? Bagaimana proyek tersebut dapat
memastikan bahwa tujuan keseluruhannya adalah untuk memperbaiki kondisi
hidup masyarakat dan tidak akan terpengaruh oleh kepentingan yang
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bertentangan? Sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa sedikit dibahas
selama lokakarya. Diperlukan tindak lanjut.

7. Menuliskan Laporan dan Persetujuan Konsep

Segera setelah lokakarya, fasilitator akan menyiapkan daftar data hilang dan
informasi yang harus dikumpulkan dan disediakan oleh gugus tugas lokal. Di
antara mereka, gugus tugas lokal mungkin akan diminta untuk meringkas ide-
ide mereka pada monitoring internal seperti mengenai keberlanjutan dan
dampaknya. Mereka diharuskan berkoordinasi erat dalam wilayah mereka untuk
memastikan pendekatan umum dan kesepakatan akhir.

Sementara itu, berdasarkan bahan baku yang dikumpulkan selama lokakarya
dua-hari, fasilitator atau penulis modul mulai mempersiapkan salinan pertama
konsep transfer.

Salinan ini akan diteruskan untuk dikomentari lebih lanjut dalam gugus tugas
lokal. Selama minggu-minggu berikutnya, dokumen akan terus ditinjau oleh
semua pihak sampai versi final akan disetujui.

Versi final akan dipublikasikan dan disetujui secara resmi oleh walikota dan /
atau anggota dewan. Ini akan menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan selama
tahun-tahun berikutnya.

Yang harus dicatat di sini bahwa konsep transfer akan dibagi antara negara-
negara yang mengambil bagian dalam tindakan. Semua konsep akan
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk dibagikan ke umum. Bahkan
walaupun konsep transfer khusus dibuat untuk situasi masing-masing kota
percontohan, namun mereka berhadapan dengan masalah-masalah umum dan
dengan demikian, transnasional sangat penting.

4.3 Pelatihan Para Pemangku Kepentingan Lokal

Berdasarkan rencana tindakan yang menjadi bagian dari konsep transfer, perlu
dilakukan penilaian identifikasi kebutuhan pelatihan para pemangku kepentingan
lokal. Harus dicatat bahwa bagian-bagian utama dari pelatihan bagi pemangku
kepentingan lokal akan didasarkan pada kurikulum pelatihan yang dikerjakan
oleh kelompok kerja internasional dalam aktivitas terdahulu. Buku ini juga
berfungsi sebagai alat sumber daya utama pelatihan. Kedua publikasi akan
tersedia dalam bahasa nasional masing-masing.

Namun, kurikulum pelatihan bisa disesuaikan dan selanjutnya diwujudkan
berdasarkan tuntutan masing-masing kota percontohan. Ini akan menjadi
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tanggung jawab fasilitator dengan dukungan tim DELGOSEA untuk
mengadaptasi kurikulum dan menyiapkan pelatihan. Pelatihan akan berlangsung
di tempat-tempat yang menjadi fasilitas pemerintah kota. Rata-rata 3 fasilitator
akan terlibat dalam pelatihan di setiap kota percontohan, masing-masing dari
mereka akan terlibat selama 6 hari.

Kota percontohan harus mengidentifikasi peserta pelatihan, dengan
mempertimbangkan bahwa semua aktor yang akan terpengaruh dan terlibat
dalam replikasi BP akan terlibat. Rata-rata, 6 PNS dan 10 perwakilan
masyarakat sipil harus dilatih dua kali selama tiga hari pada konsep pengalihan
termasuk rencana aksi. Pelatihan mungkin dilakukan dalam kelompok kecil 5
sampai 6 peserta dalam konsep transfer yang mencakup lebih dari satu wilayah
tematik yang teridentifikasi. Dalam kasus lain, juga memungkinkan kelompok
yang lebih besar. Jumlah yang tepat dari pegawai negeri sipil / pejabat
pemerintahan kota dan perwakilan masyarakat sipil harus mengikuti kebutuhan
dan prioritas untuk kualifikasi seperti di kota percontohan. Dalam setiap kasus
harus diyakinkan bahwa keterlibatan aktor utama yang bertanggung jawab
dalam pemerintahan kota dan perwakilan masyarakat sipil adalah yang paling
penting bagi keberhasilan transfer.

Rata-rata, 10 pembuat keputusan politik, yang mewakili - jika ada - dan
gerakan-gerakan politik atau kelompok-kelompok relevan yang berbeda, dan 2
wartawan dari media lokal akan berpartisipasi di setiap kota percontohan selama
dua kali 4 jam dalam pelatihan agar dapat diberikan pengenalan tujuan dasar
dan filosofi konsep transfer serta meringkas gambaran atas pelaksanaan
rencana.

Kriteria berikut harus diterapkan untuk pemilihan wakil-wakil masyarakat sipil
dalam pelatihan, namun direkomendasikan pendekatan fleksibel:

e Jika mereka mewakili sebuah LSM lokal maka dia harus merupakan salah
satu lembaga yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah;

e Hal yang sama berlaku untuk wakil-wakil asosiasi bisnis atau sektor swasta -
harus ada setidaknya satu wakil dari latar belakang ini;

e Kelompok perwakilan masyarakat sipil dapat mencakup warga swasta yang
pensiun dari dinas pemerintah daerah dan memiliki pengalaman profesional
yang tinggi serta waktu untuk berkomitmen dalam proses transfer

e Kelompok lain yang menarik untuk diwakili adalah pemimpin agama, yang

berpengaruh dalam masyarakat dengan kredibilitas dan penerimaan
masyarakat yang tinggi
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e Semua perwakilan harus dipertimbangkan sebagai personal non-partisan
dengan penerimaan di bagian yang luas dari penduduk lokal;

e Setidaknya setengah dari perwakilan masyarakat sipil harus melibatkan
perempuan dalam rangka mengintegrasikan pandangan perempuan dan
untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam proses transfer dalam suatu cara
yang memadai.

Hasil: makalah komprehensif yang menguraikan dengan jelas mengenai
rancangan replikasi, tujuannya, hasil, dan rencana tindakan, anggaran serta
resiko yang mungkin timbul, monitoring internal dan aspek keberlangsungan.

Pada akhir pelatihan harus dilakukan evaluasi pelatihan dengan menyebarkan
kuesioner kepada para peserta. Fasilitator akan merangkum hasil utama dan
menyerahkannya bersama dengan laporan misi untuk tim DELGOSEA. Hasilnya
akan dibagikan dengan kota percontohan dan organisasi pemerintah daerah.

4.4. Monitoring dan Pelaporan
Definisi dan Pengenalan terhadap Monitoring Proyek

Monitoring terdiri dari proses-proses yang dilakukan untuk mengamati
pelaksanaan proyek sehingga potensi masalah dapat diidentifikasi secara tepat
waktu dan jika diperlukan dapat diambil tindakan korektif, untuk mengontrol
pelaksanaan proyek. Manfaat utama adalah kinerja proyek diamati dan diukur
secara teratur untuk mengidentifikasi penyimpangan rencana manajemen
proyek.

Monitoring meliputi:

1. Mengukur kegiatan proyek yang sedang berlangsung ('di mana kita');

2. Monitoring variabel proyek (biaya, usaha, ruang lingkup, dll) terhadap
rencana manajemen proyek dan kinerja proyek dasar (seharusnya kita ada
di mana);

3. Mengidentifikasi tindakan korektif untuk mengatasi isu-isu dan risiko dengan
benar (Bagaimana kita bisa berada di jalur yang benar lagi);

4. Mempengaruhi faktor yang dapat menghindari kontrol perubahan yang
terintegrasi sehingga hanya perubahan yang disetujui saja yang diterapkan.

Dalam sebuah proyek multi-Tahap, seperti replikasi Praktik -Praktik terbaik,
proses monitoring juga menyediakan umpan balik antara Tahap proyek, dalam
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rangka mengimplementasikan tindakan perbaikan atau pencegahan untuk
mengarahkan proyek agar sesuai dengan rencana pengelolaan proyek.

Definisi milestone proyek mungkin merupakan alat tambahan untuk
diintegrasikan ke dalam monitoring. Milestone menentukan penyelesaian sebuah
peristiwa besar, dapat dikirimkan atau satu set kiriman terkait. Milestone A
memiliki durasi nol dan tidak ada upaya - tidak ada pekerjaan yang terkait
dengan milestone. Ini merupakan bendera dalam rencana kerja untuk
menunjukkan bahwa bagian-bagian tertentu telah selesai. Biasanya, milestone
digunakan sebagai pos pemeriksaan untuk melihat apakah proyek ini berjalan
seperti yang direncanakan atau jika tidak, memvalidasi ulang pekerjaan.
Pra-kondisi sistem monitoring fungsional adalah:

Pernyataan yang jelas tentang tujuan yang dapat diukur untuk proyek
dan komponen-komponennya, sehingga indikator dapat didefinisikan.

e Satu set indikator terstruktur, meliputi output barang dan jasa yang
dihasilkan oleh proyek dan dampaknya terhadap penerima manfaat.

e Ketentuan untuk mengumpulkan data dan mengelola catatan proyek
sehingga data yang dibutuhkan untuk indikator kompatibel dengan statistik
yang ada, dan tersedia dengan biaya murah.

¢ Pengaturan kelembagaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan
melaporkan data proyek, dan untuk berinvestasi dalam membangun
kapasitas, untuk mempertahankan proyek.

¢ Proposal mengenai cara agar temuan menjadi bahan masukan dalam
pengambilan keputusan.

Monitoring kota-kota Percontohan

Pengenalan sistem monitoring adalah suatu proses bersama antara fasilitator
dan kota percontohan. Ini akan menjadi hal yang penting untuk menyepakati
dasar umum dalam monitoring. Pendekatan tahunan yang direkomendasikan
artinya bahwa rencana monitoring harus dilaksanakan untuk tahun pertama;
rencana terbaru pada tahun kedua harus fokus mengikuti akhir tahun pertama.

Dalam lampiran bab ini template untuk pelaporan telah diberikan. Template ini
terdiri dari bagian narasi serta matriks. Matriks dibagi menjadi tujuan
keseluruhan, tujuan khusus, dan kegiatan yang dikelompokkan per hasil.
Sementara pengaturan matriks monitoring mungkin terjadi dimana tujuan, hasil
dan kegiatan yang merupakan bagian dari konsep transfer terlalu samar.
Sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan, monitoring hanya akan bekerja
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jika ukuran tujuan, hasil dan kegiatan telah ditetapkan. Tanpa ini, akan hampir
mustahil untuk mendefinisikan indikator-indikator tersebut.

Pengenalan monitoring proyek ke kota-kota percontohan mungkin dilakukan
dalam Praktik yang berbeda. Untuk memastikan, maka dianjurkan pertemuan
melibatkan para pemangku kepentingan utama. Berikut akan disajikan beberapa
Praktik yang harus diambil:

e Presentasi template monitoring kota percontohan, identifikasi orang kunci
untuk dilibatkan dalam proses monitoring atas nhama kota percontohan.

e Review tujuan, hasil dan kegiatan. Jika jadwal belum bekerja atau perlu
bukti konkrit lebih lanjut, persetujuan dapat dijadwalkan untuk tahun
pertama. Buktikan jika hasil yang ditetapkan cukup kuat untuk
melaksanakan monitoring. Jika tidak, uraikan hasil menjadi Praktik -Praktik
dan jangka waktu yang lebih kecil.

e Definisi indikator dan sumber informasi. Bagaimana kita bisa mengukur
bahwa tujuan atau hasil telah tercapai (indikator)? Aspek data dasar harus
dibahas. Mungkin menjadi sumber yang berguna untuk mengumpulkan
informasi (sumber informasi)? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk
pengumpulan data? Bagaimana agar data tersedia (hardcopy, melalui
email?)

e Resiko eksternal dan internal: resiko apa yang mungkin menghambat proses
replikasi? Pikirkan Praktik -Praktik mitigasi.

e Perjanjian dan persetujuan akhir dari rencana monitoring satu tahun oleh
pembuat keputusan lokal (!!!!).

e Nominasi orang yang bertanggung jawab mengawasi monitoring atas nama
kota percontohan.

e Perjanjian frekuensi kunjungan lapangan oleh fasilitator untuk melaksanakan
monitoring; tanggal kongkrit akan ditetapkan untuk tahun pertama.
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Perhatikan: Contoh Definisi Indikator

Indikator harus mencakup output barang dan jasa yang dihasilkan oleh
proyek dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Ini adalah ukuran
konkret untuk output konkret tindakan nyata dalam konsep transfer.

Kota Tra Vinh di Vietnam menerapkan konsep transfer replikasi dari "E-
Government sebagai Terobosan untuk Meningkatkan Kinerja dan Layanan
Pemerintah" dari Yogyakarta, Indonesia

Tiga hasil yang harus dicapai dalam transfer adalah

e Pemimpin, manajer, dan staf departemen pemerintahan lokal dilatih
dalam E-government;

e Terpeliharanya situs web kota yang menyediakan informasi yang
bermanfaat (yang dibangun berdasarkan pada portal e-communication di
bawah situs web portal propinsi di www.travinh.gov.vn) untuk
masyarakat;

e Terbentuknya forum komunikasi dinamis antara pemerintah dan
masyarakat.

Pada tahap perencanaan konsep transfer, indikator-indikator yang
didefinisikan adalah

e 28 layanan administratif dapat ditelusuri secara online;

e 15 formulir layanan lahan tersedia untuk didownload;

e Pedoman online ditingkatkan dari 11 menjadi 15 dokumen.

Kami sekarang ingin menguraikannya ke dalam tindakan dan hasil
pengukuran "Praktik -Praktik yang dicapai" dalam suatu periode
implementasi yang diberikan - informasi yang diperlukan dalam tabel

laporan terlampir pada contoh:

Hasil 1
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Kegiatan Praktik -Praktik yang dicapai

1. Pelatihan X-hari tentang perangkat lunak sistem E-government untuk
pejabat administratif X dari departemen X
Pengukuran Kuantitatif
Jumlah pelatihan
Jumlah pejabat terlatih
Jumlah departemen yang terlibat

Pengukuran Kualitatif
Pengolahan data elektronik di perumahan, pendidikan, catatan
kewarganegaraan, perpajakan, ..., ..., dan ... dijamin.

2. Pelatihan X-hari tentang proses dan standar kualitas dalam aplikasi
sistem E-government untuk pejabat administratif X dari departemen X
Pengukuran Kuantitatif
Jumlah pelatihan
Jumlah pejabat yang terlatih
Jumlah departemen yang terlibat

Pengukuran Kualitatif

Pengolahan data elektronik yang kompeten dalam komunikasi dengan
warga di perumahan, pendidikan, catatan kewarganegaraan,
perpajakan, ...., ..., dan ... dijamin.

Hal yang sama harus dilakukan untuk dua hasil lainnya, menjelaskan
Praktik -Praktik konkret yang dicapai. Praktik -Praktik diukur, bersamaan
dengan sumber-sumber informasi (publikasi, laporan, data statistik
mengenai sasaran kelompok dan mengenai perubahan proses serta
perubahan yang terwujud seperti dalam infrastruktur) sehingga menjawab
indikator hasil yang diharapkan. Semua indikator hasil secara bersama-
sama harus menunjukkan pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan /
sasaran

Kegiatan harus dipecah dalam skala waktunya sesuai dengan periode
monitoring, dan indikator-indikator masing-masing harus mencerminkan proses
pada skala waktu juga.

Proyek DELGOSEA juga memiliki indikator umum, yang perlu dievaluasi dalam
proses monitoring di kota-kota percontohan. Fasilitator perlu menyertakan sub-
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indikator yang sesuai dan dokumen pencapaian serta hasil yang datang dari kota
percontohan yang spesifik berkaitan dengan indikator umum proyek berikut:

e Jumlah kegiatan dari LGA yang berbeda dalam mendukung proses transfer di
kotamadya-kotamadya;

e Bukti faktual keterlibatan pemerintah lokal dalam peningkatan kerangka
politik untuk pemerintahan lokal yang demokratis di provinsi / negara;

e Jumlah dan kualitas permintaan atau saran untuk perubahan hukum atau
politik dalam kerangka pemerintahan lokal yang demokratis disusun oleh
masing-masing LGA atas inisiatif dari pemerintah daerah;

e Bukti faktual promosi proses transfer Praktik —Praktik terbaik secara kongkrit
oleh LGA ke daerah lain / kota-kota di negara secara keseluruhan.

Setelah matriks monitoring diatur, maka dapat dimulai kunjungan monitoring
pertama. Disarankan untuk memulai dua bulan setelah replikasi dimulai.
Terutama di bulan pertama pelaksanaan seringkali penting dan mungkin
mengangkat isu-isu tambahan. Oleh karena itu penting untuk mengawasi proses
secara lebih dekat dan memberikan saran tambahan, jika diperlukan. LGA
mungkin membantu menghubungkan kota percontohan dengan para abhli
jaringan informal nasional atau regional. Selain jaringan ini, ada tiga ahli
konsultasi kunci yang siap mendukung kota-kota percontohan dengan keahlian
tambahan. Para ahli konsultasi kunci merupakan ahli khusus bidang tematis.

Kunjungan ini dilaksanakan setiap bulan selama 1 hari. Tergantung pada
permintaan kota percontohan, kemungkinan juga dilakukan kunjungan dua
bulanan.

Dalam kasus terbaik kunjungan monitoring pertama akan dilakukan oleh
fasilitator bersama-sama dengan tim DELGOSEA.

Sebelum kunjungan monitoring pertama fasilitator harus menghubungi contact
person lokal untuk memberitahukan secara resmi tentang kunjungan anda.
Agenda harus disiapkan yang menguraikan pertemuan yang akan
diselenggarakan dan tujuan mereka. Fasilitator dengan bekerja sama bersama
tim DELGOSEA dan kota percontohan, akan diminta untuk membuat proposal.
Fasilitator juga harus mengkonfirmasi dengan kota percontohan jenis dokumen
apa yang harus tersedia untuk kunjungan monitoring.
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Pelaporan

Setelah kunjungan lapangan, fasilitator akan mempersiapkan laporan narasi
serta matriks berdasarkan pada template yang telah disediakan dalam lampiran.
Kedua dokumen akan dikirim kepada tim DELGOSEA untuk di-review terlebih
dahulu. Setelah itu, salinan akan dibagikan kepada kota percontohan dan
asosiasi pemerintah daerah. Dianjurkan untuk membuat laporan dalam bahasa
Inggris agar memungkinkan berbagi informasi dengan negara-negara lain.
Laporan monitoring mungkin juga menjadi sumber yang berguna untuk
dokumentasi konsep transfer yang harus siap pada akhir proyek dan akan
dipresentasikan pada konferensi akhir.

Informasi yang dikumpulkan melalui kunjungan ini akan digunakan juga untuk
bertukar pengalaman dengan kota percontohan lainnya - baik melalui
penyusunan dokumen atau laporan pada situs web interaktif atau melalui
konsultasi elektronik yang sedang berlangsung.

Lampiran — Template Monitoring dan Pelaporan

Laporan Monitoring

Negara:
Kota Percontohan:
Bidang Tematis:

G RCEL I TN CETELCE B Kegiatan 11 Monitoring dan konsultasi selama
((UENEEEIRSELEREDINEE N pelaksanaan konsep transfer
Dilaporkan oleh:

| Dilaporkan pada tanggal:

1. Ringkasan eksekutif (setengah halaman):

(berikan informasi tentang: lamanya tinggal, siapa yang ditemui,
proses replikasi; jangka waktu kegiatan; penundaan; kesulitan dan risiko)

2. Tempat, Tanggal dan Durasi Kunjungan Monitoring:
3. Deskripsi pendekatan monitoring:
4. Daftarkan pertemuan, nama peserta dan ruang lingkup:

5. Jelaskan status replikasi Praktik -Praktik terbaik. Kegiatan apa yang
telah diimplementasikan?Hasil apa yang telah
dicapai? Apakah replikasi masih dalam jangka waktu yang telah
dijadwalkan?
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6. Apakah Anda mengamati masalah, tantangan atau modifikasi dalam
proses replikasi?

(Silakan uraikan masalah termasuk penundaan, pembatalan penundaan,
kegiatan - yang telah muncul dan bagaimana penanganannya)

7. Kemungkinan Risiko dan Tindakan Mitigasi:

8. Kegiatan-kegiatan apa yang telah diambil oleh kota percontohan untuk
menjamin partisipasi rakyat?

9. Bagaimana media yang terlibat dalam proses replikasi?

10. Bagaimana jaminan visibilitas proyek?

11. Rekomendasi dan Komentar Akhir.

Nama Kota Percontohan, Negara:

Nama Reporter:

Bidang Tematis:

Nama Proyek:

Periode Monitoring:

Tujuan

Keseluruhan

Indikator (data
dasar yang
dibutuhkan)

Sumber
Informasi

Status quo
pada awal
proyek

Status pada
bulan Agustus
2012

Perbaikan kond
isi hidup kelom
pok yang ku
rang berun
tung melalui
peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam peren
canaan lokal
dan pengambil
an keputusan

Tujuan
Khusus
(seperti

dinyatakan da
lam rancangan
proyek)
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misalnya ting
katkemiskinan
pada awal
proyek di
daerah-daerah
tertentu;
jumlah konsul
tasi di mana
orang bisa ber
partisipasi; ada
nya meka
nisme peren
canaan dan
badan-badan
terpilih ...

Indikator
(seperti dinya
takan dalam
rancangan
proyek)

Sumber
Informasi

Resiko yang mungkin (eksternal dan
internal)




Hasil-hasil
(seperti
dinyatakan

dalam
rancangan
proyek)

Indikator
(seperti
dinyatakan
dalam
rancangan
proyek)

Sumber
Informasi

Hasil I:
Daftarkan Direnca |Dilaksa | Sumber Praktik - Praktik - Permasalah
semua nakan di|nakan di| informasi Praktik Praktik yang an yang
kegiatan yang bulan bulan yang dicapai - di dihadapi
mengarah ke dicapai - periode ini dan tindak
hasil I: sampai lanjut
periode
terakhir
Kegiatan 1:
Kegiatan 2
Kegiatan 3
Kegiatan 4

Hasil-hasil
(seperti
dinyatakan

dalam
rancangan
proyek)

Indikator
(seperti
dinyatakan
dalam
rancangan
proyek)

Sumber
Informasi

Hasil II:
Daftarkan Direnca |Dilaksa | Sumber Praktik - Praktik - Permasalah
semua nakan di|jnakan di| informasi Praktik Praktik yang an yang
kegiatan yang bulan bulan yang dicapai - di dihadapi
mengarah ke dicapai - periode ini dan tindak
hasil II: sampai lanjut

’ periode

terakhir

Kegiatan 1:
Kegiatan 2
Kegiatan 3
Kegiatan 4
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Hasil-hasil
(seperti
dinyatakan

dalam
rancangan
proyek)

Indikator
(seperti
dinyatakan
dalam
rancangan
proyek)

Sumber

Informasi

Hasil III:
Daftarkan Direnczfm Dilaksa_n _Sumber ' Praktik = Prakt!k = Permasalah
semua akan di |akan di | informasi Praktik Praktik yang an yang
kegiatan yang bulan bulan yang dicapai - di dihadapi
mengarah ke dicapai_ - periode ini dan_ tindak
hasil ITI: sampai lanjut
periode
terakhir
Kegiatan 1:
Kegiatan 2
Kegiatan 3
Kegiatan 4

Hasil-hasil
(seperti
dinyatakan

dalam
rancangan
proyek)

Indikator
(seperti
dinyatakan
dalam
rancangan
proyek)

Sumber

Informasi

Hasil IV:

Daftarkan Direncan|Dilaksan | Sumber Praktik - Praktik - Permasalah

semua akan di |akan di | informasi Praktik yang | Praktik yang an yang

kegiatan yang  |bulan bulan dicapai - dicapai - di dihadapi

mengarah ke sampai periode ini dan tindak

hasil 1V: periode lanjut
terakhir

Kegiatan 1:

pelatihan

Kegiatan 2

Kegiatan 3

Kegiatan 4
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The project has five partner organizations, running the national offices in their
respective countries. DELGOSEA parters are:

= ACVN, Association of Cities of Vietham, Vietnam

= LOGODEF, Local Government Development Foundation, Philippines

= NLC/S, National League of Communes/Sangkats of the Kingdom of Cambodia,
Cambodia

= TEI, Thailand Environment Institute, Thailand

= UCLG ASPAC, United Cities and Local Governments - Asia Pacific, Indonesia

LOCAL
GOVERNMENT
DEVELOPMENT
FOUNDATION




Program ini dilaksanakan oleh Konrad-Adenauer-Stiftung e.V..
Pendapat-pendapat yang disampaikan dalam publikasi ini tidak mencerminkan
pendapat Komisi Eropa

www.DELGOSEA.eu

Konrad LG LOCAL
GOVERNMENT
Adenauer ASPAC 1 DEVELOPMENT
/ Stiftung Lkl | I FOUNDATION

Proyek ini Proyek ini dikelola oleh konsorsium: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Thailand Environment Institute (TEI), Local
turut Government Development Foundation Inc. (LOGODEF), United Cities and Local Governments for Asia and Pacific
didanai oleh (UCLG-ASPAC), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Association of Cities of Vietham
Uni Eropa. (ACVN), dan National League of Communes/Sangkats of the Kingdom of Cambodia (NLC/S). www.delgosea.eu




